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BAB I

PENDA HULIIAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah 

sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 1 ayat(l) Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 temang 

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam pembukaan UU ASN bagian 

konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka 

pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang berintegritas. profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi. kolusi. dan nepotisme. 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

Tahun 1945.

Pasal 10 UU ASN menyebutkan fungsi dari Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga 

fungsi ASN tersebut diharapkan tujuan nasional dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial.

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebutkan diatas diiaksanakan melalui 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahim 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN 

Latsar CPNS Golongan III). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta 

Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam 

waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja.



B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi kegiatan mempunyai beberapa tujuan, masing-masing yaitu:

1. Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang 

terdiri atas Akimtabilitas, Nasionalisme, Etika Pubhk, Komitmen Mutu, dan Anti 

Korupsi (selanjutnya disebut ANEK.A).

2. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalam ruang lingkup aktualisasi 

kegiatan.

j. Peningkatan kualitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian 

DPR RI sehingga dapat mendorong perwujudan pelayanan piiblik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup Waktu

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan 

Keahlian DPR RIpadatanggal 1 Juni-12 September 2018.

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undana

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR RI memiliki 

tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 

konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Pervvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Devvan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

(selanjutnya disebut UU MD3). Ket:ga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan 

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Keahlian DPR RI

DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kevvenangannya memerlukan 

sistem pendukung (si/pporfing syx/e/ri) yang memberikan dukungan administratif, 

persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi, 

dan kompetensi yang memadai.Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.Sekretariat Jenderal DPR RI 

berfungsi melaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian



DPR R[ melaksanakan fungsi dukungan keahlian.Pada pertanggungjawabannya, 

Badan Keahlian DPR RJ secara fungsional bertanggung javvab kepada DPR RI dan 

secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki visi dan misi tahun 2016- 

2019 sebagai berikut:

VISI

Tervvujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

profesional5andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

MISI

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, 

transparan, dan akuntabel.

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI digambarkan sebagai berikut:

; ;DEPtT!ec«Q- 
f PERSDANQM -OEPuriaBAHO«>lf«TRA}l

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 30 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;



2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Badan Keahlian,

j) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang- 

undang kepada DPR RI;

4) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada 

DPR RI;

5) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas 

keuangan negara kepada DPR RI;

6) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR

RI;

7) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan 

kepada DPR RI;

8) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan

9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RJ dan Sekretaris

Jenderal.

Peran dan fungsi dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan 

melaluilima pusat yaitu:

1) Pusat Perancangan Undang-Undang;

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Untlang;

3) Pusat Kajian Anggaran;

4j Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;

5) Pusat Penelitian.

i BadanKeahlian

ji i*1'/. ^ V ' tVfV' V1’-.*- *^1.'

Sl!?lSiarj^,pndang:
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j^usat; Kajigiyl^v 
^:untabijiTas;^'j, 
!Upgan;jSegaraS vRenelitiarLi;



2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak 

UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RJ yang 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi 

pengavvasan.

a. Puspanlak UU memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengavvasan 

yang aspiratif dan akuntabel.

iMISI

1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menjalankan fungsi pengavvasan dan pemberian Keterangan DPR RI di 

persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2) Mevvujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang 

profesional, tepat vvaktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

3) Mevvujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan pelaksanaan undang- 

undang yang profesional, tepat vvaktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan

4) Mevvujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang profesional, tepat vvaktu, akuntabel. dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengavvasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69 

ayat (1) hunif c UU MD3 jo. Pasal 162 Peiaturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengavvasan 

mempunyai vvevvenang dan fungsi:

1) Melakukan pengavvasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.

2) Melakukan pengavvasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

3) Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.
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Selain fiingsi pengavvasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI 

juga memiliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas, 

Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:

1) Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK.

2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang 

poiitik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, 

keuangan, industri dan perdagangan; dan

3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undana.

4) Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat vvaktu dan 

akiintabel.

b. Fungsi Puspanlak UU

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;

2) Perumusan dan evaluasi program keija tahunan Puspanlak UU;

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

iingkungan Puspanlak UU;

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK;

6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang- 

undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

7) Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan 

penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

8) Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

9) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

10) Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;

11) Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan

12) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.



Bagan struktur organisasi dan tala kerja Puspanlak UU digainbarkan sebagai berikut:

c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU
Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai 
pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu;
a) Menyusun kajian pemantaun terkaii pelaksanaan Undang-Undang, dengan 

uraian tugas sebagai berikut:
1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;
3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU 

lain;
5) Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan 

UU yang dipantau;
6) Menyusun “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU’VTabel I;
7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Pusat;
8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada 

Narasumber Pusat (per K/L);
9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);
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10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;

11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber PusaLM Narasumber;

12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel 11;

13) Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Daerah;

14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipanlau kepada 

Narasumber Daerah (per K/L);

15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan 

stakeholder daerah;

16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);

17) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per 

stakeholder);

18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per 

stakeholder);

19) MenjTJsun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per 

daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;

21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;

22) Menyempurnakan :imatrik evaliiasi dan analisis materi muatan UU'VTabel
I.

23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.

b) Menyusun kajian pernantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;

2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);

3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peratiu-an 

pelaksanaan (per UU);

4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;

5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU);

6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU);
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c) Menyusun ketcrangan atas perkara pcngujian Undang-Undang;
1) Menerima Berkas Pennohonan Perkara Pengujian UU, rekap perkara, 

permintaan dan data risalah dan distribusinya.

2) Penyusunan draft Keterangan DPR.

3) Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan 

Permohonan Perkara Pengujian UU.

4) Penyempumaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan 

pendampingan Tim Kuasa.

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan
MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang;
1) Menghadiri sidang pennohonan Perkara MK yang diujikan;

2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang 

diujikan.

e) Mengelota database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK,
serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK.
1) Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji;

2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK;

3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan 

MK;

4) Penyempumaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.

12



BAB II

KEGIATAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan ftingsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus didasari atas lima nilai-nilai dasar 

profesi ASN yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemenuhan pertanggungjavvaban terhadap amanah 

yang diberikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntabilitas pada suatu organisasi akan 

berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme 

akuntabilitas organisasi, antara Iain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem 

akreditasi, dan sistem pengavvasan.Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam 

menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu:

a. Kepemimpinan

Pimpinan berpeian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel 

yang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang Iain {lead by example), 

menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang 

tinggi dalam melakukan pekerjaan.

b. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama 

yang lebih baik antara kelompok internal dan ekstemal, meningkatkan 

akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada 

pimpinan.
c. Integritas

Integritas individu pada institusinya akan memunculkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kepercayaan 

masyaralat {public trust) terhadap institusi tersebut.

d. Tanggungjawab

Tanggung javvab merupakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan 

yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan mebawa konsekuensinya,

e. Keadilan
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Keadilah hams ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga 

institusi mampu bekerja secara maksimal.
f. Kepercayaan

Lingkungan yang akLintabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hal-hal yang 

tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya 

akuntabilitas.
g. Keseimbangan

Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseimbangan 

antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas,
h. Kejelasan

Agar individu/kelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka hams ditetapkan 

tujuan dan hasil yang akan dicapai secarajelas terlebih dahulu.
i. Konsistensi

Suatu kebijakan hams dilaksanakan secara konsisten agar memiliki dainpak pada 

lingkungan kerja yang akuntabel.

2. Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan 

negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Secara lebih luas, nasionalisme dapat 
dikaitkan pula dengan Pancasila sehingga nasionalisme kemudian dimaknai sebagai:
a. Menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.
b. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan pribadi dan golongan.
c. Bangga dan tidak merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia.
d. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia.
e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi atas standar/nomia yang menentukan baik/buruk, 
benar/saiah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk niengaralikan 

kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan.Etika dapat 
bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan fonnal, 
keluarga, hati nurani, atau adat istiadat.Etika diekspresikan dalam bentuk \viraga 

(tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana.
Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dari:
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a. Berpegang teguh pada Pancasila.

b. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945.

c. Menjalankan tugas dengan profesional.

d. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian.

e. Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.

f. Menjunjung tinggi etika luhur.

g. Bertanggungjawab terhadap kinerja.

h. Mampu inelaksakan kebijakan pemerintah.

i. Memberikan layanan secara cepat, tepat dan santun.

j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas.

k. Menghargai komunikasi dan kerjasama.

l. Mengutamakan pencapaian hasil.

m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secaraa terintegrasi dengan 

unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar 

dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat 

kaitannya dengan:
a. Efektivitas
b. Efisiensi
c. Inovatif
d. Kreativitas

e. Produktivitas

Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu;

a. Komitmen bagi kepuasan masyarakat.

b. Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah.

c. Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya 

masyarakat tctap dapat merasakan kenyamanan publik.

d. Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, misalnya karena munculnya 

kebijakan baru.

e. Menggunakan inovatit dalam pengambilan keputusan.

f. Upaya perbaikan secara berkelanjutan.
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5. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah suatu perilaku yang menghindari dari segala perbuatan yang 

mengarahkan kepada korupsi,Sernentara korupsi merupakan sebuah tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disebut UU Tipikor) yang terwujud dalam tujuh perbuatan yang dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:
1) Kerugian Keuangan Negara
2) Suap-Menyuap
3) Penggelapan Dalam Jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan Curang
6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7) Gratifikasi

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah:
1) Disiplin
2) Peduli
3) Kerja keras
4) Adil
5) Mandiri
6) Tanggungjawab
7) Sederhana
8) Berani
9) Jujur

B. Rancangan Aktualisasi 

1. Analisa Kondisi
a. Kondisi Saat Ini {Existing Condition)

Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI telah banyak dilakukan 

pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Hingga tahun 2018, MK telah memutus 

sebanyak 248 putusan dari total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau
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sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK.

Pasal 10 ayat (I) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 

Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK 

merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. 

Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut 

dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk 

menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Namun 

deinikian, hingga saat ini kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan 

putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam 

bentuk tabel/matriks.

Penyajian data undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan 

secara rinci dalam bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun 

demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan 

Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian 

data putusan yang terintegrasi dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja 

yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.

b. Kondisi YangDiharapkan (A/ea/Co/ji/to-?)

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR 

PJ sebagai pembuat undang-undang melalui proses legislasi. Materi muatan yang 

hams dimuat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yaitu:

1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;

2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

3) Pengesahan perjanjian intemasional tertentu;

4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti 

perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. 

Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas memerlukan pasal/ayat yang telah
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diubah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk 

dibaca dan dipahami.

Produk legislasi DPR RI beaipa undang-undang organik saat ini telah 

dipublikasikan dalam JDIH secara cepat dan dapat diunduhdengan bebas. Idealnya, 

publikasi undang-undang yang telah dilakukan pembahan pasca putusan MK juga 

sehanisnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat 

dengan mudah.

Puspanlak UU yang fokus menangani penanganan perkara pemiohonan 

pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang 

terintegrasi dengan undang-undang organik dalam satu dokumen terkait pasai-pasal 

mana saja yang telah mengalami pembahan dan sudah tidak berlaku lagi. 

Diharapkan dengan dipublikasikannya pembahan undang-undang pasca putusan 

MK yang terintegrasi dalam satu dokumen, dapat membantu anggota DPR RI, 

pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta 

masyarakat luas dengan cepat mengetahui bagian mana saja dalam undang-undang 

yang telah mengalami perubahan.

c. Gap Analysis

Antara kondisi saat ini {existing condition) dan kondisi yang diharapkan 

{ideal condition) diatas terdapat ga/* atau jarak bempa:

1) Adanya kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang 

yang belum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan. adalah 

dengan membuat database undang-undang pasca putusan MK yang belum 

terintegrasi dengan undang-undang organiknya.

2) Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudah 

dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website 

DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik 

dengan hasil putusan MK yang belum terintegrasi dalam satu dokumen.

2. Penyebab

• Internal: Pengerjaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih 

manual melalui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan 

evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UU.
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• Eksternal: Beluni tcrintegrasinya produk Puspanlak UU dengan produk DPR R1 

dalam menindaklanjuti undang-undang yang diubah oleh piitusan MK 

menyebabkan penyajian dokumen undang-undang organik masih terpisah dengan 

basil putusan MX.

3. Manfaat

• Internal: Memudahkan anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan rancangan undang- 

undang dan kebijakan berbasis undang-undang.

• Eksternal: Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses undang-undang yang 

telah diubah akibat putusan MX sebagai dasar hukum yang berlaku di seluaih 

Indonesia.

4. Hasil/Output

Output yang akan dihasilkan dari rancangan ini adalah dokumen perpaduan 

undang-undang organik dengan putusan MX yang akan ditampilkan dalam website 

Puspanlak UU dan dapat diunduh secara bebas, dan akan terns diperbaharui setrap 

kali ada putusan MX yang mengubah isi undang-undang.

5. Identifikasi Isu

Permasalahan diatas diharapkan dapat menjawab pelayanan publik menjadi lebih 

efektif dan efisien dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut;

Strenizth

i:;-.

' ,L';.-
Ppporhinity

.. ..

. V; .'ll'-' '

* DPR RI memiiiki fungsi 
legislasi dalam membentuk dan 
mengubali undang-undang.

- Puspanlak UU menjadi pusat 
database putusan MK di DPR 
RI
Tersedianya website Puspanlak 
UU yang dapat diakses 
langsung oleh masyarakat.

iWeakhess^
• 4'; •' vt;

" •: >'/ ^

• Tidak adanya sarana pendiLkung 
berupa aplikasi yang dibuat khusus 
untuk memasukkan data putusan 
MK ke dalam undang-imdang.

• Tidak adaiiya undang-undang yang 
ditampilkan dalam JDIH dalam 
bentuk file word, sehingga 
membutuhkan usaha untuk 
konversi dokumen.

• Masyarakat membutuhkan data 
undcing-undang yang telah 
mengalami perubalian oleh 
putusan MK.

• Kesempatan memberikan 
pelayanan inforraasi yang 
terbam terkait undang-undang 
yang telali mengalami 
pembahan oleh putusan MK 
menjadi lebih efektif dan 
efisien.

wmiw

Tindak lanjut putusan MK menjadi 
undang-undang perubahan 
merupakan wilayah politik hukum 
DPR RI yang hingga kini belum 
ditindaklanjuti raelalui pengesahan 
undang-undang pembahan.



a. Isu yang ditetapkan

Dari paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihat isu yang harus segera 

ditangani yaitu belum optimalnya penyajiiin iindang-undang pasca piitusan 

MK yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan 

efisien.

b. Gagasan Pemecahan Isu

Dengan melihat kepada isu diatas, maka muncul gagasan untuk pemecahan isu 

tersebut adalah dengan cara mengolah dan nicnginput putusan MK ke dalam 

satu dokumen yang niemadukan antara iindang-undang organik dengan 

putusan MK dan pertimbangan hukumnya, dan juga menampilkan di 

website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR 

RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI serta masyarakat luas.

c. Target JangkaWaktu

1) Pendek

Dalam waktu 3 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputns 

MK pada tahun 2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan 

melalui website Puspanlak UU.

2) Menengah

Dalam waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputns 

MK pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

3) Panjang

Dalam waktu 1 tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

6. Rancangan Aktualisasi
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4.

Menginput data 
putusan MK 

kedalam dokumen 

baru per noinor UU

Menibuat daftar
dokumen UU yang 
telah diinput

1. Member! tanda 
pada pasal yang 

mengalami 
perubahan

2. Memasukkan 
amar putusan MK 

ke dalain catatan 
pasal yang 

diputus
3. Memasukkan 

pertimbangan 
hakim atas pasal 
yang diubah

Mempublikasikan

1. Mendata UU 
yang telah 
dilakukan input 
putusan MK

2. Mengurutkan UU 
yang telah diinput 
berdasarkan 
tahun putusan

2.

Dokumen UU 

yang telah diberi 
tanda pasal yang 

diubah oleh 

putusan MK 
Dokumen UU 
yang telah 
dimasukkan 
catatan amar 

putusan MK

1. Daftar dokumen 
UU yang telah 
diberi input 
putusan MK

2. Folder kumpulan 

UU yang telah 

diinput putusan 
MK

1. Koordinasi 1. Undangan

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu

rapat Akuntabilitas

undangan
Mevvujudkan kualitas 

pemberian dukungan 

keahlian kepada DPR 

RI dalam penanganan 

perkara pengujian 
undang-undang 
terhadap UUD Tahun 

1945 yang 

profesional, tepat 
waktu akuntabel, dan 

sesuai ketentuan 

peraturan perundang- 
undangan
Mewujudkan kualitas 
pemberian dukungan 

keahlian kepada DPR 

RI dalam penanganan 

perkara pengujian 

undang-undang 
terhadap UUD Tahun 
1945 yang 
profesional, tepat 
waktu akuntabel, dan 

sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan
I. Memperkuat

Profesional
Akuntabel

Transparan
Akuntabel

Andal
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dokumen yang telah 
diinput ke website 
Puspaniak UU

dengan TU untuk 

menjadwalkan 
rapat koordinasi 
dengan BDTI

2. Menyiapkan 
substansi rapat 
dan prosedur 
manual yang 
akan dirapatkan

3. Rapat koordinasi 
dengan BDTI 

untuk membuat 
halaman khusus 
di website lerkait 
penyajian UU 
yang telah 
dimasukkan 
putusan MK

4. Mengunggah 
dokumen yang 
telah diinput ke 
website 
Puspaniak UU

5. Memperbaharui 
dokumen UU 
secara berkala per 
bulan

koordinasi
2. Dokumen pointer 

materi rapat
3. Daftar Absensi 

rapat
4. Laporan Singkat 

hasil rapat
5. Unggahan 

dokumen di 
website Puspaniak 
UU

Nasionalisme 
Etika Publik 

Komitmen Mutu 
Anti Korupsi

kelembagaan 
Puspaniak UU 
sebagai unit
organisasi Badan 
Keahlian DPR RI 
dalam memberikan 
dukungan keahlian 
kepada DPR Rl 
dalam menjalankan 
fungsi pengawasan 
dan pemberian 

Keterangan DPR 
RI di persidangan 
Mahkamah 
Konstitusi yang 
profesional dan 
akuntabel.

2. Mewujudkan 
kualitas pemberian 
dukungan keahlian 
kepada DPR RI 
dalam penanganan 
perkara pengujian 
undang-undang 
terhadap UUD 
Tahun 1945 yang 
profesional, tepat 
waktu akuntabel.

Transparan
Akuntabel
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6. Melakukan 
sosialisasi terhadap 
publikasi dokumen 
secara internal

]. Koordinasi 
dengan TU untuk 
menjadwalkan 
rapat sosialisasi 
yang ditujukan 
kepada analis 
hukum

2. Menyiapkan 
substansi rapat 
sosialisasi dan 
prosedur manual 
yang akan 
dirapatkan

3. Koordinasi 
dengan TU 
terkait absensi 
rapat sosialisasi

4. Membuat laporan 
singkat
pembahasan rapat 
sosialisasi.

1. Undangan rapat 
sosialisasi

2. Dokumen 
pointer materi 
rapat sosialisasi

3. Daftar Absensi 
rapat sosialisasi

4. Laporan Singkat 
basil rapat 
sosialisasi

5. Unggahan 
dokumen di 
website 
Puspanlak UU

Akuntabilitas 
Nasionaiisme 
Etika Publik 

Komitmen Mutu 

Anti Korupsi

dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

sesuai

Memperkuat 
kelembagaan 
Puspanlak UU 
sebagai unit 
organisasi Badan 
Keahlian DPR RI 
dalam memberikan 
dukungan keahlian 
kepada DPR RI 
dalam menjalankan 
fungsi pengawasan 
dan pemberian 
Keterangan DPR RI 
di persidangan 
Mahkamah Konstitusi 
yang profesional dan 
akuntabel

Andal
Transparan
Akuntabel
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BAB III

CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara uinum berjalan sesuai dengan rencana yang 

SLidah disLisun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan 

sebuah inovasi baru dari saiah satu tugas pokok fungsi Anal is Hukum yaitu mengelola 

database Undang-lindang yang diubah dengan putusan MK. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait judul, lools 

dan pelaksanaan jadvval kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi 

di tapangan. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 1 

Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut;

No

I.

4.

5.

6.

7.

Nama Kegiatan

Mengumpulkan data 

putusan MK terkait 
pengujian lJU selama 
tahun 2018
Mengubah bentuk 
dokumen UU dari .pdf 

menjadi .doc
3. Menginput data 

putusan MK kedalam 

dokumen baru per 
nonior UU
Membuat daftar 
dokumen UU yang 

telah diinput
Mempublikasikan 
dokumen yang telah 

diinput ke website 

Puspanlak UU
Melakukan rapat 
koordinasi terhadap 

publikasi dokumen 

secara internal
Pembuatan
Aktualisasi

Laporan

Agustus September
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B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi

Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dcngan beberapa lahapan kcgialan, berikut 

uraian lengkapnya;

No ‘ JVama Kegiatan- v r -Waktu :-y ;: Tahapan Kegiatan ^ Keterangan

1.
Mengumpulkan data 

putusan MK terkait 
pengujian UU selama 

tahun 2018

Pekan 1
dan 4 Juni
2018

1. Menelusuri putusan MK 

selama 2018
2. Mengidentifikasi jenis putusan 

yang dihasilkan
3. Mendata amar putusan ke 

dalam satu dokumen

Terlaksana

2. Mengubah bentuk 

dokumen UU dari .pdf 

menjadi .doc

Pekan 4
Juni-Pekan
3 Mi 2018

1. Mengumpulkan UU organik 

terkait dari JDIH DPR
2. Mengkonversi file UU organik 

dari .pdf menjadi .doc 

menggunakan Adobe Acrobat 
DC

Terlaksana

Menginput data 

putusan MK kedalam 

dokumen baru per 
nomor UU

Pekan 2-4 
Mi 2018

1. Memberi tanda pada pasal yang 

mengaiami perubahan
2. Memasukkan amar putusan MK 

ke dalam catatan pasal yang 

diputus
3. Memasukkan pertimbangan 

hukum atas pasal yang diubah

Terlaksana

4. Membuat daftar 
dokumen UU yang 

telah diinput

Pekan 1-2 
Agustus 
2018

1. Mendata UU yang telah 

dilakukan input putusan MK
2. Mengurutkan UU yang telah 

diinput berdasarkan tahun 

putusan

Terlaksana

5. Mempublikasikan 

dokumen yang telah 

diinput ke website 

Puspanlak UU

Pekan 2 
Agustus- 
Pekan 1 
September 
2018

1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadwalkan rapat koordinasi 
dengan BDTI

2. Menyiapkan substansi rapat dan 

prosedur manual yang akan 

dirapatkan
3. Rapat koordinasi dengan BDTI 

untuk membuat halaman 

khusus di website terkait 
penyajian UU yang telah 

dimasukkan putusan MK
4. Mengunggah dokumen yang 

telah diinput ke website

Terlaksana
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Puspanlak UU
5. Memperbaharui dokumen UU 

secara berkala per bulan
6. Melakukan rapat

koordinasi terhadap 
publikasi dokumen 

secara internal

Pekan 2 
September 
2018

1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadwalkan rapat koordinasi 
yang ditiijukan kepada analis 

hukuin
2. Menyiapkan substansi rapat 

koordinasi dan prosedur manual 
yang akan dirapatkan

3. Koordinasi dengan TU terkait 
absensi rapat koordinasi

4. Membuat laporan singkat 
pembahasan rapat koordinasi.

Terlaksana

C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

KEGIATAN 1

Nama Kegiatan Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 

2018
Identifikasi Masalah Jumlah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri 

dari tidak diterima, ditoiak dan dikabulkan. Selama ini belum pernah 

dilakukan pembuatan matriks/tabel yang m.emilih jenis-jenis putusan 

yang berimplikasi pada materi muatan undang-undang mana saja yang 

sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuan Memilah jenis-jenis Putusan MK agar bisa diidentifikasi putusan mana 

saja yang tidak diterima, ditoiak dan dikabulkan, serta identifikasi 
undang-undang apa saja yang diputus.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme

Waktu Pekan 1 dan4 Juni 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018
2. Dokumen pemilahan dokumen Putusan MK yang dikabulkan 

seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018
3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Menelusuri Putusan MK selama 2018
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Mengumpulkan seluruh Putusan MK sepanjang tahun 2018 yang berkaitan clengan peiigujian 
undang-undang yang diakses dari
httDs:/7inkn.id/index.php?pa»e=web.Putusan&id^l&kat=l&menLR5

2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan
Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 terkumpul, kemudian diidentifikasi hanya Putusan 
MK yang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan ini.

3. Mendata amar putusan ke dalam satu dokiimen
Dari seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan 
Pokok Amar Putusan yang mendata pasal/ayat mana saja yang dinyatakan berlentangan atau 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya dari sumber primer 
yaitu website resmi Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id, Hal ini mencerminkan 
nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung Jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme 
dengan nilai dasar menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan 
golongan.

1. Akuntabilitas
Tanggung Jawab yaitu sumber yang dijadikan acuan adalah sumber yang terpercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang 
diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang 
terhadap UUD Tahun 1945. Transparaasi yaitu data putusan yang diambil merupakan data 
primer yang dikeluarkan secara resmi oleh IMK melalui website wivw.mkri.id. tidak ada 
putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut.

2. Nasionalisme
Banyak situs swasta lain yang menampilkan salinan Putusan MK, nainun data yang diambil 
langsung dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan 
menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara 
langsung dari laman resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan peaindang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat 
langsung UUD Tahun 1945, sehingga pengainbilan data akan lebih profesional Jika 
bersumber dari lembaga yang setara.

2. Transparan
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Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang menccrminkan 
transparansi data.

3. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang dapat diverifikasi 
langsung validitasnya.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resmi MK 
kesemiianya dilindungi dengan kode tertentu, sehingga dalam penyalinan judul perkara dan 
amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual.

Solusi

File Putusan MK yang dilindungi dengen kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara 
online melalui situs }yyL^v»3jajInlii'.conu kemudian disalin bagian pokok amar putusan yang 
menyatakan pasal/ayat tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan dari sumber primer.

KEGIATAN 2

Naina Kegiatan Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc

Identifikasi Masalah Meskipun undang-undang merupakan produk Icgislasi dari DPR RIS 
namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPR RI inempakan 
undang-undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sekretariat 
Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Paripuma 
DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan 
nomor undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negara, 
Sekretarian Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke 
DPR RI dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen hasil scan 
dalam bentuk .pdf. Hal ini menyebabkan undang-undang yang ada 
tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan input data 
Putusan MK.

Tujuan Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasal/ayat yang 
dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji matcri oleh 
MK.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu
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Waktu

Output/Hasil
Kegiatan

Pekan 4 Juni - Pekan 3 Jiili 2018

1. Folder kumpulan undang-undang organik terkait
2. Dokumen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mengumpuikan UU organik terkait dari JDIH DPR
Dari data Putiisan MK tahun 2018 dapat diketahui undang-undang apa saja yang telah 

dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersebut diunduh dari JDIH DPR RI 
di laman htti)://di)r.go.id/idih/uu.

2. Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC 

Dokumen undang-undang organik di JDIH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk 

melakukan input data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format .doc. Dari rencana 

hanya menggunakan aplikasi yang gratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran bam, 
dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC setelah berkoordinasi dengan 

BDTI.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI dengan format .pdf menjadi 
.doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat basil yang lebih baik. Hal ini 
mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparansi dan integritas, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan.

1. Akuntabilitas
Transparansi yaitu dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI yang diambil merupakan 

produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Integritas yaitu meskipun 

dokumen di JDIH DPR RI merupakan salinan dari Sekretariat Negara, namun sebagai 
lembaga pembentuk undang-undang maka dokumen yang diambil tetap dari JDIH DPR RI 

untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang- 
undang.

2. Komitmen Mutu
Komitmen mulu untuk menjaga basil konversi tetap seperti aslinya menggunakan aplikasi 
premium Adobe Acrobat DC. Pada avvalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan 

menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran bam, tetapi setelah 

berkoordinasi dengan BDTI diberikan aplikasi premium yang dapat terns digunakan secara 

berkelanjutan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Orgamsasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasi konversi 
premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premium 
dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalam menetapkan aturan anti pembajakan dan 
menerapkannya dalam kegiatan internal.

2. Akuntabe!
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat 
undang-Lindang.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah dalam meminta aplikasi premium ke BDTI membutuhkan waktu 
karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah 
beberapa hari terdapat gangguan dari antivirus yang terpasang sehingga harus menunggu waktu 
lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTI.

Solusi

Aplikasi Nitro Pro yang tidak bisa mengkonversi file yang terlindungi kode diganti dengan 
aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu melakukan uninstall antivirus 
yang telah terpasang.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan dari laman resmi DPR RI sebagai 
pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terns 
menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas.

KEGIATAN 3

Nama Kegiatan Menginput data Putusan MK ke dalam doktimen baru per nomor 
undang-undang.

Identifikasi Masalah Perubahan atas undang-undang yang pasal/ayatnya dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR 
RI.

Tujuan Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada umumnya dan 
masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalam 
undang-undang telah dinyakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat 
dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
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Nilai Dasar

Waktu

Output/Hasil
Kegiatan

Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Pekan 2 Juli - Pekan 4 Juli 2018

1. Dokumen undang-undang yang telah diberi tanda pasal yang diubah 
oleh Putusan MK.

2. Dokumen undang-undang yang telah dimasukkan catatan amar 
Putusan MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Member! tanda pada pasal/ayat yang mengalami perubahan pasca Putusan MK
Dari data Pokok Amar Putusan kemudian dimasukkan ke dalam pasal/ayat undang-undang 
yang telah dikonversi sebelumnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan warna hitam pada 
bagian seluruh isi pasal/ayat dan vvama merah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

2. Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal/ayat yang diputus
Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatakan kaki yang berisi pokok amar putusan dan 
kelerangan bahwa putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang 
tersebut atau belum ditindaklanjuti.

3. Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah
Sebagai lampiran dokumen, pertimbangan hukum Majelis Hakim MK atas pasal/ayat yang 
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ditampilkan dengan harapan dapat 
memberi informasi hukum yang iengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu 
dokumen dikonversi menggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditambahkan password agar 
tidak bisa disaiin.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor undang-undang, 
dilakukan dengan menginput pokok amar putusan tahun 2018 dan putusan tahuii-tahun 
sebelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. Hal ini mencerminkan nilai 
Akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar 
pernberian layanan yang cepat dan tepat.

1. Akuntabilitas
Tanggung Jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (I) huruf d UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan 
yang harus diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah 
Konstitusi.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk memberikan kebutuhan informasi hukum atas pasal/ayat yang 
dibataikan melalui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan 
tepat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi
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Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, memasukkan Putusan MK beserta 
pertimbangan hukumnya ke dalam undang-undang organiknya mencerminkan kualitas dalam 
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat vvaktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara hams profesional dalam memberikan informasi hukum 
atas adanya perubahan dalam undang-undang yang dibuat.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat 
undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun 
1945.

Kendala Dalam Aktualisasi

Arahan atasan untuk mengubah:

1. Judul diubah menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi”.

2. Penggunaan kata “pertimbangan hakim” pada lampiran dokumen diubah menjadi 
“pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.

Solusi

Mengubah Judul menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi” dan pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan 
hukum Mahkamah Konstitusi”.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang lerjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah masyarakat 
masih menggunakan undang-undang yang masih asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan 
dalam mengambil dasar hukum.

KEGIATAN 4

Nama Kegiatan Membuat daftar dokumen undang-undang yang telah di input Putusan 
MK

Identifikasi Masalah Belum dilakukan inventaris atas undang-undang yang telah di input 
Putusan MK

Tujuan Untuk mendata jumlah undang-undang yang telah di input Putusan 
MK dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun 
putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron 
dengan data laporan.
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Sasaran

Nilai Dasar

Waktu

Output/Hasil
Kegiatan

Puspanlak (JU Bagian Penanganan Perkara MK

Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Pekan 1 - Pekan 2 Agustiis 2018

1. Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi input Putusan 
MK.

2. Folder kumpulan undang-undang yang telah diberi input Putusan 
MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mendata undang-undang yang telah dilakukan input Putusan MK 

Dokumen-dokumen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam format .pdf dengan 
kriteria tertentu, kemudian dicatat nomor dan tahun undang-undangnya.

2. Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan input berdasarkan tahun putusan 
Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasai/ayat dalam 7 undang-undang yaitii:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Leinbaga Penjamin Simpanan
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dpevvan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mendata undang-undang yang telah dilakukan input Putusan MK, dilakukan dengan 
invcntaris nomor Putusan MK dan nomor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan 
laporan. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar komitmen bagi kepuasan masyarakat.

1. Akuntabilitas
Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat 
laporan yang akuntabel.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk 
menciptakan kepuasan masyarakat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah 
dilakukan input Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah;
1. Transparan

DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data yang ada dengan 
laporan yang disampaikan.

2. Akuntabel
Laporan yang disampaikan dapat diperlanggungjawabkan dengan dukungan data yang 
disajikan.

Kendala Dalam Aktualisasi

Tidak ada Kendala

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya 
kepuasan masyarakat akibat kesalahan dalam penyampaian laporan karena memuat data yang 
tidak lengkap.

KEGLVTAN 5

Nama Kegiatan Mempublikasikan dokumen yang telah di input ke website Puspanlak 
UU

Identifikasi Masalah Belum ada rumah dalam website Puspanlak UU sehingga kegiatan 
publikasi tertunda sampai dibuatnya apUkasi untuk memasukkan 
dokumen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK.

Tujuan Agar dokumen dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Sasaran Anggota DPR RI, pegavvai di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl, 
masyarakat umum.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti 
Korupsi.

Wakru Pekan 2 Agustus - Pekan 1 September 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer materi rapat
3. Daftar Absensi rapat
4. Laporan Singkat hasil rapat
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadvvalkan rapat koordinasi dengan BDTI. 
Koordinasi untuk membuat jadvval penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan 
kepada BDTI.

2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan.
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Mcmbuat dokumen yang berisi detail permintaan pembuatan rumah dan aplikasi dan 

berbagai spesitikasinya untuk mempublikasikan dokumen yang telah dibuat di website 

Puspanlak UU.
Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halainan khusus di website terkait penyajian 

UU yang telah dimasukkan putusan MK.
Menyampaikan bentuk dan spesitlkasi sub tab dalam website Puspanlak UU dan aplikasi 
dalam Portal Setjen DPR.

4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU.
Mengunggah halaman judul {cover), dokumen utuh dalam file publik agar bisa diakses 

bebas, dan menambah nama penuiis dalam aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan 

tampil dala website Puspanlak UU.
5. Memperbaharui dokumen UU secara berkala per bulan.

Terdapat putusan-putusan MK baru yang harus diperbaharui dalam undang-undang terkait.
Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan bantuan dari 

BDTT sebagai pengeloia website DPR RI. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan 

nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela 

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar 

menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya 

perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin.

1. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan BDTI agar 
penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.

2. Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan ini dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke luar kota 

dengan mengorbankan waktu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu.
3. Etika Publik

Pengerjaan yang melibatkan bidang lain membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda 

karena sifat perbantuan kegiatan aktualisasi ini adalah diluar tugas utama BDTI Pemah 

terdapat masalah dalam aplikasi, sehingga secara sopan rneminta untuk diperbaiki dan 

diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BDTI.
4. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu dengan selalu memperbaiki aplikasi dan rumah situs yang tidak sesuai agar 

dapat menyesuaikan dengan kebutuhan informasi hukum.
5. Anti Korupsi

Disiplin dengan Jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepat waktu.
Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokumen yang telah 

di input ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam 

memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah;
1. Transparan

Setjen dan BK DPR R[ sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data 
secara lengkap.

2. Akuntabel
Dokumen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang 
disajikan secara lengkap.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal dalam menghapus dan memperbaharui dokumen.
Solusi

Selalu menjalin komunikasi dengan BDTI setiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat
tertangani.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kualitas 
publikasi yang tidak optimal dan pengerjaan yang tidak sesuai target waktu.

KEGIATAN 6

Nama Kegiatan Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara 
internal

Identifikasi Masalah Kegiatan ini merupakan inovasi dari sesuatu yang baru sehingga 
dibuutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukum di Puspanlak UU

Tujuan Agar dapat berkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU

Sasaran Internal Analis Hukum di Puspanlak UU.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti 
Korupsi.

Waktu Pekan 3 September 2018, tanggal 12 September 2018.

Output/Hasil
Kegiatan

1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer mated rapat koordinasi
3. Daftar Absensi rapat koordinasi
4. Laporan Singkat hasil rapat koordinasi
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan
kepada analis bukum Puspanlak ULT.
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan 
kepada analis hukum Puspanlak UU.
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2. Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan.

Membuat dokumen yang berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak UU dan tahapan 

akses di Portal Setjen DPR untuk mempubJikasikan dokumen.

3. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi.

Meminta daftar nama analis hukum Puspanlak UU untuk dibuat label absensi rapat 

koordinasi.
4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi

Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala 

Puspanlak UU.
Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya melalui Portal 

Setjen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan seluruh analis hukum Puspanlak UU. 

Hal ini menceuninkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme 

dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepenlingan bangsa dan negara, 

nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan ke/jasama, nilai Komitmen

Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Koriipsi dengan 

nilai dasar berani.

1. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan analis 

hukum lain agar penyampaian berlangsung dua arah lanpa ada yang terlewat.
2. Nasionalisme

Dalam pengerjaan kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama 

sebagai program Puspanlak UU.
3. Etika Publik

Dalam membuat undangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian TU, dan 

mengirimkan undangan sebagai bagian etika organisasi.
4. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu dengan menjaga kualitas secara bersama-sama dengan inenjelaskan tahap 

demi tahap secara detail.
5. Berani

Berani dalam menyiapkan kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR R[, melakukan rapat koordinasi yang 

memperkenalkan kegiatan ini sebagai program baru Puspanlak UU mencerminkan penguatan 

lembaga Puspanlak UU dalam memberikan dukungan t'ungsi pengawasan kepada DPR RI, dan 

memberikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD

Tahun 1945 yang profesional, tepat ’.vaktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah;
1. Andal

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja
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Setjen dan BK DPR RI.
2. Transparan

Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam inenyajikan data 
secara lengkap.

3. Akuntabel
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar data yang 
disajikan dapat semakin lengkap.

Kendala Dalam Akiualisasi

Kendala yang dihadapi adaiah arahan atasan untuk mengganti nama ;‘rapat sosialisasi'’ menjadi 
“rapat koordinasi”, serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi 
mundur.

Solusi

Mengganti agenda “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, dan memundurkan jadwal 
pada waktu yang lebih memungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak 
UU.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakiikan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adaiah tidak 
berjalannya kegiatan ini sebagai program bersaraa Puspanlak UU dan kualitas produk yang 
dihasilkan menjadi tidak optimal.
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BAB VI 
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing tahapan 

kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal I Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan ini 

menghasilkan output berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan 

Putusan MK yang dilakukan input dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan 

dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesiiai perencanaan, hanya beberapa hal 

yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan 

terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

B. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK, 

sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka 

disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian dan 

pencarian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dari pengerjaan yang manual, sebaiknya 

mulai dibangun sistem aplikasi sehingga proses input data mudah dilakukan setiap kali ada 

Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditambahkan mesin penghitung 

sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oieh pengguna untuk dapat 

melihat efektivitas kegiatan ini.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program vang telah 

dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan 

pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan 

publik yang profesional.
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ISSUE
Belumoptimalnya penyajian UU pasca Putusan MKyang 
menyebabkan pelayanan publikmenjadi kurang efektif 
dan efisien

Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1 
dokumen yang memadukan antara UU organik dengan 
Putusan MK, dan juga menampilkan di website Puspanlak 
UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR RI, 
pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta 
masyarakat luas.

WAKTU PELAKSANAAN

Putuian MK tahun 2018 
di website Puspanlak UU

Putusan MK tahun2004- 
2018 di website Puspanlak 
UU

Permanen6 Bulan

1 Tahun3 Bulan

Putusan MK tahun 2010-2018 di 
website Puspanlak UU
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OUTPUT KEGIATAN 1
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OUTPUT KEGIATAN 2
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OUTPUT KEGIATAN 3
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OUTPUT KEGIATAN 4
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OUTPUT KEGIATAN 6
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data putusan dokumen yang telah
MKkedalam ditnputke website I
dokumen Puspanlak UU j
hamper ■ ........................... ' ■

nomorUU

7. Pembuatan
Lapoian
AktuallsasI

TIMELINE'
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9/24/2018

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dl • Secani umum 6 keglatan yang 
dilaksanakan seiaktanggal 1 |uni-12 
September2018 semua TERLAKSANA.

• Output berupa produk digital 
pasal/ayat undang-undang yang 
dibatalkan Putusan MKyang dilakukan 
input dokumen melalui aplikasi di 
Portal Setjen DPR R1 dan dapatdiakses 
dandiunduh secara bebas di website 
www.puspanlakuu.dpr.go.id.

' Penyesuaian jadwal kegiatan dan 
beberapa penggunaan nomenklatur.

Saran

D2 v' Dibentuk kelompok kerja 
jika ditetapkan menjadi 
program Puspanlak UU.

■^Pembangunan sistem 
aplikasi untuk memudahkan 
input data setiap ada 
Putusan MKbaru.

•^Penambahan mesin 
penghitung unduhan sebagai 
pelengkap data, untuk 
melihat efekUvitas kegiatan 
ini.

m

HATUR NUHUN
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Reza Azhari, S.R, LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantaiian Pelaksanaan Undang-Undang 

Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Menelusuri putusan MK 

selama 2018
2. Mengidentifikasi jenis 

putusan yang dihasilkan
3. Mendata amar putusan ke 

dalam satu dokumen

Catatan Mentor

v/

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Folder kumpulan Putusan 

MK tahun 2108
2. Pemilahan dokumen Putusan 

MK yang dikabulkan 
seluruhnya atau tafsiran 

bersyarat tahun 2018
3. Dokumen berisi amar 

putusan tahun 2018
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan:
Akuntabilitas
Nasionalisme
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas

Tanggal/ 
Paraf Mentor

1

jt



pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 
Tahun 1945 yang profesional, 
tepat vvaktu akuntabel, dan 
sesuai ketentuan peraturan 
periindang-Lindangan
Penguatan Nilai Organisasi:
Profesional
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja 
Jabatan
ISLI

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
I988071820I8012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undana 

Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melakii perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dari .pdf Menjadi .doc

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Mengumpuikan UU organik 

terkait dari JDIH DPR
2. Mengkonversi file UU 

organic dari .pdf menjadi 
.doc menggunakan Nitro Pro

Catatan Mentor

acrttct

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Folder kumpulan UU 

organik terkait
2. Dokumen UU organik terkait 

dalam bentuk .doc
Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR R[ dalam 

penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD

Tanggal/ 
Paraf Mentor

71 luav lci8
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NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat vvaktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi: 
Profesional
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isii

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjiiti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan III: Menginput Data Putusan MK ke clalam Dokumen Baru Per Nomor UU

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Memberi tanda pada pasal 

yang mengalami perubahan
2. Memasukkan amar putusan 

MK ke dalam catatan pasal 
yang diputus

3. Memasukkan pertimbangan 
hakim atas pasal yang diubah

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:

1. Dokumen UU yang telah 
diberi tanda pasal yang diubah 
oleh putusan MK

2. Dokumen UU yang telah 
dimasukkan catatan amar 
putusan MK

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas

Catatan Mentor

Uca'C'XVN

Wv'c'n

Tanggal/ 
Paraf Mentor



pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI daiam 

penanganan perkara pengujian 

undang-Lindang terhadap UUD 

NRITahun 1945 yang 
profesional, tepatvvaktu 

akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilal Organisasi:
Profesional
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama ; Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP ; 198807182018012001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Hukum
Isu : Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan : Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan IV; Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah Diinput

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Mendata UU yang telah 

dilakukan input putusan MK
2. Mengurutkan UU yang telah 

diinput berdasarkan tahun 
putusan

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Daftar dokumen UU yang 

telah diberi input putusan 
MK

2. Folder kumpulan UU yang 
telah diinput putusan MK

Catalan Mentor

n/

Tanggal/ 
Paraf Mentor

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas 

pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian



undang-undang terhadap UUD 

NRITahun 1945 yang 

profesional, tepat vvaktu 

akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi: 
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASl MENTOR

Nama Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP I988071820I8012001
Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan Analis Hukum
Isu Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan : Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadwalkan rapat 
koordinasi dengan BDTI

2. Menyiapkansubstansi rapat 
dan prosedur manual yang 

akan dirapatkan
3. Rapat koordinasi dengan 

BDTI untuk membuat 
halaman khusus di website 

terkait penyajian UU yang 

telah dimasukkan putusan 
MK

4. Mengunggah dokumen yang 

telah diinput ke website 
Puspanlak UU

5. Memperbaharui dokumen 

UU secara berkala per bulan

Catalan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu:
1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer mated rapat
3. Daftar Absensi rapat

\C Tcia
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4. Laporan Singkat hasil rapat
5. Unggahan dokumen di 

website Puspanlak UU
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan;
Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 

Komitmen Mutu 
Anti Korupsi
Kontribusi terhadapTusi 
Organisasi:
1. Memperkuat kelembagaan 

Puspanlak UU sebagai unit 
organisasi Badan Keahlian 

DPR RI dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada 

DPR RI dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan 

pemberian Keterangan DPR 

RI di persidangan Mahkamah 

Konstitusi yang profesional 
dan akuntabel.

2.Mevvujudkan kualitas 

pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD 

NRITahun 1945 yang 

profesional, tepat vvaktu 
akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan 

perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi:
Andal
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
1988071820I801200I
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 

menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitallsasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 

putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Dokumen Secara Internal

Penyelesalan Kegiatan

Tahapan Kegiatan;
1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadwalkan rapat 
sosialisasi yang ditujukan 

kepada analis hukum
2. Menyiapkan substansi rapat 

sosialisasi dan prosedur 
manual yang akan dirapatkan

3. Koordinasi dengan TU 

terkait absensi rapat 
sosialisasi

4. Membuat laporan singkat 
pembahasan rapat sosialisasi.

Catatan Mentor

divihc.'- rrer\\cA‘

Tanggal/ 
Paraf Mentor

\*i

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Undangan rapat sosialisasi
2. Dokumen pointer materi 

rapat sosialisasi
3. Daftar Absensi rapat 

sosialisasi
4. Laporan Singkat hasil rapat 

sosialisasi
5. Unggahan dokumen di 

website Puspanlak UU



Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabiiitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Komitmen Mutu 
Anti Korupsi
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Memperkiiat kelembagaan 
Puspanlak UU sebagai unit 
organisasi Badan Keahlian DPR 
RI dalam memberikan dukungan 
keahlian kepada DPR RI dalam 
menjalankan fungsi pengawasan 
dan pemberian Keterangan DPR 
RI di persidangan Mahkamah 
Konstitusi yang profesional dan 
akuntabel
Penguatan Nilai Organisasi:
Andal
Transparan
Akuntabel



Keuiatan 1: Tahanun 1

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAHUN 2018

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Amar Putusan Status

1. ■44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

2. 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak)

3. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Tidak 
Dapat Diterimal

4. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Tidak 
Dapat Diterima')

5. 73/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 
ayat (2] huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima)

6. 72/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

7. 71/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

11 h a 1 a m a n



8. 70/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

9. 67/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

10. 62/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

11. 60/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
sepanjangberkenaan dengan Pasal 173 
ayat (2] huruf e Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

12. 59/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

13. 75/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

14. 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana] terhadap Undang- UUD Tahun 
1945

Menolak Permohonan Pemohon untuk 
seluruhn3'^a.

Menolak
Seluruhnya

15. 28/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana] terhadap UUD Tahun 1945

1. Pokok permohonan Pemohon 
sepanjangberkenaan dengan Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana] tidak

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

2 1 h a 1 a m a n



dapat diterima; 2.MenoIak 
permohonan para Pemohon untuk 
selain dan selebihnya

16. 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945

1. Menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 
ayat (1] huruf i Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon 
untuk selain dan selebihnya

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

17. 98/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak Permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

18. 36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon Menolak
Seluruhnya

19. 37/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

20. 40/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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21. 5/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Tahun 
1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

22. 95/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

23. 96/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

24. lOO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan tprhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Tidak Dapat 
Diterima

25. lOl/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

26. 8/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

27. 74/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

28. 91/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun

Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak - 
Seluruhnya'
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1945 seluruhnya

29. 7/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentaiig Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

30. 9/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan penarikan 
kembali permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

31. ll/PUU-XVI/2018 Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut 
Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, 
dan 09 di Bidang Wans Sebagai Undang-Undang Bagi 
Para Pihak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Mahkamah Konstitusi 
tidakberwenang mengadili 
permohonan para Pemohon

Tidak Berwenang

32. 90/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

33. 46/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

5 I h a 1 a m a n



Tahun 1945
34. 92/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

35. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

36. 6/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

6 j h a 1 a m a n



37.

38.

76/PUU-XV/2017

87/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 
Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya.

Menolak
Seluruhnya

39. lO/PUU-XVl/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

40. lO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak)

7 I h a 1 a m a n
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41. 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diiibah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuksebagian

Mengabulkan. 
Sebagian [Ditolak]

42. 88/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu 
Lintas jalan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

43. 99/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

44. 20/PUU-XVi/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

45. 77/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

46. 84/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

8 I h a I a m a n
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap 
UUDTahun 1945

47. 102/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Akses Informasi Keuangan Untuk 
Kepcntingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

48. 3/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

49. 32/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap 
UUDTahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

50. 57/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUDTahun 1945

Menyatakan Pokok permohonan 
Pemohon sepanjang berkenaan dengan 
Pasal 59 ayat (2] Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
diterima

Menolak Sebagian 
[Tidak Dapat 

Diterima)

51. 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon

Mengabulkan
Seluruhnya

9 I h a 1 a in a n



52. 4/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Selurulinya

53. 19/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

54. 33/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

55. 78/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadiian Pajak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

56. 97/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

57. 6/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

58. 12/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

59. 43/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan .Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

60. 44/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali

10 j h a 1 a m a n



tentangjasa Konstruksi terhadap UUD Tahun 1945 permohonan para Pemohon

61. 36/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

bl. 40/PUU“XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

63. 41/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untukseluruhnya

Menolak
Seluruhnya

64. 42/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

6S. 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

67. 17/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

68. 18/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral^at, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

111 h a 1 a m a n
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Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945
69. 21/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Ral^yat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

70. 25/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Devv^an Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

71. 26/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

72. 28/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral<yat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Ralcyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

73. 27/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik 
Belanda terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

74. 37/PUU-XVI/2018 Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3], Pasal 
122 huruf 1 serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

12 I h a 1 a m a n



Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Psrmusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral^yat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Ral^yat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

75. 56/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor l/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- 
Undang terhadap UUD Tahun 1945

Menolakpermohonan para Pemohon 
untukseluruhnya

Menolak
Seluruhnya

76. l/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan ^Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

77. 46/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon Menolak
Seluruhnya

78. 57/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD

Menyatakan permohonan Pemohon 
gugur

Gugur

13 I h a I a m a n



Talum 1945
79. 30/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemiiihan Umum terhadap UUD Tahun 1945
Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

80. 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemiiihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak)

81. 34/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

1. Menyatakan permohonan para 
Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 
ayat [3], ayat [4], ayat [5}, ayat [6);
Pasal 122 huruf 1; dan Pasal 245 ayat 
[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang NomoY 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Raltyat 
Daerah tidak dapat diterima.
2. MenoIak permohonan para Pemohon 
untuk selain dan selebihnya

Menolak Sebagian 
[Tidak Dapat 

Diterima)

82. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemiiihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak 
Dapat Diterima)

83. 39/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

14 I h a I a m a n



DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

Kcgiatan 1: Tahanan 2

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Amar Putusan Status

1. 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

2. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Tidak Dapat 

Diterimal
3. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945
Mengabulkan Permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Tidak Dapat 

Diterimal
4. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

5. lO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak]

6. 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak]

1 I h a 1 a m a n



2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Noraor 5 Tahun 2008 
tenl:ang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

7. 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon

Mengabulkan
Seluruhnya

8. 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

9. l/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

10. 30/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

11. 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak]

12. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak Dapat 

Diterima]

2 I h a 1 a m a n



Kcgiatan 1; Talianan 3

DATA AMAR PUTUSAN MK DIKABULKL4N TAHUN 2018

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Pokok Amar Putusan Status

1. 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

1. Menyatakah Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 
ayat [1] UU Pemilihan Umum bertentangan dengan 
UUD ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

2. Menyatakan Pasal 173 ayat [3] UU Peniilihan Umum 
bertentangan dengan UUD NRl Tahun i945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak]

2. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 557 ayat (2] UU Pemilihan Umum yang 
berbunyi "Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh 
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] wajib mendasarkan 
dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang- 
Undang ini" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
[Tidak Dapat Diterima]

3. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomior 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang 
berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. 
Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1], ayat [2], serta ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
(Tidak Dapat Diterima]

4. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana

Mengabulkan
Seluruhnya
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Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 
terhadap UUD Tahun 1945

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang yang sedang dilakukan 
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang- 
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut 
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang 
mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekiiatan 
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang 
dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai 
ada putusan Mahkamah Konstitusi".

lO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran dan 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 14 ayat [1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang 
menyatakan, ‘'Jumlah anggota Konsil Kedokteran 
Indonesia 17 (tujuh belas] orang yang terdiri atas unsur- 
unsur yangberasal dari: [a] organisasi profesi kedokteran 
2 (dua) orang...", bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur 
"organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai 
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak)

63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" j Mengabulkan Sebagian
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Menjadi Undang- 
Undang terhadap UUD Tahun 
1945

dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan 
dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan 
bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban 
warga negara.

(Ditolak)

68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

Mengabulkan
Seluruhnya

16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Mengabulkan Sebagian 
______ (Ditolak)______
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Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwaldlan Rakyat 
Daerah terhadap UUD Tahun 
1945

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Ral^yat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;

2. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Ral<yat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

3. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan 
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya 
tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1] Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai dalam konteks semata-mata

'£i;
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Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan Menjadi 
Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap 
aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 
46 ayat (5] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.

10. 30/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
.Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Frasa "pekerjaan Iain" dalam Pasal 182 huruf I Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai mencakup pula pengurus [fungsionaris] 
partai politik;

Mengabulkan
Seluruhnya

11. 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

1. Frasa "3 (tiga] atau 5 [lima) orang" dalam Pasal 10 ayat 
[1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 [lima) 
orang":

2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 44 ayat [1) huruf b dan Pasal 44 ayat [2) huruf b 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak)
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Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “3 (tiga) orang" dalani Pasal 52 ayat (Ij Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyaratsepanjang tidak dimaknai "5 [lima] orang";

5. Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat [2] Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
•tidak dimaknai "hari kerja".

12. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Pasal 10 ayat [3] sepanjang frasa "dan jumlah anggota 
KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian 
tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Mengabulkan Sebagian 
[Tidak Dapat Diterima]
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Kegiatan 3: Tahapan 1

UNDANG-UNDANC REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2TAHUN Z018 

TENTANC

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang: a. bahwa dalam rangka mevvujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang diplmpin oleh htkmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakllan, dlperlukan lembaga perwakllan rakyat 
yang mampu menyerap dan memperjuangkan asplrasl rakyat untuk 
mewujudkan tujuan naslonal demi kepentingan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republlk Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakllan rakyat, dan lembaga perwakllan. daerah sebagalmana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menata7 Majelts . Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah. dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah tldak sesual dengan dinamlka dan perkembangan hukum 
dalam masyarakat sehlngga perlu dlubah:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, periu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANU 
BADAN KEAHLIAN DPR KI

Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan 
Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah.

Mengtngat; a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasa! 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan
Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaraii 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5568) sebagalmana telah 
dlubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan

- Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 

;,f;' Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor5650);

\ j; ••,
• V.L'-

- U '■;

Menetapkan;

1206

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: c-
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- 
UNDANG,' NOMOR ' 17 TAHUN --2014 -'^'TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN ‘RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5568) 
sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeiis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Kakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) dlubah
sebagai berikut:

1. Pasat 73 dlubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 73
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. berhak memanggll setiap 

orang secara tertulls untuk hadlr dalam rapat DPR

(2) Setiap orang wajlb memenuhi panggilan DPR sebagalmana dimaksud pada ayat 
(!)■

(3) Dalam hai setiap orang sebagahnana dimaksud pada ayat f2) tldak hadlr 
setelah dipanggH 3 (tiga) kali berturut-lurut tanpa alasan yang patut dan 
sah, DPR berhak niclakukan panggilan paksa dengan menggunakan 
Kepollsian Negara Republik Indonesia.

C4) Panggilan paksa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulls kepada Kepala 
Kepolislan Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan 
alasan pemanggllan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang 
dipanggil paksa;
Kepollsian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan 
sebagalmana dimaksud pada huriil a; dan
Kepala Kepollsian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala 
Kepolislan Daerah dl tempat domlsill setiap orangyang dipanggil paksa 
untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagalmana dimaksud 
pada ayat(l),

(5) Dalam hat menjalankan panggilan paksa sebagalmana dimaksud pada ayat 
(4), Kepollsian Negara Republik Indonesia dapat nienyandera setiap orang 
untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan leblh lanjut inengenai pemanggilaii paksa sebagalmana dimaksud 
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diatur dengan Peraturan Kepoiisian Negara Republik Indonesia."1

a.

b.

c.

' TandaPasal/Ayacyangdibatalkiiii melalui Putus.in MK

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAIILIAN DPR R1

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah
Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap. perilaku, dan tindakan ansnota 

DPR;
c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan slstem 

pendukung DPR yang berkaltan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
d. melakukan pemantapan nllai dan norma yang terkandung dalam Pancasiia, 

peraturan'perundang-undangan. dan Kode Etlk;
e. melakukan penyelldlkan perkara pelanggaran Kode Etik;
f. melakukan penyelldlkan perkara pelanggaran Kode Etik slstem pendukung yang 

berkaltan dengan pelanggaran Kode Etik yang dllakiikan slstem pendukung DPR;
g. memeriksa dan mengadlll perkara pelanggaran Kode Etik;
h. memeriksa dan mengadlll perkara pelanggaran Kode Etik slstem pendukung yang 

berkaltan dengan Pelanggaran Kode Etik slstem pendukung DPR. terkecuali sistem 
penduTtung Pegawai Negeri Sipil;

1. menyelenggarakan admlnistrasl perkara pelanggaran Kode Etik;
). melakukan peninjauan kemball terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
l. mengambll langkah hiikum dan/atau langkali lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang/jatati badan hukum yang merendahkan 
kehormatan DPR dan anggota DPR;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenal kode etik dan tata beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat.kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesual dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampaikan kepada badan/panltla yang menyelenggarakan urusan 
rumah tangga DPR."

2 Tamta Pasal/Ayatyangdibatalkaii inelatiii Pticusan MK
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3. Pasal 245diubah sehin^ga berbiinyi sebngai bsrikut:

"Pasal24S
(1) Pemanggilan dan permintnan ketcrangan kcpada anggota DPR schubungan 

dengan tcrjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagainiana diniaksud dalam Pasal 224 harus 
mendapatkan persetujimn tertulis dart Presklen3 setelah niendapat 
pertimbungandari Malikainah Kchoniiatan Dewan.4

[2) Persetujuan tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak bertaku apabila 
anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mad atau’ pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan buktl permutaan 
yang cukup; atau

a disangka melakukan tindak pidana khusus." .. .

(dan seterusnyaj 

Pasai II
Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 'f i

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang Ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dlundangkan Dl Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNAH. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

3 Tanda Pasal/AyaCyangdibatalkiin melalui Putusan MK 
1 Tanda Pasal/Ayatyangdlbatalkan mcialul Putusan MK
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Kcgiatan 3: Tahapan 2 1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang dlpimpin oleh hlkmat kebljaksanaah dalam 

• permusyawaratan/perwakilan, dlperlukan lembaga perwakllan rakyat 
yang mampu menyerap dan niemperjuangkan asplrasl rakyat untuk 
mewujudkan tujuan nasionai dem! kepentingan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republlk Indonesia:

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakllan rakyat. dan lembaga perwakllan daerah sebagalmana 
dimaksud dalam huruf a. perlu menata Majells Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah tldak sesual dengan dinamlka dan perkembangan hukum 
dalam masyarakatsehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

"Pasal 73
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setlap 

orang secara tertulls untuk hadir dalam rapatDPR

(2) Setlap orang wajib memenuhl panggilan DPR sebagalmana dimaksud pada ayat 
(1).

(3) Dalam hal setlap orang sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 
setelah di|>anggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan 
sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan inenggiinakan 
Kcpolisian Negara Uepublik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. Plmpinan DPR mengajukan pennintaan secara tertulls kepada Kepala 
Kcpolisian Negara Republlk Indonesia paling sedikit memuat dasar dan 
alasan penianggilan paksa serta nama dan alamat setlap orang yang 
dipanggil paksa;

b. KepoMsian Negara Republik Indonesia wajib nieniemiltl pennintaan 
sebagaimana dimaksud pada hnrufa; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala 
Kepolislan Daerah dl teinpat domislli setiap orang yang dipanggil paksa 
untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(53 Dalam hal menjaiankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Kepolislan Negara Republlk Indonesia dapat menyandera setiap orang 
untuk paling lama 30 (tiga puluh) Mari.

(6) Ketentuan lefalh lanjut mengenal penianggilan paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."1

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah KonsHtus) inenyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5j, dan ayat (6) bertencangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tid.ik inempunyal kekuatan Inikitm mengikat melakil Piitusan MK 
Nomor 16/PUU-XVl/2018.

<* Pasal/ayat tersebut bclum ditlndaklanjub dengan perubahan undang-undang ini.



"Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 121A, Mahkamah
Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tlndakan anggota 

DPR:
c. melakukan pengawasan cerhadap ucapan. sikap, perilaku, dan tlndakan slstem 

pendukung DPR yang berkaltan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
d. melakukan pemantapan nllai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 

peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
e. melakukan penyelldlkan perkara pelanggaran Kode Etik;
f. melakukan penyelldlkan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang 

berkaltan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan slstem pendukung DPR;
g. memerlksa dan mengadlli perkara pelanggaran Kode Etik;
h. memerlksa dan mengadlli perkara pelanggaran Kode Etik slstem pendukung yang 

berkaltan dengan Pelanggaran Kode Etik slstem pendukung DPR, terkecuall slstem 
pendukung Pegavval Negeri Sipil;

1. menyelen^arakan admlnlstrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
). melakukan peninjauan kemball terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik:
k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
l. nicngambil langkah hukiini dan/atau langkali lain terhadap orang 

perseorangan, kelumpok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan OPR dan anggota DPR;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Plmpinan DPR dan Plmplnan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencan'a kerja dan anggaran setlap tahun sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampalkan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan 
rumah tangga DPR." '

3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berlkut:

"Pasal 245

(1)

Mahkamah Konsbnist mcnyatakan Pasal 122 liuruf I burtentnjigan dengan UUO Tahun 1945 dan hdak 
mcmpunyai kekiiatan hukum mcngikat inelalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

<• Pasal/ayat terseblit helum ditindaklanluti dengan peruhahan undang-undanginl.

Peiiianggilan dan perrnintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan 
dengan terjadinya timlak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam I’asal 224 hnrus 
mcndapatkan persetujuan tertulis dari President setclah mendapat 
perlimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.1
Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij tidak berlaku apabila 
anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 
mad atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan buktl permulaan 
yangcukup;atau
disangka melakukan tindak pidana khusus."

b.

Mahkamah KonsHtusl menyatakan Frasa "Pemanggllan dan perrnintaan kuterangan kupada anggota 
DPR svhubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22^! harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam 
Pasal 245 ayat [1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekiiatan hukum 
menglkat sepanjaug tidak dlniaknai dalam kontekssemata mata pemanggllan dan perrnintaan 
keterangan kepada anggota Dewan Pervvakllan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana 
melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konsltiusi menyatakan frasa "sete/a/i mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan 
Dewan' dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal 
kekiiatan hukum mengikat metaliil Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Sehingga Pasal 245 ayat(l) sdengkapiiya meiijadi:
'Pemanggilan dan permintatm keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak 
pidana y^ng tidak sehubungan dengan ihtlaksanaan tugas selxigaimana dimaksud dalam Pasal 224 
harus mendapatkan /serscrujuan tertulis dari Presiden"

4* Pasal/ayat tersebut belum dltlndaklanjuti dengan pcrtibahan uiidang-undaiig mi.



LAMNUAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAII KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayal (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV1/2018, MK memberlkan pertlmbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4^,ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 
Perubahan Keduasebagai berlkiit:

a. Bahwa tlndakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang 
secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 
dtkenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adaiah hukum pidana 
yang salah satunya lembaga kepotisiaii mempunyai kewenangan unluk Itti di 
samplng lembaga penegak hukum lalnnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, 
sedangkan tlndakan upaya sanderajuga berada dalam proses penegakan hukum 
akan tetapl hampir semuanya berada dalam ranah hukum prlvat kecuall yang 
berkaitan sandera dengan perincah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa 
alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanjl di persldangan [vide 
Pasal 161 ayat [1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga 
kepollslan.

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebutdl atas, terleblh dahulu penting 
bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusurl jeblh cermat, maka 
akan dlperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan 
ayat (6) UU: MD3.Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut dari rumusan 
norma daiam Pasal 73 ayat fl) dan ayat (2] UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 
karena itu memaknal rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebutharuslah 
secara kumulattf yang berarti aniara satu ayat dengan ayat yang lalnnya 
mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. 
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis darl tata cara 
pemanggilan seseorang dalam sehuah rapat dt DPR sebagalmana yang 
dlkehendakl pada Pasal 73 ayat [1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (63. Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa 
ternyata sepanjang maslh sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadirl 
suatu rapat DPR hal itu maslh dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapl dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua 
tersebut tldak disebutkan secara tcgas jenis rapat yang dimaksudkan dalam 
Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah Udak jelas identinkasl jenis rapat yang 
berkorelasl dan relevan atau tldak untuk menghadirkan seseorang dimintai 
keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah daiam 
setlap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam 
batas penalaran yang wajar tatkala Identlflkasl tersebut tidak ditentukan secara 
jeUis maka dlmungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setlap jenis rapatyang 
dilakukan dl DPR.

c. Bahwa-fenomena ini penting dlkemukakan karena dari sinllah'sebenarnya dapat 
dilakukan penelusuran tali-temallnya sejauhmana relevanslnya DPR dapat 
menggunakan kewenangannya dalam setlap rapat untuk memanggil seseorang 
yang kewenangan itu kemudian dapat dlsubstltusikan kepada lembaga 
kepollslan, sehingga dapat dijadlkan landasan oleh kepollslan untuk 
ditindaklanjud dengan pemanggilan paksa, lebih-Ieblh diikuti dengan upaya 
penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan 
periyanderaan tersebut berkorelasl atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan 
DPR yahg memberl kemungkinan untuk memanggil setlap orang dalam setlap 
rapat DPR, yang leblh penting bagi Mahkamah adaiah mempertimbangkan 
sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setlap orang dalam setlap rapat 
yang dl dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan 
penyanderaan ditnaha kewenangan tersebut dlsubstltusikan kepada lembaga 
kepbltsian. ■

d. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada 
pertlmbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adaiah sebuah 
proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah 
tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan 
persldangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan 
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat Kalaupun 
ada tlndakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hlngga 
saat ini yang sudah past! ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi 
atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanjl dl hadapan persldangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUliAPj. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi 
Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang datam rapat apapun. 
Padahal hingga saat ini masih belum jclas apakah rapat DPR merupakan bagian 
dart proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenaiig untuk melakukan 
panggilan paksa dan penyanderaan sekaiipun hal demlkian dtserahkan kepada 
iembaga kepollsian. Penegasan demlkian menjadi persoalan mendasar 
mengingat DPR adalah Iembaga politik. bukan Iembaga penegak hukum. Lebih 
lanjuc Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekaiipun upaya pemanggilan 
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada iembaga kepollsian, 
maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang 
diselenggarakan DPR bukan bagian dart proses penegakan hukum, juga karena 
iembaga kepollsian sendiri sebagal institusi penegak hukum baru mendapatkan 
kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketlka ada laporan 
untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli :dari Iembaga 
kepollsian.

e. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang pentlaian 
konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat [3), ayat (4). ayat (5). dan ayat [6) UU 
MD3 Perubahan Kedua, sebagalmana yang dlpermasalahkan para Pemohon, 
Mahkamah teriebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPRyang pada 
pokoknya menjetaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada 
sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pervvakllan Rakyat, Dewan Perwakllan, Daerah,- dan Dewan 
Perwakllah ^lakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada 
perubahan yang tidak pemah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusl. 
Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya 
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majells Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusl Nomor 014/PUU-I/2003 telah dlnyatakan bahwa tlndakan paksa 
badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan 
diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentlngan DPR
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hanyalah sebatas mengenai cara agar plhak-pihakyangdiperlukan kehadirannya 
dalam rangka peiaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak 
angketdapat benar-benar hadir dalam persidaiigan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut. setelah Mahkamah mencermatl Putusan 
Mahkamah Konstitusl Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya 
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterlma dengan alasan 
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menylnggung 
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara 
tekstual bunyl Pasal 30 ayat (2). ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada 
saat Itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan pari^llan paksa dan 
penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Boieh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat Ini. dimana telah secara 
rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan Iembaga yang 
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan 
ditemukan beberapa kendaia konstltusional sebagalmana pendapac Mahkamah 
yang telah diuraikan tersebut di atas. Teriebih penekanan pendapat Mahkamah 
dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan plhak-pihak 
dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak 
angket Hal Ini Jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan 
Kedua yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa 
ada penegasan-dalam konteks: rapat apa‘peniang^lan tersebut dilakukan. 
Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas • Mahkamah''tidak sependapat 
dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR 
lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut 
merupakan Implementasl konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang 
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh 
Iembaga legislatifdl beberapa negara seperti Amerika Serikatdan Selandia Barn, 
di mana dengan alasan Itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk 
dimlliki DPR sebagal Iembaga legislatif yang mewaklli rakyat untuk melakukan 
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dlduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-uiidangan, dl mana penyelidikan tersebuc bukan 
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum [pro justida) 
[sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 
subpoena secara historls hanya diperuntukkan uncuk panggilan di depan 
persidangan pengadllan dan itu jelas serca degas dalam konsep penegakan 
hukum. Oleh sebab Itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan 
kewenangannya untuk memanggll seclap orang, tentunya konteksnya bukan 
pada rapat DPR akan tetapl yang masih mempiinyai relevansi adalah ketika akan 
menggunakan penyelidikan dengan hak angket Namun demiklan tendang modus 
uncuk menghadirkan sedlap orang yang akan dimindai keterangan yang disertai 
dengan sanksl-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehatl-hatian 
mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dlatur dalam Pasal 73 
ayaC (3). ayat (4], ayad (5), dan ayat (6] UU MD3 Perubahan Kedua memlllki 
masalah konstidusionaittas, balk permasaiahan mengenai status jenis-jenis rapat 
DPR sebagal forum yang seolah-olah baglan dari proses penegakan hukum 
maupun- permasaiahan kewenangan kepotisian yang hanya dapat itiemanggil 
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum.. Suiitnya 
mengidendflkasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 
sebagalmana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat [5), dan ayat [6] UU 
MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR aCau Kepolislan itulah yang 
menjadi dasar perdmbangan Mahkamah dalam menilai konstltusionaliCas Pasal a 
quo. Bllamana DPR memang mempunya! kewenangan untuk itu, quod non, maka 
Cerlebih dahulu:.'harus jelas 'apakah forum rapat.Cet^ebud rhenjadl baglan 
penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk hielakukan 
penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan Cerlebih dahulu 
apakah baglan darl proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil 
penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila dltemukan adanya Indlkasl 
atau dugaan dndak pidana tldak serta-merta dapat dlcindaktanjud untuk 
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan 
penyelidikan derteblh dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut 
dilimpahkan kepada lembaga kepolislan, maka juga akan menimbulkan 
permasaiahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah 
sebelumnya, yaitu bahwa kepolislan hanya dapat melakukan panggilan paksa
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dalam ilndakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan 
merupakan bagian darl kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian 
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima 
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terieblh 
kewenangan kepolislan dalam tindakan penyanderaan, yang menurut 
Mahkamah lungga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan 
kepolislan untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 
hukum,

g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang dluraikan dalam persidangan 
bahwa fungsi pengawasan adalah fungsJ yang mendukung fungsi anggaran dan 
fungsi iegislasi, yang dengan demiklan diperlukan kesempatanyang terbuka bagi 
DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai 
penyeimbang untuk melawan absoludsme kekuasaan (eksekuUQ yaitu dengan 
selalu melakukan pengawasan terhadap pemerlntah serta Pasal ini pentlng 
mefnberl penguatan kepada lembaga Parlemen dl tengah penguatan slstem 
presidensial akan tetapl selama ini lembaga atau orang yang dlpanggil tidak 
menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut 
dapat dleliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap 
proses di'DPR, Seandainya memang terdapat lembaga atau perorahgan yang 
dengan Itikad tidak balk, atau dengan sengaja tldak mendukung panggilan DPR 
dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum. maka tidak 
terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai 
dengan mekanisme hukum yang berlaku.

h. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk 
memanggil paksa. setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas 
memtlikl persoalan konstitusionalltas) sehingga kekhawatiran yang berujung 
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3], ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan 
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai 
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal 
ini dihubungkan dengan dalll para Pemohon sebagaimana terurai dalam 
permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonslitusionalitas Pasal 73 ayat [3), ayat (4). ayat (5), dan ayat (6) 
UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 huruf I

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimhangan 
hukum terhadap pengujlan Pasal 122 huruf i UU MD3 Perubahan Kedua sebagal 
berlkuu

a. Bahwa terkait dengan inscitusi MKD yang diberl tugas untuk "mengambil 
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok 
orang, atau badan hukum", hal demlklan hams ditimbang dengan menjelaskan 
posisi atau sekallgus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. 
Dalam hal ini, Mahkamah mempertlmbangkan sebagai berlkut 
1} Bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD 

merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan 
dlbentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakllan. Secara universal, 
misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 
(GOPAC] menyatakan kode etik lembaga perwakllan atau lembaga tegislaUf 
adalah dokumen formal yang mengatur perllaku legislator dengan 
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterlma dan 
apa yang tldak..Dengan kata Iain, ini dlmaksudkan untuk mempromoslkan 
budaya pollclk. yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, 
transparansi, dan kejujuran perllaku anggota parlemem Namun, kode etik 
tldak dlmaksudkan untuk mendptakan perilaku Ini dengan sendirinya. 
Sesual dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3 
Perubahan Kedua, dalam bates penalaran yang wajar, leblh tepat untuk 
dikatakan bahwa pembentukan dan kcberadaan alat kelengkapan DPR yang 
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 
perllaku/etJk bagl anggota DPR.

2) Secara doktriner dan sistemads, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 
17/2014, mulai darl tujuan sampal dengan pembentukan institusi penegak 
etik dlnilai celah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU
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17/2014 dlubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas 
MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR dipertuas 
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya 
terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

3) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR 
merupakan kebijakan hukum yang tldak sejalan dengan konsep MKD sebagai 
lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun 
yang mengatur standar kode etik tertentu, maka Institusi yang dlberi tugas 
menjaga dan menegakah etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya 
memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan 
menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 
demlklan, lembaga penegak kode etik yang dlbentuk oleh suatu organlsasl 
tidalc dapat dltarlk keluar menjangkau plhak lain. Lembaga penegak etik 
tetap dlbatasl untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendirl untuk 
menjaga batas demarkasi dan sekallgus untuk menjaga kepastlan hukum 
sebagai lembaga penjaga etik internal organlsasl.

43 Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga- 
lenibaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga 
penegak etikanya hanya mencakup Internal penyandang profesi. Etika 
profesi hakim misalnya, hanya dlterapkan dan berlaku bagl hakim, etika 
profesi advokat juga hanya berlaku dan dlterapkan bag! advokac Beglcu juga 
dengan profesi lainnya, etika yang disepakatl hanya berlaku secara Internal 
masing-masing profesi itu saja. Adapun plhak eksternal sama sekali tidak 
terlkatdan tidak dapat dituntutberdasarkan norma etika oleh lembaga yang 
dlbentuk untuk menegakkan kemungklnan terjadinya pelanggaran etik 
dalam organlsasl profesi yang bersangkutan.

5) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan 
penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga 
tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam 
penegakan hukum. Dalam konteks Inl, bllamana terdapat plhak- plhak lain di 
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau 
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tldak berlaku 
ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik
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untuk mcnjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum 
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan 
kehormatan lembaga tersebutdiperiuas hingga mencakup orang perorangan 
atau badan hukum yang berada dt luar insutusl tersebut, hal ttu akan 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 
tlndlh lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan 
rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat 
ditaf^irkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal 
yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga 
seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran 
demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga 
penegak etlk yang ditujukan bag) anggota DPR, tetapl juga menlmbulkan 
pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

b. Bahwa melalul Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD 
dlserahl tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lalnnya 
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinllal 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal Inl Mahkamah 
memperOmbangkan sebagai berlkut
1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga Internal DPR yang 

dlbentuk untuk'menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakllan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan 
sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hiikum terhadap orang 
perorangan yang dlnilal telah merendahkan martabat DPR atau anggota 
DPR. Sekali lag! perlu dltegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik 
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan 
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas 
tlndakan yang dinilal merendahkan martabat DPR, maka hal Itu tldak lag! 
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak 
etlka kehormatan dan keluhuran martabat DPR Sebab, hakikat sebuah 
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik instltusi 
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan Internal. Dengan kata 
Iain, fungsi MKD hanya tcrbatas pada wilayah penegakan etik dan tldak 
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana 
DPR dan anggota DPR merasa dlrendahkan kehormatannya dan hendak 
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah 
hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau 
mengajukan gugatan secara keperdataan.

2) Bahwa nintuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu Instltusi 
sangat mungkin dlsebabkan oleh faktor Internal maupun eksternal. Segala 
perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan 
kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia 
norma hukum berlkut mekanlsme penegakannya, sedangkan untuk 
mengantlstpasi kerusakan yang muncul dari Internal, hal inllah yang 
imembutuhkan peran institusi Internal yang dlbentuk untuk-itu. Dalam 
konteks Ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk

- dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang 
dlsebabkan dari internal DPR Oleh karena itu, penambahan tugas MKD 
hjngga dapat mengambil langkah hukum bag! pihak dl luar anggota DPR dan 
pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan 
martabat DPR jeias tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga 
dan penegak etik DPR dan anggota DPR Selain itu, penambahan tugas MKD 
yang demikian dapat menlmbulkan rasa takut. bagi masyarakat untuk 
berpartlsipasl dalam turutserta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik 
yang dllakukan oleh an^ota DPR ...

3] Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkahlangkah 
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menlmbulkan ketidakpastlan 
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang 
bersangkutan merasa dan menilal martabat dirlnya telah dllanggar oleh 
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal Ini, tugas yang dibedkan kepada 
MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua dapat 
menlmbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut 
menyebabkan setiap tlndakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara 
anggota DPR yang bersangkuian, karena jabatan yang diembannya seolah- 
olah kehilangan kesempacan untuk menempuh langkah secara perorangan; 
kedua, cugas MKD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua 
menyebabkan terjadinya dualisine, di mana pada satu sisi, seorang anggota 
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara 
dl sisl lain, karena proses politik di Internal, anggota DPR yang merasa 
dirugikan oleh tlndakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagal 
anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk 
mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik dl OPR yang 
tldak berplhak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut Terbukanya 
dua kemungkinan dalam Implementasi Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua, pada satu slsi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD 
dalam norma tersebutjustru menlmbulkan masalah tersendirl bagl anggota 
DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandlrlan untuk dapat 
mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tlndakan yang dinilai 
merendahkan martabat mereka sebagal anggota DPR. Sementara di sisl lain, 
norma dalam pasal a quo potensial menlmbulkan rasa takut bag! masyarakat 
untuk ikut berpartlsipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.
Bahwa sementara ttu, darl konstruksi perumusan norma, apablla suatu 
perbuatan hendak dlatur sebagal perbuatan yang dllarang dan terhadapnya 
dapat dlkenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur 
perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan acau sesuai 
dengah prlnslp lex stricta dan lex certa. Dalam arti, harus1 jelas dan tidak 
multltafslr. KeQka suatu Jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak 

' dllarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu 
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam 
sesuai kehendak pihak-plhak yang akan menerapkan atau menggunakannya 
terutama jlka menlmbulkan konsekuensi pidana.

5} Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 
Perubahan Kedua, khususnya frasa "merendahkan kehormatan DPR dan 
anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak 
jelas dan multitafsir. Frasa "merendahkan kehormatan" sangat flekslbel

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma 
tersebut. Odak terdapat penjeiasan yang memberikan ukuran dan batasan 
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat 
dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.
Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih 
merugikan bagi pihak eksternal jlka disertai penafsiran yang terkait dengan 
fungsl penindakan yang dlmlllki oleh MKD sebagaimana dlatur dalam Pasal 
121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsl penindakan 
dalam pasal a quo yang sesungguhnya dltujukan terhadap anggota DPR yang 
melanggar etik potensial untuk ditafslrkan juga berlaku bagl pihak luar yang 
dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. 
Dengan kata lain, hal demikian akan membuka' ruang terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa 

' menafslrkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah 
'merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam 
hak konstitusional warga negara untuk menyampalkan kritik, pendapat, dan 
aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 

■yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak 
setlap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap 
regulasl yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

7j Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam 
perumusan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan 
dengan frasa "mengambil langkah hukum". Apakah-dengan frasa tersebut 
berartr MKD akan melakukan langkah hukum dengah menindaklanjuti 
sendiri semua. tlndakan atau ucapan masyarakatyang'dinilai merendahkan 
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada 
InsQtusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjeiasan yang 
past! berkenaan dengan hal Inl, dan bahkan Penjeiasan Pasal 122 UU MD3 
Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dljadlkan pegangan sebagal 
penafsiran otentlk pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup 
jelas". Dalam hal inl, sekallpun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah 
kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,
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namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak 
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik 
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma 
a quo yang sebagian hsalahnya dilamplrkan oleh DPR kepada Mahkamah 
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan 
bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebutadalah mengarah kepada 
fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut 
dapatmenimbuikan ketidakpascian hukum karena rumusan norma demikian 
dapatdlpahami bahwa MKD dapat menjadt sebuah lembaga yang mengambil 
allh fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadl domain lembaga 
MKD sehingga dlkhawatirkan terjadi penyeiundupan fungsi penegakan 
hukum sebagalmana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat [4), ayat 
(5), dan ayat UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertimbangkan 
sebelumnya. Terleblh lagl, apabila dicermatl konstruksl rumusan norma 
Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut leblh mengedepankan 
langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, 
seoiah-olah langkah lain tersebut justru menjadl pilihan terakhlr apabila 
langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

c. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan 
norma Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 
17/2014 menjadl rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak 
saja menggeser peran MKD dari awatnya sebagai lembaga penegak etik internal 
menjadl juga mencakup plhak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan 
bcrgesernya subjek utama yang diatur sebagai plhak yang berttndak sebagai 
pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, 
yaltu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua 
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama 
yang diatur, melainkan juga memasukkan plhak-plhek di luar DPR yang sama 
sekali tidak dapat dltuntut oleh instltusi yang keberadaan dan kedudukannya 
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagalmana diatur dalam UUD 
1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan

hukum sebagai plhak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan 
dan martabat DPR. Padahal, sesual Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, 
perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD 
dalam meiijaga kehormatan DPR melalul pengaduan yang disampalkan kepada 
MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalul perubahan Pasal 122 
huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbuikan ketidaksinkronan 
antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materl muatan terkalt MKD 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena Itu, apabila hal demikian 
dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon 
sebagalmana diuraikan dalam permohonan a quo. menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon mengenal inkonsOtusionalitas Pasal 122 huruf 1 UU 
MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat fl)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut;

a. jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika 
yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat [3) UUD 1945, benar-benar dljamln secara kuat. Setama 
pernyataan, pertanyaan, pendapat, stkap/'dndakan, atau'kegiatan seorang 
anggota DPR berka'it dengan fungsi serta wewenangdan tugas DPR atau semata- 
mata rherupakan hak dan kewenangan. konstitusional DPR dan/atau anggota 
DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu bukan hanya dikesamplngkan dari 
kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapl juga dikesamplngkan dari 
kemungklnan pergandan antarwaktu. Pertanyaannya kemudlan, jika hak 
Imunitas anggota DPR telah dljamln sedemikian kuat dalam undang-undang a 
quo, sebagalmana tampak dari anallsis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua di atas, apakah maslh dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat [1] UU MD3 
Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari
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Pasa) 24S ayat (1) Undang-Undaiig sebeiumnya, yaitu UU 17/2014, yang 
menyatakan, "Pemanggilan dan perminlaan keterangan untuk penyidikan 
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan." Terhadap Pasal 245 
ayat (1] UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya 
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan 
pendlriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-XII/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah 
menegaskan pentingnya perllndungan hukum yang memadal dan proporsional 
bag! anggota DPR dalam meiaksanakan hak-hak konstltuslonalnya, yaitu 
perlunya persetujuan tertulis Prestden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah 
Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 
keterangan berkalt dengan suatu tindak pidana. 

c. Berdasarkan pertlmbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
76/PUU-X1I/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di 
antaranya:
1) Pertama, bahwa dalam meiaksanakan hak-hak konstltusionalnya sebagal 

anggota DPR atau dalam meiaksanakan fungsi-fungsl konstltusiona! 
kelembagaan DPR. anggota DPR tldak boleh dlkriminalkan dan karena Itu 
dlbutuhkan perllndungan hukum yang memadal dan proporsional;

2) Kedua, bahwa perwujudan perllndungan hukum yang memadal dan 
proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan 
dlmlntai keterangan-dalam rangka penyidikan :karena dugaan, melakukan 
tindak pidana maka dlbumhkan persetujuan tertulis darl Pr’eSiden;'

3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD] tidak ada relevansinya 
dan tldak tepat dllibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis 
terleblh dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 
pidana karena MKD adalah lembaga etlk yang keanggotaannya berasal dari 
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentlngan;

4) Keempat, secara a contrarlo, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya 
bertaku atau dlbutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 
keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain dl liiar itu 
tidak dlbutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

d. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (Ij UU 
MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 
sebagaimana telah dlputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUX1I/2014 dl atas.

e. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan 
norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah 
dalam konteks pemenuhan hak Imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan Inl, meskipun secara tersirat 
telah disinggung daiam pertlmbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-X1I/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas 
terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan 
melindungl anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya 
dari tuntutan pidana melaiiikan semata-mata agar anggota DPR dalam 
meiaksanakan hak, fungsl, maupun tugas konstltusionalnya tidak mudah 
dikrlminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 
Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana 
diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagal hak 
konstitusional anggota DPR menjadi keiuar dari filosofi dan hakikatnya sebab 
dengan rumusan demikian berarti:
1) hak Imunitas tersebut juga mencakup.atau berlaku terhadap bukan hanya 

jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal keterangan dalam kerangka 
proses'penyidikan sebagai tersangka siiatu tindak pidana melaihkan juga 
tatkaia seorang anggota DPR dipanggil dan dimlnta keterangan untuk hal 
yang lalnnya;

2) hak Imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan 
melalnkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;

3) hak imunitas itu dlejawantahkan bukan terutama oleh dlharuskannya 
persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggll 
dan memlnta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh 
keharusan adanya pertlmbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat 
dikeluarkan.

f. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafstran tekstual terhadap Pasal 
245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah 
bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya. yakni sebagal 
pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang dlturunkan dari Pasal 20A 
ayat (3) UUD 1945, melalnkan Juga;

1) | bertentangan dengan Aingsl MKO, sebagaimana diacur dalam Pasai 121A

UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekaii tidak ada menyfratkan adanya 
fungsi demikian.

2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diacur dalam Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekaii tidak menyebutkan adanya tugas 
demikian mesklpun hanya secara implislL

3) bertentangan dengan kewenangan MKD. sebagaimana diatur dalam Pasal 
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang Juga sama sekaii tidak menyebutkan 
adanya kewenangan demikian mesklpun hanya secara implislL

g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat 
(1) UU MD3 Perubahan Kedua. telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 
ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena 
kontradiktlf dengan filosofl dan hakikat pemberian hak Imunitas anggota DPR 
yang secara kontekstual seharusnya menjadl dasar pemikiran atau latar 
belakangpembentukan MKD.

h. Mesklpun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehlngga permohonan 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebaglan yalcu bahwa norma 
yang terkandung dalam Pasal 245 ayat fl) UU, MD3 Perubahan Kedua 
bertentangan'dengan UUD 1945 secara bersyaraL tetapl Mahkamah mernlllki 
pendapat dan pertimbangan sendirl selain apa yang menjadi argumentasi dalam 
sebaglan poslta dan sebaglan pedtum permohonan para Pemohon. namun 
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangac atau 
hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa 
syarat adanya pertimbangan MKD Cerlebih dahulu untuk memanggll anggota 
DPR dapat menjadl penghambat bahkan menladakan syarat adanya persetujuan 
tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

76/PUU-XII/2014, sehlngga terhadap persoalan inkonstitusionalltas norma 
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan 
putusan yang dipandang leblh tepat sebagaimana Cermuat dalam amar putusan 
Inl.

DAN Bl<
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Ket^iatan 4; Tahapan 1

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DIINPUT PUTUSAN MK

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kegiatan 4; Tahapan 2

Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK
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Kctfiatiin 5: Tahannn 2

Pcrmohotian Pembuatan Sul) Tab Oaru Dalum Tab Pnxiuk Di Website Puspanlak UU

Nama 
NIP 
Jabaten 
Unit Kerja

Reza Azhari. S.H., LL.M.
198807182018012001 
Analis Ilukum
Pusat Pemaiitauaii Pelaksuiuum UnJaag-Undang

1. Aktualisasi yang akan dibuat adalali produk baru di website Puspanlak UU, yang bemama 
Kompilasi UU Pasca Putusan MK Posisi lompilan berada di fab Produk> Kompilasi UU Pasca 
Pulusan MK

.............
« t: I \l>

t:

-------------- ----- ------------------- ■iimrfriiifur if

3. Oalaiii lialiimau Kompilasi UL) Pasca Ftitusan MK tersebul. adu lainpilan cover di sebehili kiri, 
iiaiiui ihidmig-Uiidang scUigai sub jiidiii di sobolah lengah hician iiUis. Kclcnuigan scbagai 
duskhpsi, dan di paling buwah iiinlutc icrakhir: iinltik perbalninii tanggal upcktie.

4. Di i)ojok kanan ada (lie attachment pdf yang bisa diiinduli belws. Diharapkan dapat dihitung berapa 
kali diunduii.

Tanggal Konsullasi Mentor: 19 .UiU 2(118 
Discuijui Mentor:

Poedii Poer^vand. S.H.. M.H.
NIP. 196811032000032004

2. Tampiltui Sub Tab UU Yung Diuhah Olch Putusun MK okan seuipa dengan tampilan Rmicangan 
Undang-Undang di Tub Produk \v\uv.nimilpuii.dnr.go.id

"i
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI RAPAT KOORDINASI

U

.......... . .
SATICER: ^

J(SET/FN DAN Bk mm M

PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG 

YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI
RAPAT KOORDINASI

DALAM RANCKAAKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAl NEGERI SIPIL

A. Latar Dclakang

Rangkaian Pclaiihan Dasjir Calon Pegawai Ncgai Sipil (Lalsm- CPNS) olch 
PKl’ZA I LAN Jaliuangor dihikukan daJam liga lahap yaitu inkraalisasi, akluaii.siisi dan 
evaluosi aktuulisasi. Rupat koordinnsi ini mcrupakun saJah satu kegiaum dalani tahapan 
akiualisnsi unluk merealisasiknn rancangan uktualisasi yang tdah dipaparkan dan 
diujikan saat tnhap inlomiili-sasi scbelumnya, dan okan nienjadi snliih satu inatm vang 
diujikan dalam lahap evaluasi akuialisasi.

Akuiolisasi yang dirancung ackilah pcmbangunan produk digital yung diberi judul 
“PEustd/Ayal Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusnn Mahkamah Konstilusi” 
di website www.puspanlakmi.dpr iio.id. AkiuuJisasi ini sebagai salah satu upoya dalam 
membangun korakier ASN yang berintcgritiis, profesional. nciral dan bebas dan 
inlervensi puiilik. Iwsiii d;iri pnikiik korupsi. kolusi, dan nepotisme, sen a mampii 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu nienjnlankan peran 
sebagai unsir perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan IfUD 
NRI Tahun 1945.

Produk digital '‘Pasnl/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putuaan 
Mahkamah Konstitusi"' di website wmv.Du.sDanlakuii.dDr.eo.id meruptikan inovasi 
pelaksanaan daii salah satu lugas pokok dun fungsi analis hukimi yaitu mengelola 
databa.se perkara pengujian Undang-Undang. hasil puiusan MK. serla database Undang- 
Undang yang diubah dengan putusan MK. Diharapkan akiualisnsi ini dapal 
memberikan masukiin uniuk penyusunan Proglam Legishisi Nasional kepndu anggota 
DPR RI pads kliu-susnya, serta dapal memberikan iiitbmiasi hukujii kepada masyarakat 
piida umumnya.

B. Tufuaan

Rupat koordinasi mi ditiijiikan agar pcmbangunan produk digital "Pasal/Ayat Undang- 
Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusnn Mahkamah Konstitusi" di website 
WWW.Duspanlukuu.dDr.go.id dapnl menjadi salah sntu produk unggulmi dan dapat 
diliinjutkan oleh seluruh analis hukum di Pusiit Pemantauan Pelak.smuum Undang- 
Undang Badan Keablian DPR RI.

2018

http://WWW.Duspanlukuu.dDr.go.id


C. Waktu

Rapal koordiiiasi ini dilakukun padii huri Rabu, 12 Seplenibcr 2018 beriempal di Ruang 
Rnpal Pusal Pemanlauan Pdaksanaati Undang-lJndang Badan Kcahlinn DPR Rl.

D. Produk Digital “PasaL'Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Meialui Putusan 
Miihkamah Konstitusit' di website www.nusnanlakuu.Jnr.ggid

1. Lelak produk digital ini bcrnda di website ww'w.Duspanlakuu.dpr. go.id> sub tab 
Produk yang terakhir.

1 Kua-
S^to-.«w«wn>.i.Myr»Hai|g|g8B 

2. Di halaman beranda, letak produk digital ini berada di kolompaling bawah.

ggod8feiB^ga^!Tjggl^B^!g£g^gEt«5aarisgMgtsflggMMBc^^

3, Uniuk masuk pada halaman detail, sila pilih produk uPasal/Ayat Undang-Undang 
Yang Dibatalkan Melalui Pulusun Mahkamah Konstitiisi” pada poin nomor 1 diatas.

4. Tumpilan pada halaman detail, klik desknpsi untiik keierangan dokumen.

5. Pada lampilan halaman detail terdaput 5 (lima) komponen;

a. Judul Undang-Undang

b. Cover dokumen

c. Deskripsi dokumen yang memuat narasi singkai dokumen dan isi pnsal/nyal 
yang dibatalkan oleh Putusan MK.

d. Keterangan vvaklu '‘update terakhir” yang menampilkan waktu pemutokliiran 
data icrakliir.

e. Dokumen yang dapal diimduli dengan akses terbatas uniuk copy don edit 
dengan formal file.pdf.

6. Hingga saat ini sudah 7 (lujuh) undong-undang yang dapal diakses pada halaman 
detail tersebut yaitu UU Pemilu 7/2017, UU I.PS 24/2004, UU Pajak Perubnhan 
Ketiga 28/2007, UU SPPA 11/2012, UU Praktik Kedokteran 29/2004, UU MD3 
Perubahan Kedua 2/2018 dan UU MK 24/2003. Pemilihan kelujuh undang-imdang 
ter.sebui adaiah bcrdusiirkan pada seluruh Putusan MK yang dikahulkan pada tahun 
2018.

E. Input data “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan 
Mahkamah Konslitu.si” melalui Portal DPR RI

http://www.nusnanlakuu.Jnr.ggid


»<«»-«s^->'^'^.«aswas.v. oi-iis?-s=5j3a*«?*^?ssi.-6ss«‘iKS»«w

■ riHWf.w

Q Earsse,

1. Pflda halaman beranda Portal, masuk rr.elalui aplikasi Puspanlak di dattar aplikasi
sebelah kin.

2. Pada halaman Puspanlak UU Admin, masuk aplikasi melalui tab Menu> Produk> 
Pasal/Ayal UU Yang Dibaiulkan Melalui Pulusan MK di paliing bawah.

3. Pada halaman detail aplikasi “Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK", 
terdapat daftar undang-undang yang sudah diunggah. Daftar tersebui dapat dilambah, 
direvisi, maupun dihapus melalui pilihan yang ada.

4. Untuk menumbalikan 'indaug-undang baru, pilih opsi “Tanibah Pusal/Ayai UU Yinig 
Dibatalkan Melalui Putusan MK” di scbelali kanan atas yang berwania hijau. Setehili 
masuk, terdapat lampiUin sebagai berikut:

r\ ■ 1*«wl/Av«( UU UittaiAikan MtrUfwl PvlUMft MK
Q ---------------------—-------------------

errs

5. Tumbahkan judul undang-uudang dengan kolom yang sudah di .wriing atila compklc. 
Daftar undang-undang yang lampil ndalah sesuai yang ada di .IDIH DPR Rl.

6. Setelah ilu raasukkan jiiga deskripsi dokumen yang akan diunggah, deksripsi berisi 
narasi singkal isi dokumen dan daftar pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK. 
Seielah itu kiik "Simpaiv'.

PBMi/Ayat UU rang Olbaialkan Melatul Putusan MK-u ■mM t » rW4<«* vu Olh^***^ #•«•*«» MM

■ n B
^ k*i rv'V
kl < N •• " Mp«I JUMM

A 0 .

7. Setelah disimpon. raaka akan munoul opsi bani sebagai berikut:



ta»aaiakUUMatii
but UU rang EMMUOin Mskilul futuun MK — etfRFftMt'(tf»IUUrsn« bMtAlHM N*i«M bn

'Jrr-!.TK:«S3.----

8. Terdapal tiga pilihan untuk file unggah* "Cover”, "File Publik” untuk roenampilkan 
dokoimcn yang dapat diunduh bebns. dan "File Interoal” yang hanya dapai diunduh 
terbatas oleh internal Puspanlak. Untuk aplikasi ini, cukup mengunggah dokumen 
pada opsi "Cover” dan "File Publik”. Setelah itu klik “Sinipan”.

9. Selanjulnya untuk menambahknn data Penulis, klik cpsi “Tambah Penulis” di sebelah 
kanan bawah, dan okun muncul latnpilan sebagai berikut;

12. Klik "Simpan” untuk melcngknpi semua kelerangnn dokumen.

F. Contoh dokumen MPHsat/Ay»t UU Yang Dihatalknn Melaiul Putu.san MK

1. Cover/Haliimun Jiidul

•dftpunIMt ...

... • *V'V* ..

eSiJsa.
I IKmmm ribitw i* ly n

lf™U ■ ijssti-' rS|

10. Pilih nama Penulis lalu beri tanda cemang di sebelah sebagairaana gambar diotas. 
Lalu klik “Simpan”.

11. Setelah ilu akan muncul tampilan sebagoi berikut:

PASAL/AYATVANG DIBATALKAN |i 
OLEH PUTUSAN MK :i

UAlMNCA>NDA3lC hOMON i tAMUK 2019 
TUI T flAVIUM.^ UMU ATAS

OMOAJtC-UnOAAC AOHOH I? tAHW ) Q M 
iMTAflC

MA|Bl R ft tiaU^AWAUTi ■ SAXTAT. 
OfWAA f lAWAHJLAA AAATAT, 

KWAN nawAXIUH OAthAM. Mir 
OtWAM ntWAV IIAA • AKVAT D ACAAM
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal ; Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 4 Juni 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat mengenai Aktulisasi 
Pelatihan Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan 
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

: Selasa, 5 Juni 2018 
: Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB 
: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 
Pegawai Negeri Sipil PUSPANU\K UU 
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
UndangLantai 6 GedungSekretariatJenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan tehma kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah. S.H.. M.H.
NIP. 1969( 213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

•« t

Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

Selasa. 5 Juni 2018 
10:00:00 s.d. 12:00:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUAUSASl PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN h TANDA TAN^AN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undanc

1. P---
2. Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 

Teknologi Informasi
2.

3. Dahliya Baluian, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3.
/7/j4. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4-

5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya ——

6. Airlangga Eka Warhaiia, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6-
i 1 ' '7. Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Anal is Kebijakan Pertama /“

8. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda ------- ------f-------- 8. JT'
9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9. —r—
10. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.



11. Samudi 196509101989031002 Pengadminislrasi Umum 11. ^..
12. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan

13. Mcmed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13.

14. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum -------------- \-----------
14.

15. Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 15.

16. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data

17. Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 17.
/

18. Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum

19. b.ster Yoianda Friska, S.H., M.M. 198704152018012001 Analis Hukum -------- ------------------

20. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum ---------

21. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum --------- F-U--------------

n/102 Yosa .Icrcinia Donovan, S.H.,
M.H.

199110202018011002 Analis Hukum

23. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 23-4^ \i
24. Nadia Scplyana 198409022005022001 Analis Hukum 24- m25. Jordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN 25. —M//----
26. Irisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.



27. Pinanli Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 4
28. Rr. Lucia P Dewi Damayanti 

Yudakusuma, S.H., M.Kn.
220000010 PPNPN ---------------

29. Mega Irianna Ralu, S.H., MBA 220000016 PPNPN

30. Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN

31. Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN

32. Deny Giovanno, S.I I. 22000021 PPNPN 32q->^
33. Endang Suiistyorini, S.M., M.Kn. 22000022 PPNPN

34. Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35.

36. Juan Eery Situinorang, S.H. 22000025 PPNPN
--------------- \-i/------------------- 36ry^

37. AiUoniiis Samlurnip, S.H. 22000026 PPNPN -------V-------
K ,38. Dcdy Nurhidayat, S.H., M.Kji. 22000027 PPNPN

39. Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN

40. Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN

41. Silly Leginasari 180000086 PPNPN 4!.

42. Muammar Khadafi 190000064 PPNPN 42.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP, (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
lUPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Selasa, 5 Juni 2018 
; 10.00-12.00 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

; Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegavvai 

Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi 
Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDTI tentang 

program dalam rancangan aktualisasi;

2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut;

a. Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan 

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak;

b. Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan daftar 

perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak;

c. Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi 

undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak;

http://www.dpr.go.id


d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website 

Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pemantauan 

pelaksanaan iindang-undang;

e. Yosa Jeremia D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK. DPR RI serta 

memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunaan aplikasi 

google docs yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai 

dengan Bab V buku basil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis 

Htikum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Puspanlak BK. DPR RI.

III. KESIMPULAN;

1. Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade 

Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah dalam proses 

pembuatan;

2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi google docs untuk 

mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan 

Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rcyhmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 19^)0213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go,id

Nomor ; 128/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 3 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

: Rabu, 4 Juli 2018 
: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
; Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah. S.H.. M.H.
NIP. 1969C 213 199302 1 001



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Taiiggal
Waktu
Tempat
Acara

Rabu, 04 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapal Pusal Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang 1 12. Dadang Prayitna, S.I.P., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi

2-

Dahliya Balman, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3. —"=^—4—
4. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4- flw
5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya

6. Aiiiangga Eka Warhana, S.Kom.,
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6' /ViMjUwVv
7. Pocdji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama

8. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda
--------;----- 1---------

8. d''
9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9. —T—
10. S. Agus Trimaravvulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.





27. l>inanii Mega Dewanii, S.M. •220000006 PPNPN 21-6?
28. Rr. Lucia P Dewi Damayanti 

Yudakiisiima, S.M., M.Kn.
220000010 PPNPN ----------------------------

29. Mega Irianna Ralu, S.H., MBA 220000016 PPNPN

30. Aska Carciima, S.H. 22000019 PPNPN
/

30. <

31. Donny Salya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN
3I-^

32. Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN

33. Endang Sulislyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN

34. Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35-VW
36. Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN ----------------------------

37. Antonius Samlurnip, S.H. 22000026 PPNPN

38. Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN

39. Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN

40. Krikammanis Noviarli Qori, S.H. 22000029 PPNPN

41. Suiy Leginasari 180000086 PPNPN 41.

42. Miiammar Khadafi 190000064 PPNPN 42'



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : vvww.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Puku!
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

Rabuf 4 Juli 2018 
16.30-19.30 WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegavvai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari program rancangan aktualisasi, 

antara Iain;

1. Putri Ade Norvita Sari: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU yang baru;

2. Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara baru 

dalam Website Puspanlak;

3. Reza Azhari: Judul Sub Tab Poduk Digital belum sesuai dengan permintaan, 

meminta perbaikan sub tab produk digital.

4. Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner imtuk website Puspanlak 

UU.



III. KESIMPULAN:

Kegagalan dalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPMS Analis Hukum 

masih menjadi ''user", sehingga tidak dapat menambahkan input yang baru. Sehingga 

pihak BDTl mengganti seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya adalah ''user' 

menjadi ''admin".

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2018 

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudl Roihmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 196 >0213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : wvw/.dpr.go.id

Nomor : 140/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 6 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tangga!
Waktu
Acara

Tempat

; Benin, 9 Juli 2018 
: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 

: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch

hK
Tiansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1969C 213 199302 1 001



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
Tcmpat
Acara

Senin, 9 JuH2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang

I.
fh

2. Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi

2.

Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tala Usaha 3.
j4. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4- f/4-

5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya </

6. Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya
—-----------

6*

7. Poedji Pocrwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama -'■7K
----- u------- ------- 5J______

/
8. Erdinal Hcndradjaja. S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Kompiiler Muda 8- ^

9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9.

10. S. Agus Irimarawiilan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.



11. Sainudi 1965091019S9031002 Pengadminislrasi Umum 11.

12. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan

13. Memcd Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13.

14. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadminislrasi Umum 14.

15. Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 15.

16. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data I6-

17. Atis Jaclani 197603262001121001 Pengadminislrasi Umum 17. T
IS. Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum l!-

19. Ester Yolanda Friska. S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum ---------1 \------ —-

20. Rcza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum ------ —--^-------
20.

21. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum

22. Yosa .Icrcmia Donovan, S.H.,
M.H.

199110202018011002 Analis Hukum —^

23. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 23' 4M 'i24. Nadia Scptyana 198409022005022001 Analis Hukum .k}
25. .Iordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN 25.

26. Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.



27. Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN

28. I^. Lucia P Dewi Damayanti 
Yudakusuma, S.H., M.Kn.

220000010 PPNPN ------ ---------------------

28CI^'
29. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN

30. Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN ----------—--------

31. Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 3I-

32. Deny Giovaniio, S.H. 22000021 PPNPN 32'

33. Endang Sulislyorini, S.IL, M.Kji. 22000022 PPNPN 33.

34. Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN
.

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 3siw~36. Juan kery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN x/---------- 36.
37. Antonins Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN

38. Dedy Nurhidayat, S.H.. M.Kn. 22000027 PPNPN

39. Ralna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 3M40. Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN
/41. Suly Leginasari 180000086 PPNPN

42. Muammar Khadall 190000064 PPNPN 42. 1



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021)5715 349 FAX, (021)5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEiMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETAWAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Senin, 9 Juli 2018 
: 16.50-19.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR Rl, Lantai III,

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat ;
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

L PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN;
1. Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak 

adanya kolom untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk 

pdf.

2. Telah ada ‘'home*’ penginputan untuk Rancangan Aktualisasi:

a. Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi di Website Puspanlak;

b. Nur Azizah: Sistem Informasi Kuesioner dan permintaan untuk dijadikan admin 

“super” agar terbuka akses untuk menginput.

IILKESIMPULAN:
Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila 

sebelurrmya telah melakukan penginputan berupa:

http://www.dpr.go.id


a. Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;

b. Tanggal terbit;

c. Urgensi;

d. UU yang dipantau;

e. Lokasi;

f. Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan

g. Rekomendasi.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018 

Mengetahui,

Kepala Piisat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 19690CI3.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dprgo.id

Nomor : 141/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 9 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Petaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

: Selasa, 10 Juli 2018 
: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dprgo.id


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGEPJ SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
'Fempat
Acara

Selasa, 10 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Riiang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANfiAN1. Rudi Rochmansyah. S.H., M.H. 196902131993021001 Kcpala Pusat Pcmanlauan 
Pelaksanaan Undang-Undang - '

2. Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi

2.
3. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3.

4. Sondang E. Sinaga. S.Kom. 196702261995022001 Pranata Kompiiter Madya 4-
5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya -------- —

6. Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya -----—---------

A
---

--

7. Poedji Poorwanli, S.H., M.II. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama
P8. Erdinal Hcndradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda 8- rf9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9. 7----

10. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; wvAV.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEiMRAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAKUU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketiia Rapat 
Acara

: Selasa, 10 Juli 2018 
: 16.30-19.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

II. PEMBAHASAN:
1. Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukum, tanggal 

putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi.
2. Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi menjadi rata kiri dengan menambahkan jeda 

pada setiap paragraf pada sub tab yang diminta.
3. Nur Azizah: Perbaikan identilas responden dan pennintaan untuk menampilkan basil 

respon pada website Puspanlak UU

HI. KESIMPULAN:
pihak BDTI telah menambahkan kolom penginputan untuk kuasa hukum, tanggal putusan

dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindaklanjuti perbaikan kolom

deskripsi.



IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 10Juli20I8 

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 158/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal ; Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 25 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Kamis, 26 Juii 2018
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK DU
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch

i-',
■nansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1969C 213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASl PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAl NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
Tempal
Acara

Kamis, 26 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusat Panlak (JU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
PEMBAHASAN AKTUALISASl PELATIHAN DASAR CALON 
PEGAWAl NEGERI SlPlL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANOA TANGAN
1. Nunil Nugraha Khusvvara, S.H., 

M.H.
196106231988031001 * Kepala Pusal Data Dan Informasi

2. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang -1 2

3. Dr. Ascp Ahmad Sacfuioh, S.E., 
M.Si.

1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran 3- 1
4. Endah Sri Lcslari. S.H., M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 

Informasi
4. '

5. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 5- /I
6. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 6-

7. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 7 J
8. Aiiiangga Eka Warhana,

S.Kom.. M.T.l.
198210032009121001 Pranata Komputer Madya

9. Poedji Poerwanli, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama



10. Ilrdinal Henclradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pnmala Kompulcr Muda 10- ^

11. Yudarana Sukarno Putra, S.H.,
LLM

198010162009121001 Perancang Peraiuran Perundang- 
Undangan Muda

11.

12. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 12.

13. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum

14. Mariyanlo, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan \4.

\b. Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 15. W~16. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum u'i 1 \A17. Musbiyaiun 197011101997032006 Pengelola Data 17. ly
18. Marlin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data

19. Alls .laclani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 19.

20. Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum 20

21. Esier Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 2lMl
22. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 22, ^ ■

23. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum <\
/?/}24. Yosa Jeremia Donovan, S.H., 

M.H.
199110202018011002 Analis Hukum

----- ^---------------------23. Binlang Wicaksono Ajie, S.H., 
M.H.

199292222018011001 Analis Hukum 25.



26. Putri Ade NorviUi Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002 Analis Hukum 25- 4a
27. Adrian Ajrurrahman, S.E. 199404062018011003 Penyusun Bahan Kebijakan 27.

28. Nadia Scplyana 198409022005022001 Analis Hukum 28- '

29. JORDAN MUHAMMAD, S.H. 220000004 PPNPN \

30. TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 3°.-^
31. PINANTl MEGA DEWANTl, 

S.H.
220000006 PPNPN

32. RR. LUCIA P DEW! 
DAMAYANTI
YUDARUSUMA, S.H., M.KN.

220000010 PPNPN —------------ 32^^

33. MEGA IRIANNA RATU, S.H., 
MBA

220000016 PPNPN
/34. ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN

3:). DONNY SATYA 
WIDJANARKO, S.H.

22000020 PPNPN

36. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN

3/. ENDANG SULISTYORINI,
S.H., M.KN. ■

22000022 PPNPN

38. ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 38>:^Z-
39. YODIA SURYA NUGILAHA, 

S.H.
22000024 PPNPN

40. JUAN EERY SrrUMOlCANG, 
S.H.

22000025 PPNPN
-----------^------------



• ■ «

41. ANTONIUS SAMTURNIP,
S.H.

22000026 PPNPN 41. /

42. DEDYNURHIDAYAT, S.M., 
M.KN.

22000027 PPNPN

43. RATNA DEWI TISNASARI,
S.H.

22000028 PPNPN
i ^

44. KRIKAMMANIS NOVIARTI 
QORI, S.i l.

22000029 PPNPN X

/ 44CA/^^
45. SULY LEGINASARI 180000U86 PPNPN

■r x
46. MUAMMAR KHADAFl 190000064 PPNPN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE ; www.dpr.go.id

LAPORANSINGK/VT
RAPAT PEiMBAHASAN AKTUALISASI PELATiHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Kamis, 26 JuH 2018 
; 16.30-19.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedun? Sekretariat Jenderal dan Badan tCeahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHl/LUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:
1. CPNS Analts Hukum melakukan uji coba penginputan dan pengunggahan terhadap 

masing-masing program rancangan aktualisasi;

2. Nur Azizah: perbaikan sistem penginputan Daftar Pertanyaan oteh admin, termasuk 

penginputan daftar undang-undang yang mencapai 100 buah.

HI.KESIMPULAN:
Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam proses penginputan dan pengunggahan dart 

masing-masing program rancangan aktualisasi Analis Hukum.

http://www.dpr.go.id


IV. PEiNUTUP:

Rapat clitutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2018 

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rod mansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1969 213.199302.1001

.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018
Sifat : Biasa
Derajat ; Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Pehhal : UndanganRapat

Yth.
Daftar Nama Teriampir 
Jakarta

Jakarta, 14 Agustus 2018

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam 
Kantor di Luar Jam Kerja mengena'i Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan 
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.l 
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


Tanggal
Waklu
Teinpat
Acara

DAFTAR HADIR
RAPAT PKMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAINEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Rabu, 15 Agustus 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Piisal Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANHA TAW<^AW1. Nunu Nugraha Khuswara, S.H
M.H.

196106231988031001 Kepala Pusat Data Dan Infonnasi

2. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang r 2.

j. Dr. Ascp Ahmad Saeiuloh, S.E., 
M.Si.

1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran T \--------
4. Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 

Informasi
4.

5. Daliliya Balman, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 5.
6. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 6.
7. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya

8. Airlangga Eka Warhana,
S.Kom., M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya ------------ ------------------
8-

9. Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 9



:o. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.

II.

12.

13.

14.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., 
LLM
S. Agus Trimarawulan, S.H.

Samudi

Hariyanto, S.H.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Memed Sobari

Supian, S.E. 

Musbiyatun

Martin Yohannes

Atis Jaelani

Nur Azizah, S.H., M.H.

21.

22.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.

198008132009121001

TOSOI0162009121001

196008031993021001

196509101989031002

196803011990031004

23.

24.

25.

Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.

Yosa Jeremia Donovan, S H 
M.H.
Bintang Wicaksono Ajie, S H 
M.H.

196810091007031003

196901071997031001

197011101997032006

197103131994031004

197603262001121001

198612062018012001

T98704152018012001'

198807182018012001

198810032018012001

199110202018011002

199292222018011001

Pranata Komputer Muda

Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda
Penyusun Bahan Kebijakan

Pengadministrasi Umum

Penyusun Bahan Kebijakan 

Pengelola Data 

Pengadministrasi Umum

Pengelola Data

Pengelola Data

Pengadministrasi Umum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

13.

19.

21

23.

10.

12.

14.

18.

20.

22.



26. Putri Acie Noi vita Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002 Analis Hukum 26-^

27. Aniucha Pv.al .Andini 199111072018012002 Analis Hukum 27Si5r
2<i. Adrian Aji-irraliman, S.E. 199404062018011003 Penyusun Baban K.ebijakan 28.

JM. N.odia Scp'.ynna 198409022005022001 Aaialis tiukum 29.

JO. ,rORr)AH MLiHAMMAD, S.H; 220000Q04 PFNPN
p\

30.

Jl. TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 3,. ^

J2. PILJAKH'I MEGA DEW ANTI, 
S.H.

220000006 PPNPN 32/%rc^

33.

~347"

RR. LGCiA P OEWi 
DAMAVANTI
YUl.iAKUSU MA, S.H., M.KN.

220000010 PPNFN

MEGA iRiANMA !CATU, S.H., 
M3 A.

220000016 PPNPN
\ 34'ljlk£‘5F

j:). ASICA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN -

M}. DOf r; 1Tj' SAYTY 
WIDJANARKO, S.H.

22000020 PPNPN A4------
37. DENY GIOVANNO, S.H, 22000021 PPNPN

ENDANG SULISTYORINJ,
S.H., M.KN.

22000022 PPNPN 38r—^

jy. ANISHA 1G\HMASAR1, S.H. 22000023 PPNPN

40. YODIA surya nugraha,
S.H.

22000024 PPNPN





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : wwvy.dpr.go.id

LAPORAN SINGK.\T
RAP AT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

Rabu, 15 Agustus 2018 
16.30-I9.3o'^WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian DPR RI 

; Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegavvai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

L PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

U. PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita Sari: ‘'home” penginputan dan pengunggahan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;

b. Ester Yolanda Friska: "home'’ penginputan dan pengunggahan daftar perkara 

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;

c. Reza Azhari: "home” penginputan dan pengunggahan kompilasi undang- 

undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun 

masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui 

media email dan whatsapp.

d. Nur Azizah: Perbaikan lay out kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang 

telah diterima.



e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi 

muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website 

Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang- 

Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul 

Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik basil 

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan 

website DPR RI serta Puspanlak UU;

f. Annisha Putri Andini: permohonan akun "super” untuk proses manajemen 

website, usulan bentiik kolom pengunggahan serta tampilan pada menu 

"Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

ni.KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan 

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutiip pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018 

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

A
Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H,

NIP. 196mi3.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor :188/PUSPANLAK UU/9/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran ; 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 12 September 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Dengan hormat, Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR R1 akan mengadakan 
Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 
Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Rabu, 12 September 2018 
Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

Puspanlak UU
: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AK.TUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

'fanggal
Waktu
Tcmpat
Acara

Rabu, 12 September 2018 
13:00:00 s.d. 15:00:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA ■■ NIP ■ , ; : iJABATAN TANDATANGANI. Rudi Rochmaiisyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang

1.

2. Dahliya Balman, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 2.

Poedji Poervvanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama

4. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda

4.

5. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 5.

0. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 6.

/. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7.

8. Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 8.

y. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 9.



10. Musbiyalun 197011101997032006 Pengelola Data 10.
11. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 11.
12. Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 12.
13. Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum 13-A^14. . Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum

15. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 15.
16. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum

D /I
T6. J

17. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H. 199110202018011002 Analis Hukum -~i—18. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. 199292222018011001 Analis Hukum 18.
19. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum

20. Annisha Putri Andini 199111072018012002 Analis Hukum

21. Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 21.
22. JORDAN MUHAMMAD, S.M. 220000004 PPNPN

2j. TRISUHARTO CLINTON, S.M. 220000005 PPNPN 23.^^ -----JJ--------

24. PINAN n MEGA DEWANTI, S.M. 220000006 PPNPN “24-

25. RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI 
YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.

220000010 PPNPN 25.



26. MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA 220000016 PPNPN 261 ^
27. ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN ------Y —

28. DONNY SATYA WIDJANARKO,
S.H.

22000020 PPNPN -------- P--------

29. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 29.

M). ENDANG SULISTYORTNI, S.H.,
M.KN.

22000022 PPNPN

Jl. ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 31.

22. YODIA SURYA NUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN

22. JUAN FERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33.
ii/.

34. ANTONIUS SAMTURNIP, S.H. 22000026 PPNPN

35. DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN. 22000027 PPNPN 35.

20. RATNA DEWI TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN

2y. KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, 
S.H.

22000029 PPNPN ------ --------------------

28. SULY LEGINASARl 180000086 PPNPN 38.
29. MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGK/VT
R.APAT KOORDINASI PEiMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR R1

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

; Rabu, 12 September 2018 
; 15.00-17.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat :
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN;

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertiijuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi 

CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang 

dipaparkan antara lain:

a. Reza Azhari: penginputan dan pengunggahan "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang 

Tidak iVIemiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi” ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 

yangjuga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;

b. Putri Ade Norvita Sari: pembuatan uKajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, 

dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

c. Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan "Dattar Perkara 

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan

http://www.dpr.go.id


produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website 

Puspanlak UU;

d. Nur Azizah: “Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UUM yang 

juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

e. Yosa Jeremia Donovan: liPenggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku 

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;

f. Bintang Wicaksono Ajie: "Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR RI serta 

website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai 

judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil 

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website 

DPR RI serta Puspanlak UU;

g. Annisha Putri Andini: “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan 

dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:
1. Reza Azhari: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang;

2. Putri Ade Norvita Sari: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam 

penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan 

Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di 

website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya 

sampai pada pembuatan ’’Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;

3. Ester Yolanda Friska; program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti 

masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;

4. Nur /kzizah: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU;



0

5. Yosa Jeremia Donovan: untuk ditambahkan kolom persetiijuan Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dalam google docs',

6. Bintang Wicaksono Ajie: program aktiialisasi Lalsar disetujui oleh Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;

7. Annisha Putri Andini; program aktualisasi disetujui, namun belum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan 

Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”, 

sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan 

41Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ’

Vm. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018 

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

NIP. 196902

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.

3.199302.100



PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG•U^DANG 
BADAN KEAHUAN DPR RI



KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DPR RI memiliki 3 (liga) fungsi uiama 
sebagaimana amanal Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legisiasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik 
luar negeri. Salali satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemaniauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Petnanlauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di 13adan Keahlian DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam mcnjalankan fungsi pengawasan tersebul 
dengan memantau dan rnenginvenlarisir Puiusaii-Puiusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang herientangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tcntang Praktik Kedokteran (UU. Praklik 
Kedoktcran) yang menjadi landasan hukum alas penyelenggaraan praktik kedokteran 
di Indonesia telah bebcrapa kali dilakukan uji matcriil uteh Mahkamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak meinpunyai kckuatan hukum mengikat oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang* 
undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pemhukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang, informasl undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayatyang dibatalkan,

Harapan kaml dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legisiasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada mnumnya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2004 

TENTANG

PRAKTIK KEDOKTEB AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

Menlmbang : a. bahwa pembangunan kesehaian ditujukan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. bagi setiap 
orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 
sebagai salah satu unsiir kescjahteraan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Repubiik Indonesia Taluin 19‘15;

b. bahwa kesehatan sebagai liak asasi manusia harus diwujudkan 
dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh 
masyarakat mclalui penyclenggaraan pembangunan kesehatan yang 
berkuaiitas dan lerjangkau oleh masyarakat;

c. bahwa penyclenggaraan praktik kedokleran yang merupakan inti 
dad berbagai kegiatan dalam penyclenggaraan upaya kesehatan 
harus dilakukan oleh dokier dan dokter gigi yang memiliki etik 
dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenanganyang secara terus- 
mcncrus hams dilingkatkan niutunya melalui pendidikan dan 
pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta 
pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar, penyetenggaraan 
praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan leknologi;

d. bahwa untuk memberikan pcriindungan dan kepastian hukum 
kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, 
dipcrlukan pengaluran inengenai penyelenggaraan praktik 
kedokleran:

e. bahwa herdasarkan periimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d perlu membenuik Undang-Undang tentang Praktik 
Kedokteran:

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik IndonesiaTahun 1945;

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIKKEDOKTERAN.

BAB I

KITTENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Undang-Undang Ini yang dimaksud dengan;
1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleli dokter dan 

dokier gigi terbadap pasien dalam melaksanaltan upaya kesehatan.
2. Dokier dan dokter gigi adalah dokter, dokier spesialis, dokier gigi, dan dokter gigi 

spesialis liilusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi balk di dalam 
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Repubiik Indonesia sesuai 
dengan peraturan porundang-undangan.

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, 
dan bersifat independen, yang lerdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil 
Kedokteran Gigi.

4. Sertinkat kompelensi adalah siirat tanda pengakiian terhadap kemampuan 
scorang dokier atau dokier gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruli 
Indonesia sctclah kilns uji kompetensi.

5. Registrasi adalah pencataian rosmi terhadap dokter dan dokier gigi yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertenlu lainnya 
serta diakui sccara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
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dilaksanakan bersama lombaga lerkaii sesuai dengan fungsi masing-masing.

(2) Standar pendidikan profcsi dokter dati dokier gjgi yang disahkan Konsil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imrul' b ditetapkan bersama oleh Konsil 
Kedokicran Indonesia dengan kolegiun] kedokleran, kolegium kedokteran gigi, 
asosiasi inslitusi pendidikan kedokteran. asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

b. Konsil Kedokteran Gigi.

(2) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 
[1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) clivisi.yaitu:
a. Divisi Registrasi;
b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
c. Divisi Pembinaan.

Pasal8
Oalam menjalankan tiigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran 
Indonesia mompunyai wewenang:

a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;

b. mcnerbltkan dan mcncabui surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

c. mengesahkan standar kompclensi dokter dan dokter gigi;

d. melakiikan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokier dan dokter gigi;

e. mengesahican penerapan cabang ilinu kedoKteran dan kedokteran gigi;

r. melakiikan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai 
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan olcli organisasi profesi; dan

g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh 
organisasi profesi atau perangkatnya karena meianggar ketentuan etika profesi.

Pasal9
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan lugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur 
dengan Peraiuran Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil 
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran 
dan Konsil Kedokteran Gigi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal11
(1) Susunan organisasi Konsil Kedokleran Indonesia terdiri atas : 

a. Konsil Kedokteran: dan

Pasal 12
(1) Pimpinan Konsil Kedokleran Indonesia terdiri atas:

a. pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang 
merangkap anggota;

b. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigi masing- 
masing 1 (satu) orang merangkap anggota: dan

c. pi mpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing- 
masing 1 (satu) orang merangkap anggota.

(2) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bekorja secara koicklif.

(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah penanggung jawab tertinggi.

Pasal 13

(1) Pimpinan Konsil Kedokteranlndonesia terdiri atas seorang ketiia dan 2 (dua) 
orang wakil ketiia.

(2) Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri alas seorang ketiia dan 3 (tiga) orang kelua 
divisi.

(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang 
ketua divisi.

Pasal 14
ft) JmnUils anggoUi Kunsi! Kesl.riui-run 17 jtnjuii beb>s) urniivt Vinig

tenlii i unssii uiisuryanj; ilari:
a. iii'nanisaj-i i»rcif<*si kiulnUieran 2 ur.uig;1

1 Mahkainaii Konstitusi nienyatakan Trasa "lumliih anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujiih helas) 
orang i-ang terdiri acas unsur-unsuryang bcmsal dan: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" 
dalam Pasal !•} ayal [I) luiruf a bertentansaii dengan UUD Tahun 1945 dan tldak inemiliki kekuatan 
iiukum iiiengikacscpanjangunsur'organisasi profesi licdolcterair tidakdlmalcnal sebagai tldak 
menjadi pcngunis organisasi profesi kedokteran nielalui Piitusan MK Nomor lO/PUU-XV/2017.

Paxal/ayat icrsebm helum dUindakI.aiijiiti dengan pcruliahan undaiig-uiulang im.
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Pasal 71
Pemerinlah pusat. Konsit Kcdokieran Indonesia, pcnicrintaii daerah, organisasi profesi
membina scria mengawasi prakiik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-
masing.

Pasal 72
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk:
a. meningkaikan mucu pelayanan kesehaian yang diberikan dokter dan dokter gigi;
b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
c. memberikan kepasiian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Pasal 73
(1) Setiap orang dilarang menggunakan idenlilas berupa geiar atau bentuk lain yang 

menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah 
dokter atau dokter gigi yang telah meniiliki siirat tanda registrasi dan/atau surat 
izin prakiik.

(2) Sclii»p <inmg tnenitgur.akaii mfVmie atau cara lain dalmu
iii<*mln'rtknij pcl.ivanai- Itoji.itl;* ii!.«wit.:lan yaii*.; mcniinbulknj: Uivsaii 
seolalt-nluli yang iu.’r.saisgKiuan ntiaiai! nutu-.T atau dokter gigi vnng Udah

hural ianda r{‘gi>i;tr.!si d:iit/.:i!aii Miiat aklik 2
(3) Ketentuan sebagaimatsa dimaksud pada ayai (1) dan ayat (2) lidak berlaku 

bagi tonaga kesehaian yang diberi kewcnangan oleh peraturan perundang- 
undanga n.

Pasal 74

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang
menyelenggarakan prakiik kedokteran dapal dilakiikan audit medis.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

(1) Setiap dokter atau dokter gigj yang dengan sengaja melakukan praktik 
kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) dipldana dengan pldana ponjara jjaling lama 3

i.i'iui: a'iiii denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (.seratus juta 
rupiah).3

(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan 
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahunatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja 
melakukan prakiik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (liga) lahun atau denda paling banyak Rp 100,000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 76
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 
kedokteran tanpa ineniilikl surat Izin praktik.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 dipidana dengan pidana pern; '.>m b" : ’’ lalmn denda paling
banyakUp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).4

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identiias berupa geiar atau bentuk lain 
yang menimbulkan kesan bagi masyarakat scolah-olah yang bersangkutan adalah 
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat

s Mahkamah Konstuusi menyatakan Pasal 73 ayal (2) hertentangan dengan UUD Tahun 1945 
sepanfang tidak dimaknai, "Senop orang Jilarang menggunakan olat. mecede aiau caro lain dalam 
membenkan pelayanan kepoda masyarakat yang mvnimhiilkon keson ssohh-olalt yang bersangkutan 
adalah dokter ocou dokter gigiyang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat Izin praktik, 
kecuali tukang gigl yang mendapat min praktik dari Pumcnniah" dan tidak raempunyal kckuatan 
hukum m«ngll(a(scpan|ang tidak dimaknai. 'Setiap orang dilarang menggunakan alac, mecodeatau 
cara lain dalam memberikan pelayanan kepada mosyarakaiyang menimbulkan kesan seolah-olahyang 
bersangkutan adalah dokter atau doktergigiyung telah meimliki surat tanda registrasi dan/utau surat 
izin praktik, kecuali tukang oigiyang mendapat am praktik dan Pemennich" nidalui Putusan MK 
Nomor 40/PUU-X/2012,

•> Pasai/.iyat lersdiui bcliim diUndaklanjuu deng.m puriilKiiian uiidaiig-iuidangim.

PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAH1.IAN DPR R1 |2«

3 Mahkamah KonsiiUisi menyatakan Pasal 7S ayat (1) .sepanjatig mengenai kata-kata “penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun ntau" hertentangan dengan UUD Tahnn 1945 dan tidak niempunyai kckuatan 
hukum mengikat mdahii Putusan MK Nomor 4/PUlI-V/20n7.

Pasal/.iyatterscbut hulumdltindaklanjuti dengan perubah.nn undang-undang ini.

4 Mahkamah Kotistitusi menyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kaia-kata “penjara paling lama 3
(Uga) tahun ataU' hertentangan dengan UUD Tahim 194.‘i dan tidak mempunyal kekvatan hukum 
mengikat melatui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/.-iyac tersebut bcium diundaklaujuu dengan penihalian undang-undang im.
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tanda registrasi dokter {-igi ilan/aiau sural iziii prakiik sehagaimana diinaksud dalain 
Pasal 73 ayai (1) dipidaiia dengan pidana pctijara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp 150,000.000,00 (seratus lima puluhjutarupiah).

Pasal 78
.sVtinp urnn!; V5‘»!g ‘k'tigiin mKudc .tirui rarn l:iln
liniuni »Mfird>erikijii pc-iaviuniii lu;jr.»shi miisy.iijiuit yuiig im?niin!mik;m kcsau 
wolah-olal: j-ang bersnughiitni! afinlah tiukivr atatj doltter gigi yang lehili 
iniMiiiliki -surar landa rcgistrasi duUfj'v .nai! snr;il lajuia rcgi.slraNi doUtt-r pigi 
aV.'m -Siivat izin praktik M-iiagaimaiia diiiiakxud fl.i'.uti P,t:;al 70 aval (2) dipidaiia 
deijgnn pidana penlara paling lama 5 flima) inliun arau ilouda paling hanyal: Rp 
150,0{»3,00o,i)i> (snraius limn pidiiii juta rupasiii.5

Pasal 79
Dlpldana dengan pidana iummgan paling iama i (salii) talmn uUm denda paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (lima pululi )uta rupiah], setlap dokter atau dokter glgl 
yang :6
a. dengan sengaja tldak memasang papan nama sebagaiinaiia dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1);
b. dengan sengaja tidak membuat rekam medls sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1); atau
c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pa.sal 51 huruf a, liuruf b, huruf c, liuruf d, ;;i -u Jiui ui i*.:

Pasal 80
(1) Soliap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dlpldana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepululi) tahun atau denda paling banyak Rp 300,000.000,00 (tiga ralus 
juta rupiah).

(2) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambali sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan 
berupa pencabutanizin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan 
yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Keseliatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlakii 
sepanjang tidak berteiUangan dan/aiaii beluin diganti berdasarkan Undang-undangini.

5 Mahkoniah Koiiscitusl menyat.ikan Pai.il 7U bcrtcnt.ingan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang 
tldaU dlmaknal, "ScUop uruiigyaiiy daiujun sciigiijo mtmggunakan alac. inecode atau caro lain dalain 
wembenkan pelayunan kupiiilo masyarakat yani) meiumhulkan kesun seolah-olah yang bersangkucan 
adalah dokcer atou dokler gigi yang lelah memiliki siimi landa regisuosi dokier acau same landa 
regiwust dokier gigi acaii sunn ly.in praktik, kccuuli lukaiig gigi yang mendapui izin praktik dan 
Pmerincah sebagaimana dimaksud dalain Pasal 73 ayof (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)'' dan 
tidak mempunyai kckuatan hukuin iiicngikat sepanjang tidak dimaknai, 'Setiap orang yang 
dengan sengaja menggunokan alac, mecoda atau corn lain dalam memberikan pelayanan kepada 
mosyorakot yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkucan adalah dokter atau dokter gigi 
yang tehh memiliki surat tonda registrasi dokler atau sumt tanda regiscrasl dokter gigi acau jurat izin 
praktik. kecuali cukang gigi yang mendapat izin praktik duri Pemanmoh se/ja^oimona dimaksud dalain 
Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara puling luma 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta n/pioii)"melnIui Piitusan MK Nomor 40/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut beium diCindaklanjuU dengan perubahan undang-uiid.-uig ini.

4 Mahkamah Konstltusl menyatnkan Pasal 79 sepanjang meiigcnai kaia-kata ‘ktirungan paling lama t 
(satu) tahun atau" Ijerientangar dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengkatnielalui Puiusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayai tersebul beluin dilindakl.nniuu dengan puruliahan undang-undang mi.

Pa.sal 02

(1) Dokler dan dokler gigi yang tsiah memiliki surat penugasan dan/atau sural izin 
praktik, dinyatakan leiah memiliki sural landa registrasi dan surat izin praklik 
berdasarkan Undang-undang ini.

(2) (2) Surat penugasan dan surat izin praklik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
liarus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surat landa registrasi 
dokler gigi, dan surat izin praklik berdasarkan Undang-undang ini paling lama 2 
(dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentulc.

7 Mahkamah Konsduisi menyatakan Pasal 79 huruf c sepanjang meugenai kata-kata 'atau huruf e" 
bertentangan dengan UUD Tahim 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikai melaliit 
Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

<• Pa.sai/aynt tersebut beluin dluiidakl.mjuu deiig.ui perubalian undaiig-imdang mi.
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Pasal 83

(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saal belum 
terbeniuknya Majelis Keliormatan Disiplin Kedokioran Indonesia riiungani oteli 
Kepaia Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkal Fcriama dan Menteri pada Tingkat 
Banding.

(2) Kepaia Dinas Kesehatan Provinsi dan Memeri dalam menangani pengaduan 
sebagaimana ditnaksud pada ayat [1) inembentuk Tim yang lerdiri dari unsur- 
unsurprofesi untuk memberikan pertimbangan.

(3) Putusan berdasarkan perlimbangan Tim dilakukan oleh Kepaia Dinas Kesehatan 
Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi daniugasnya.

Pasal84

Cl) Untuk pertama kali anggola Konsil Kedokieran Indonesia diusulkan oieh Memeri 
dan diangkat oleh Presiden.

(2) Keanggouan Konsil Kedokieran Indonesia sebagaimana dlmaksud pada ayat [1) 
berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak diangkat

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Agar scUap orang mengetahuinya, mcmerintaiikan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempalannya dalam Lembaran Negara Repiiblik Indonesia.

Disahkandi Jakarta 
padatanggal 6 0klober2004 
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA. 

ltd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Oktober 2004 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK1NDONESIA, 

ltd.

BAMBANC KESOWO

Pasal 85

Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaiian dengan dokter dan dokier gigi, 
dinyalakan tidak berlaku lagi.

LEMBARAN NEGARA REPUBLiK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 116

Pasal 86
Konsil Kedokieran Indonesia sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 84 ayat (2) harus 
dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- undang ini diundangkan.

Pasal 87

Konsil Kedokieran Indonesia sebagaimana dimaksiid dalam Pasal 4 harus dibentuk 
paling lambat 1 (salu) bulan sebelum masa jabatan kcanggolaan Konsil Kedokieran 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat [2) berakhir.

Pasal88
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (salu) tahun sejak tanggal diundangkan.
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LAMPIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHK/\MAH KONSTITUSI

1. Pasal 14 ayat (1) Imruf a

Bahwa dalain Putusan Nomor lO/PUU-XV/2017. MK mcmberikan pertimbangaii 
liukum lerliadappengujian Pasal 14 ayat (l^ Imruf a UU Praktik Kedokteran sebagai 
berikut:

a. Bahwa berkenaati dcngan dalli mengenai rangkap jabaian anggota KKl yang 
berasal darl IDI, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat [1) huruf a UU 
Praktik Kedokteran, yang menyatakan "lumlalt anggota Konsii Kedokteran 
Indonesia 17 (lujuli belas) orangyang terdiri atas unsur-unsuryang berasal dari 
(a) organisasl profesi kedokteran 2 (dua) orang" bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kckualan hukum mengikat, sepanjang frasa 
"organisasl profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai "yang tidak .menjadi 
pengurus organisasl profesi kedokteran". Terkait permohonan tersebut 
Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota KKl harus 
mempertimbangkan tugas KKl yang berpotensi bersinggungan' dengan 
kepeniingan institusi asal anggota KKl.

b, Bahwa berdasarkan kelentuan perundang-undangan, KKl memiliki tugas 
melakukan registrasi dokier sebagai dasar uniuk menerbitUan STR, melakukan 
fungsi regulasi serta molaksanakan pctnbinaan terhadap penyelcnggaraan 
praktik kedokteran. Organisasl profesi dokier, dalam bal ini IDl, sebagai salah 
satu institusi asal anggota KKl memiliki keierkaiian erat dengan tugas-tugas 
yang diemban KKl kbusiisnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang 
merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKl. D1 
sisi lain, IDI, sebagai organisasl profesi dokter juga merupakan salah satu 
institusi asal anggota KKl. Kcadaan Ini tnenimbulkan poiensl benturan 
kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai 
regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKl, pada saatyang sama 
juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKl tersebut. Oleh karena itu, uniuk 
mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota IDI 
yang duduk dalam KKl seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan
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pengurus IDI uniuk mencegah konllik kepentingan karena tugas KKl ada tiga 
yailu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbilkan STR, fungsi regulasi 
yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain 
organisasl profesi dokier adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus 
IDl pada KKl potensial menimhulkan konllik kepentingan terutama dalam 
perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang 
adil sebagaimana dialur dalam Pasal 28Dayat (l)UUD Tahun 1945.

2. Pasal 73 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran .sebagai 
berikut:

a. Bahwa pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil bag! 
Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. 
Selain itu, norma yang tsrkandung dalam Pasal 73 ayat (2) UU Praktik 
Kedokteran bersifal mullitafsir karena tidak saja melarang 
dokter/dokier gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan 
pasal a quo jusiru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya 
pekerjaan tukang gigi.

b. Bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1871/MENKES/PBR/IX/20I1, tanggal 5 September 2011 karena sudah 
ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan 
pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, 
sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

c. Bahwa pondapat Mahkamah a quo sejalan dengan pendapat DPR yang 
menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
peraturaii perimdang-uudangan untara dokter gigi dan tukang gigi saling 
hersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkaikan 
kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat.
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3. Pasal 70

Ilahwa rialam Piilusan Nomor ‘10/PUlJ-X/;i0i2, MK mcmherikan pertimbangan 
liukum lerhadap pcngujian Fasal 7» UU Praktik Kedokleran scbagai berikul:

Bahwa Pasal 7H UU Praktik Kedokleran mongaiur rorina sanksi terhadap 
pelanggaran Pasal 73 ayai (2) UU Praktik Kedokteraii, sehingga norma yang 
termuat dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran merupakan satu kesatuan yang 
tidak lerpisalikan dari Pasal 73 ayai (2) UU Praktik Kedokteraa Dengan demikian 
Pasal 78 UU Praktik Kedokleran barus dinyatakan konsiitusional bersyarat, yallu 
konslitusionai sepanjang norma dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokleran tidak 
termasuk tukang gigi yang mendapal ijin dari Peineriniali.

4. Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79 huruf c

Bahwa dalam Piilusan Nomor 4/PUU-V/2007, MK memberikan pertimbangan 
hukum lerhadap pcngujian Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79 huruf 
c UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara 
dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena 
pemberlan sanksi pidana harus mempcrhalikan perspektif hukum pidana yang 
humanlstis dan terkait erai dengan kode etik. Dengan demikian, menurul 
Mahicamah: (i) ancaman pid.ana tidak boleh dipakai uniuk mencapai suatu tujuan 
yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan 
penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh 
digunakan apablla hasil sampingan {side effect] yang ditimbulkan lebih 
merugikan dibanding dengan perbuatan yangakan dikriminalisasi, (lii) ancaman 
pidana harus rasional. (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara 
ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and 
competence), dan (v) ancaman pidana liarus menjaga kesetaraan antara 
perlindungan masyarakai, kejujuran, kcadilan prosedural dan substantif [social 
defence, fairness, procedural and substantive justice).

b. Bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam 
Pasal 75 Ayat (1) dan Pasa! 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana
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kurungan paling lama satu laluin, yang diaiur Pasal 79 huruf a UU Praktik 
Kedokteran lelali menimbulkan perasaan tidak aman dan kotakutan sebagai 
akibai tidak proporsionainya antara pelanggaran yang dtlakukan dengan 
ancaman pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. 

c. Bahwa teriiadap keientuan dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran 
Mahkamah berpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya 
tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Sebab, perbuatan tidak menambah ilmu 
pengetahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak Iain 

•kecuali terhadap dokter atau dokicr gigi iiii sendiri juga bukan merupakan 
tindak pidana atau perbuatan kriminal. Lagi pula, konslitusi lelah menjamin 
sciiap orang berhak uniuk mengembangkan diri, pendidikan dan memperoleh 
manfaai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, detni 
meningkatkan kualilas hidupnya dan deml kesejahteraan umat manusia, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan 
kata ialn, menurut UUD Tahun 1945, menambah Ilmu pengetahuan adalah liak. 
oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetaliuan dan mengikull 
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi" bukan merupakan tindak 
pidana.

136
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6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN 
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1<ATA PENCANTAR

DPR Rl memiiiki 3 (tiga) lungsi uiama 
sebagaimana amanat Pa;:al 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan jiiga iintuk mendukung 
upaya Pemurintah dalatn melaksanakan polilik 
luar negeri. Salah salu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR Rl adalali mclakukan pcmaniauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemaniauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Radan Keahlian DPR Rl memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR Rl dalam 
menjalankan fungsi pengawasan lersebut dengan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Puiusan Mahkamah Konsliiusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang- 
undang berlentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 teniang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 teniang Ketentuan Uinum Dan Tata Cara Perpajakan (UU 
Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan 
tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah 
KonstUusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikal oleh Mahkamah Konsliiusi,

Dokumen ini nierangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 194.5, baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional hersyarat, yang kemudian diiampilkan bersama dengan undang- 
undang asiinya. Dokumen ini lerdlrl dari pembukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang. informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstltusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstltusl atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapai memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR Rl pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.
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UNDANC-UNOANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6TAHUN1983 

TENTANG KCTENTUAN UMUM DAN TATA CAP.APERPAJAKAN

Tainbahan I.embaran Negara Republik Indonesia Noinor39IM):

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKIUN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa dalam rangka unuik lebih memberikan keadilan dan 
meningkatkan pelayanan kcpada Wajib Pajak dan untuk lebili 
memberikan kepastian liukum serta mengantisipasi 
perkembangan di bidang leknologi informasi dan porkembangan 
yang terjadi dalam keienluan-keteniuan material dl bidang 
perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1903 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sehagaimana lelali beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Menglngat: 1. Pasal 5 ayal (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Taluin 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1933 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lcinbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tainbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana lelah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2000 Nomor 126,
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MEMUTUSKAN:

Meneiapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1903 TENTANG KETENTUAN 
UMUM DANTATA CARA PERPAJAKAN,

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 1903 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang lelah 
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sobagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah koniribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
prihadi atau badan yang bersifat mcmaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sobesar-besarnya kcmaknuiran rakyai.
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lain dalam rangka melaksanakan keteniuan peraiuran perundang-undangan 
perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda 
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dcngan Surat Perintah Pemeriksaan 
scrta memperliliaikannya kepada Wajih Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajakyang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/aiau meminjamkan biiku atau catatan. dokumen 
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleli, kegiaian usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kescmpaian untuk tm-tnasuki cempat atau riiang yang 
dlpandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau

c. memberikan kcierangan lain yang dipei lukaii.

(3a) Buku. catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) wajib dipenuhi oleli Wajib Pajak 
paling lama 1 (satu) bulan sejak perminiaan disampaikan.

(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang mclakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas lidak metnenuhi ketcnluan sebagaimana dimaksud pada 
ayai (3) seiiingga tidak dapat diliitung besarnya penghasilan kena pajak, 
penghasilan kena pajak tersebut dapat diliitung secara jabatan sesuai 
dengan ketenluan peraiuran perundang-undangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencataun, atau dokumen serta 
keterangan yang diminta, Wajib Pajak lerikai oleh suatu kewajiban untuk 
merahasiakannya, maka kewajiban untuk morahasiakan ilu ditiadakan oleh 
permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1).

37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal.yakni Pasal 29Ayang 
berbunyi sebagai berlkut:

Pasal 29A

b. lorpilih untuk diperiksa berdasarkan anaiisis risiko

dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kaiuor.

38. Ketentuan Pasal 30 diubali seiiingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Direktur jendorai Pajak berwenang metakukan penyegelan lempal atau 
ruangan terteniii serta barang bergerak dan/alau tidak bergerak apabila 
Wajib Pajak tidak mcmenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29ayat(3) hururh.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaiiir dengan 
atau berdasarkan Peraiuran Menteri Keuangan.

39. Keienuian Pasal 31 diuhali seiiingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Tata cara pemeriksaan diaiur dengan atau berdasarkan Peraiuran Montori 
Keuangan.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya 
mengatur teniang pemeriksaan ulang, jangka waklu pemeriksaan. kewajiban 
menyampaikan sural pemberitahuan liasil pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir basil 
pemeriksaan dalam baias waklu yang dilentukan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenulii 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga 
penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur 
Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 
kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan.

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendariaran emisi sahamnya telaii 
dinyatakan efektif oleh badan pengawas pa.sar modal dan menyampaikan Surat 
Pemberiuhuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 
Akuntan Publik dengan pendapai WajarTanpa Pengecualianyang: 
a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; aiau
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40. Ketenluan Pasal 32 diubali seiiingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan liak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraiuran 
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
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b.

d.

(2)

(3)

badan olcii pcngiiriis; 
badan yang dinyaiakan pailit oleh kui aior;

badan dalam pembubaran oleh orang aiau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pcmberesan;
badan dalam likuidasi oleh likuidatnr;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiainya atau yang mengiirus harta peninggalannya; atau

f. anak yang bolum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan 
oleh wall atau pengampunya.

Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat [1) bertanggungjawab secara 
pribadi dan/aiau sccara renteng alas pembayaran pajak yang terulang, 
kecuali apabila dapai membuktikan dan incyakinkan Dtrektur Jenderal Pajak 
bahwa mereka dalam kedudukannya lionar-benar tidak mungkin untuk 
dibobani tanggung jawab atas pajak yang terulang tersebuL 
Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan sural 
kuasa khusus untuk mcnjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai 
dengan keteniuan peraturan penindang-undangan perpajakan.

(3a) Pei s-v/aiitlan m-

Mi'idvri Keu.iiii

nrivnjnt.m Uua.sa srrlingaiiiMini 
: .I'.iii i-'iilasarii.su PisraUiran

(4)

M iiai.

aya; j i! if: .'
an.1

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
menjalankan perusahaan.

41. Keteniuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33
Dihapus.

42, Keteniuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 
yang diketahui aiau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan keteniuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga lorhadap 
lenaga ahli yang ditimjuk oleh Dtrektur jenderal Pajak untuk membantu 
dalam pelaksanaan keteniuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang beriindak sebagai sakst atau sak.si ahli 
dalam sidang pcngadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang dileupkan Mcnieri Keuangan untuk 
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
keuangan negara.

(3) Untuk kepenlingan negara. Menteri Keuangan berwenang memberi izin 
lertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lenaga aiili 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk,

(4) Untuk kepenlingan pemeriksaan di pcngadilan dalam perkara pidana atau 
perdata. atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti lertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan 
nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminia, serta kaitan 
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yangdiminta.

1 Mahkamah KonsQtiisi menyaukan frasa ‘pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" dalam Pasal 32 
ayai (3a) hercentangan dengan UUD Tahun 1945 dan Odak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepan|ang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hai yang bcrslfat teknis-admlni.stratif 
dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara melaliii Puiusan 
MK Nomor63/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut bclum dltindaklanjuu dengan perubahan undang-undangini.
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4.3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan pubiik, 
noiaris, koiisulian pajak. kantor administrasi, dan/atau pihak kciiga lainnya.

|40
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1. Pasal 32 ayat (3a)

Bahwa dalam Pulusan Nomor 63/PUU-XV/2017, MK memberikaii pertimbangan 
liukum terhadap pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU Porpajakan Perubahan Ketiga 
sebagai berikut;

a. Bahwa jika dihaca rasionalitas dan konleks koseluriilian dalil Pemohon, 
Mahkamah memahami bahwa substansi yang scsungguhnya dipersoalkan oleh 
Pemohon adalah masaiali pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, in 
casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Menteri, sehingga persoalan 
konsUiuslonal yang harus dipertimbangkan oleh Malikamah, apakali 
pendelegasian kewenangan deinikian beitontangan dengan UUD 1945, 
kliususnya sebagaimana diatur lebih tanjnt dalam Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembenuikan Peraturan Perundang- Undangan (UU 
12/2011).

b. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang bcruimpu pada UU 12/2011, 
sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.10] di aias, adalah dikaronalcan undang- 
iindang itulali yang memuat pengaturan lebili lanjut tentang pendelegasian 
kewenangan mengatur dari peraturan porundang-imdangan dan tidak menjadi 
objok permohonan a quo. Sehingga, sesuai dengan prinsip presumption of 
consUlulionality yang berlaku dalam pengujian konstilusionalilas undang- 
undang dan prinsip bahwa hakim atau pengadiian adalah ziuende magistratur, 
maka UU 12/2011 khususnya Lampiran II Pedoman angka 190 sainpai dengan 
angka 216 harus dianggap konstitusional sampai terbukii bertentangan dengan 
UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstilusi yang dijaluhkan atas dasar 
adanya permohonan untuk itu. Prinsip ziiiende magistratur menghalangi 
Mahkamah untuk secara aktlf menguji konstitusionalitas suaui undang-undang 
jika undang-undang yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun 
demikian, prinsip zittende magistratur tidak menghalangi Mahkamah untuk 
mengesampingkan keberlakuan suatu Undang-Undang apabila lernyata norma 
undang-undang yang bersangkutan tolah lernyata menghalangi kewenangan
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Mahkamah dalam menjalattkau Tungsi consiitutional review-nya. 
Pengcsampingan demikian dibeiiarkaii berdasarkaii daklrin hukuni cata negara 
dan lidak bcrtcniangan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamali 
tidak menguji konstitusionaliias norma undang- undang yang lidak dimobonkan 
pengujiannya, melainkan Malikamah lianya inemuiuskan untuk lidak 
menerapkannya. Artinya. norma Undang-Undang tersebut, baik teks maupun isi 
atau mated muatannya, tetap ada dan hcrlaku selama belum ada permohonan 
yang menguji konstitusionalitasnya dan belum ada Putusan Mahkamah 
berkcnaan dengan hal iiu. Hal ini pernah dipraklikkan oleh Mahkamah 
sebagaimana tenuang dalam Pulusan Mahkamali Konslilusi Nomor 004/PUU- 
11/2004, langgal 13 Desember 2004.

c. Bahwa kendatipun Pemohon tidak memolionkan pengujian UQ 12/2011 
(terulama dalam hal ini Lampiran II khususnya Pcdoman angUa 198 sampal 
dengan angka 216 UU 12/2011) dan kendatipun litik borat Permohonan 
Pemohon adalah terletak pada subsunsi pendelegasian dari undang-undang 
kepada Peraturan Memcri, in casu PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat 
bahwa, sesuai dengan sistem Pemeriniahan Presidensial yang dianut oleh UUD 
1945, pendelegasian kevvenangan meiigauir dari peraturan perundang- 
undangan yang lingkaiannya lebih tinggi kepada peraturan perundang- 
undangan yang tingkatannya lehih rondah secara doktriner tidak boleh 
benentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seliarusnya 
menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan 
perundang-undangan tersebui sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya. Dengan 
demikian, dalam konteks Permohonan a quo, sesuai dengan pertimbangan pada 
sub-paragraf [3.10.2] di atas, tanpa perlu mengesampingkan keberlakuan 
Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampal dengan angka 216 UU 
12/2011 dan tanpa harus meniiai kasus konkrei yang dialami Pemolion 
khususnya berkenaan dengan pemlierlakuan PMK 229/2014, Mahkamah 
berpendapat bahwa memang icrdapat kebutuhan untuk mengatur lebih togas 
pendelegasian wewenang teknis-adminislratif "pelaksanaan hak dan kewajiban 
kuasa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat [3a) UU KUP kepada Menteri 
Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis* 
administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung

PUSAT PEMANTAUAN PELAK.<5ANAAN UNDANG-UNDANG
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materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam membori kuasa kepada 
pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak- haknya sebagai 
wajib pajak dan menurui undang-undang absah untuk mcnerima kuasa demikian 
serta, di lain piiiak, tidak menghambal atau mengurangi kevvenangan negara 
untuk memungut pajak yang riiiurunkan dari UUD 1945. Pendelegasian 
kevvenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknisadministratif bukan 
dimaksudkan untuk memberikan kewonangan yang lebih (over capacity of 
power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa". Artinya, pengaturan itu tidak 
boleh berisikan materi muatan yang seliarusnya merupakan materi muatan 
peraturan yang lebih tinggi, Icbih-lchili materi muatan undang-undang. Oleh 
karena itu, ada atau tidak ada kasus konkrei sebagaimana dialami Pemohon, 
pendelegasian kewenangan mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa" 
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan 
konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat toknis-administratif.

154
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KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

s,„M.i..;..._,-5r,.... j'-''.;
- ^.-U- ^-v:-i

DPR R1 memiiiki 3 (liga) fungsi mama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayaL [1) UUD 
Tahun 1945 yailu futigsi Icgislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pcngawasan sebagai 
represeniasi rakyai dan juga unluk inendukung 
upaya Pemerintah dalam mclaksanakan polilik 
luar ncgeri. Salali satu fungsi pcngawasan yang 
dilakukan DPR Rl adalah melakukan pcmaniauan 
dan peninjaiian terhadap undang-undang.

Pusal Pcmantauan Pelaksanaan Undang*
Undang di Badan Keahlian DPR Rl memberikan 
dukungan kcalilian kcpada DPR Rl dalam 
men|alankan fungsi pengawasan lersebut dengat] memantau dan menginventarisir 
Putusan-Pulusan Mahkamab Konstitusi yang mcnyalakan pasal/ayat dalam undang- 
undang bertentangan dengan UUD Taliun 1945,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lenlang Pemililian Umum (UU Hemilu) yang 
menjadi landasan hukum atas pcnyclenggaraan pemitihan umum di Indonesia, telah 
beberapa kali dilakukan uji materiil olch Mahkainah Konstiiusi. Beberapa pasal/ayal 
dalam UU Pemilu teiali dinyatakan bertentangan dengan UUD Taliun 1945 oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun 
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang 
aslinya. Dokumen Ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- 
undang, informasi undang-undang yang mclaksanakan Putusan Mahkamah Konstiiusi 
terkait, dan diserlai lampiran yang bcrisi periimhangan hukum Mahkamah Konstitusi 
atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan ndanya dokumen ini dapai memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kopada anggnta DPR Rl pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakai pada umumnya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PEMIUHAN U.MUM

DENGAN RAllMATTlIilAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN Rl-Pimi.IK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa unluk menjamin lercapainya cita-cita dan tujuan nasional 
scbagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Taliun 1945 perlu diselenggarakan 
pemilihan umum unluk mcmilih anggota Dewan Perwakilan Rakyai, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 
uncuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerali. sebagai 
sarana perwujudan kedaiiiaian rakyat untuk menghasilkan wakil 
rakyat dan pemcrinialian negara yang deinokratis berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b. bahwa diperiukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan 
sistem ketatanegaraan yang riomokratis dan berintegritas demi 
menjamin konsislensi dan kopastian hukum serta pemilihan umum 
yang ofektif dan efisien;

c. bahwa pcmililian umum wajih menjamin tersalurkannya suara rakyat 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelcnggara Pemilihan Umum, dan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dcv;an Pemakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan 
menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan 
umum secara serentak;

e. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, liuruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- 
Undang tentang Pemilihan Umum.
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Mengingat: Pasal 1 ayat (2). Pasal S ayal (1), Pasai 6. Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 
19 aya'.- (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1). dan Pasal 22E Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deiigan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU 
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENCERTIAN ISTILAH

Pasal1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebiit Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan uiuuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyeienggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh 
penyetenggara Pemilu.

3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden scbagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
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(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kahupalcn/Knia scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifaltctap.

(3) Dalam mcnjalankan tugasnya:

a. KPU dibanlu oleh sekretariat jenderal;

b. KPU Provinsi dan KPU Kabiipaten/Kota masing-masing dibanlu oleh sekretariat.

(4) Ketentuan mengcnai tata kerja KPU, KPU Provinsi. dan KPU Kabupaten/Kota diatur 
dengan Peraturan KPU.

Pasal 10

(1) ]umlahanggota;

a. KPU schanyak 7 (lujuh) orang:

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) aiau 7 (lujuh) orang: dan

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (Uga) aiau S (lima) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah 
penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayali administratif pemeriniahan.

(3) Jumlah anggota KPU Provinsi -ian KPU ICiibupulen/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupaltan bagian tidak terpisahkan dnri Undang- Undang Ini.1

(4) Keanggoiaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lerdiri aias seorang 
keluamerangkap anggota dan anggoia.

(5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan kcUia KPU Kabupaten/Kou dipilih dari dan 
oleh anggota.

(6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi. dan anggoia KPU Kabupaten/Kota 
mempunyai hak suara yang sama.

(7) Komposisi keanggoiaan KPU, keanggoiaan KPU Provinsi, dan keanggoiaan KPU 
Kabiipatcn/Koia memperhatikan kelcrwnkilan perempuan paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen).

(8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan 
anggota KPU Kabupaten/Kota lerhitung sejak pcngucapan sumpah/janji,

Mahkamah Kunsittusi mttiyaukan Fr.isa ~dan Jumlah anggota KPU Kahupaten/Kota" dalam Pasal 
10 ayat (3) dan lomplran I sepanjanp nncian label "Jumlah Anggota KomtsI Pemlllhan Umum 
Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tabiin 194S dan tidak mempunyai kekuaian hukum 
mengikat mclalui Putusaii MK Nomor 38/PUU-XVI/2018.

4* Pasal/ayat lersebui bolum diundaklan]uudeng,iii perutiaban undang*undang ini.
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(9) Masa jabatan kcanggotaan KPU. KPU Provinsi, KPU Kaluipaieii/Koia adalah selama 
5 (lima) tahun dan sesudahnya dapai dipilih kembali lianya unliik satu kali masa 
jabatan pada tingkaian yang sama.

Pasal 11

(1) Ketua KPU mempunyai lugas:

a. memimpin rapai pleno dan seluruh kegiaian KPU;

b. bertlndak uniuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam:

c. memberikan keterangan resmi tenlang kebijakan dan kegiatan KPU; dan

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputiisan KPU.

(2) Ketentuan mengcnai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap Lugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU 
Kabupaien/Kola, kecuali uniuk menandatangani Peraturan KPU.

(3) Dalam meiaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi. dan ketua KPU 
Kabupaten/Kota berianggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajlban

Paragrafl
KPU

Pasal12

KPU bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta incneiapkan jadwal;

b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, 
PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun Peraturan KPU iintuk setiap tahapan Pemilu;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mcngendalikan, dan momantau semua 
tahapan Pemilu:

e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu lorakhir dengan 
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 
Pemcrintah dan menetapkannya sebagaidaftar Pemilih;

g. membuat beriu acara dan sertilikat rekapiiulasi liasil pengliiiungan suara serta
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bupaii, walikotn, dan wakil walikoia yang akan dicaloiikan oleh Partai Politik aiau 
Gahungan Pariai Polilik Peseria Pcmilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil 
Presiden liarus momitua izin kcpadaPresiden.

[2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupaii, 
wakil hupati, walikoia, datt wakil vvaiikoia sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

[3) Dalam ha] Presiden dalam waklu paling lama 15 [lima belas) hari selelah 
menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil 
bupaii, walikoia, dan wakil walikoia sebagaimana dimaksud pada ayal (1) beliim 
memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

[4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikoia, 
dan wakil walikoia sebagaimana dimaksud pada ayat [1) disampaikan kepada KPU 
oleh Pariai Polilik aiau Gabungan Pariai Politik sebagai dokutnen persyaratan 
calon Presiden aiau calon Wakil Presiden,

Bngian Kedua
Peserta Pemilu Anggota OPR, DPRD Provinsi, dan DPROKabupaten/Kota

Paragraf1

Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu 

Pasal 172
Peserta Pemilu iintuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kotaadalah partai polilik.

Pasal 173

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai polidk yang telab 
(SiU'i uj-iulu-s verifikasi oleh KPU.^

(2) Partai polilik dapat menjadi Peserta Pemilu sctelah memenuhl persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik:

b. memiliki kepengurusan di scluruh provinsi;

2 Mahkamah Konsduisi mciiyatakan Frasa “Celah ditetapkan/ dalam Pasal 173 ayat (1) bertemangaii 
dengan UUD Tahun 194S dan tidak mempunyai kekuataii hukum mengikat meliul Pulusan MK 
Nomor S3/PUU-XV/2017,

❖ Pasal/ayai tersebut bclurn diUnd.iklan)iiti dengan perubalian uiidang-undangini.

PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujiih puluh lima persen) juinlah 
kabupaten/koia di provinsi yang bL’rsatigkuian;

d. memiliki kepengurusan di 50% ^lima pululi persen) junilah kecainatan di 
kabupaten/kotayang bersangkutan;

e. menyertakan paling sedikit 30% (liga puluh persen) kclcrwakilan perempuan 
pada kepengurusan partai polilik lingkat pusai;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1,000 (soribii) orang aiau 1/1.000 [satu 
perseribu) dan Juiniah Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada huruf cyang dibuktikan dengan kepemitikan kartu 
tanda anggota;

g. mempunyai kanior tetap iintuk kepengurusan pada lingkalan pusat, provinsi. 
dan kabupaien/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai polilik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kainpanye Pemilu atas nama partai politik 
kepadaKPU.

[3) P.!: lai puiiilk yang St iiili .ulu.s u s ijiita.'-i deiig.ui .’•yuiai .i-iMgaiinniii!
dimaksn-;! paskt aynl (2) lid.sU sUverUikasi uhiim dan dilt-hipkim
I'at rai i'ldirjk IVst-ria Pf-miUi.3

Pasal 174
(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan peneiapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

(2) Penelitian administrasi dan peneiapan keabsahan persyaratan oleh KPU 
dipublikasikan mejaluimedia massa.

(3) Keientuan mengenai lata cara penelitian administrasi dan peneiapan keabsahan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diaiur dengan Peraturan KPU.

Pa.sal 175
Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 173 ayat (2) huruf h dilarang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang Icmbaga negara atau lambang pemeriniah;

c. nama, bendera, aiau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

|94

3 Malikamah KoiisUiu.si menyatakan Pasal 173 ayat (3) ItertctUatigan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuaiaii hukum mengikat nielalm Putiisaii MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebiu beluni ditmdaklan)uii liengan pernliahan undang-undang ini.
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ayat (l),Prcsiden dan DPll incngambil kcjuiiusan dan/ataii lindakan yang bersilal 
strategis agar Hawaslu dapal melaksanakan lugasnya kernbali paling lainbat 30 
(tiga puluh) liari.

(3) Apabila len'adi hal yang mengakibalkan Ravvaslu Provinsi aiau Bawaslii 
Kabupaion/Kota lidak dapal melaksanakan lugasnya, Bawaslu atau Bawaslu 
Provinsi melaksanakan taliapan pcngawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 
sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaien/Kota 
dapal menjalankan lugasnya kembaii.

Pasal 557
(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu rii Aceh lerdiriatas:

a. Koinisi Independen Pemilihan Provinsi Aceli dan Komisi Independcn 
Pemilihan Kabupaten/Koia merupakan satu kesatuan kelembagaan yang 
hierarkis dengan KPIJ; dan

b. Panilia Pengawas Pemilihan Provinsi Acel) dan Panilia Pongawas Pemilihan 
Kabupaien/Koia merupakan salu kesaluan kelembagaan yang hierarkis 
dengan Bawaslu.

(2) .-is '.srh.u'jiimauu niiiuiIiMid pud:*
i'Vat sl;:n pvnii>:itiJi-a«nya her(l:uurkan
iijidotip Undangiiii.4

Pasal 558
(1) Apabila terjadi hal yang mengakibalkan DKPP tidak dapal melaksanakan lugasnya 

sesuai dengan kcientuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan 
penanganan pelanggaran kodeetik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP 
dapal melaksanakan lugasnya kembaii.

(2) Dalam hal DKPP lidak dapal melaksanakan lugas sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(1), Prosiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat 
strategis agar DKPP dapal melaksanakan lugasnya kembaii paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari.

BAB n
KBTENTUAN PERALIHAN

4 Mahkamah KonsUtusi meiiyatakan Pasal 5S7 ayat (2) diiiyatakan bcriemaiigan tleiigan UUD Taliuii 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukuin mengikat iiielalui Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat icrsebut iitium diUndaklaiiJuU dengan |ienil)aliaii uiidang-undang mi.
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Pasal 559

Segala kewajihan dengan piiiak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan 
Bawaslu periode sebelumnya atau yang iclah herakhir masa tugas tetap borlangsung 
dan dinyatakan tetap berlakumonurut Undang-Undangini.

Pasal 560
Keanggoiaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleit 
Presidensebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 561
Sekretariai Jcnderal Bawaslu letap melaksanakan lugasnya dalam inemhanlu DKPP 
sampaidengan dibeniuknya Sekretariai DKPP bordasarkan Undang-Undangini.

Pasal 562
Struktur organisasi. lala kerja, dan penganggaran Penyelenggara lJcmilu pada satuan 
pemerlnlahan daerah yang bersifat khusus aiaii bersifat isiimewa yang diatur dengan 
Undang-Undang wajibmenyesuaikan dengan kelcnluan dalam Undang-Undang ini,

Pasal 563
(1) Keanggoiaan:

a. KPU;

b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;

c. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaien/Kota;

d. Bawaslu;

e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan

f. Panwaslu Kahupaten/Koia/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupalen/Koia,

yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan lugasnya sampai dengan 
berakhir masa koanggotaannya.

(2) Dalam hal keanggoiaan:

a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;

b. KPU Kabupaion/Kota/Koniisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. Bawaslu Provinsi/Panilia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceli; dan

d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Paniiia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, 
yang dihentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Taliun 2011 tentang
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Tamhahan Lcinbaran Negara Republik Indonesia Nfimoi 'iy24);

b. Undang-Undang Nomor IS Taluin 2011 teiuang Periyelenggara Pemililian Umum 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Taluin 2011 Nomor 101, Tambalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S246); dan

c Undang-Undang Nomor OTaliun 2012 loiuang Pomilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S316),

dinyaiakan masili tetap berlaku sepanjang lidak berieniangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 571
Pada saai Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 42 Taimn 2000 tcniang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 teiuang Penyelenggara Pemilihan Umun\ 
(Lembaran Negara Rcpuliiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101. Tambahan 
Lembaran Negara Republik 1 ndoncsia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor H Tatum 2012 leniang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S316);

Pasal 5? dan Pusal i.O {t), ..yal i2 i. si i i.i ayui 14} Usidaiig-Uiutung Nnjuoi 
IJ laluu: 2006 't-.Ttir.ng i,>,U!:;;j|iUhuii '\<vh (l.emh.iian Negara RupuhliR 
imluiU-Ni.i rahuri 2000 r-n:ttui 62, I I.puiharan Nej,,.uvi RepuUliR
imioiiv’da Nmnor

dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

b.

d.

Agar seliap orang rnengelahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Rcpubllklndonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Agusius20l7 
PRl'SIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TLd.

jOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16AgusUis2017

MENTERI MUKUM DAN IlAKASASl MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Tld.

YASONNA H. UOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR182

Pasal 572
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) 
tahun lerhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada canggaldiundangkan.

5 Maljkamah Konstitusi menyaukan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 
ly-IS dan udak mempunyai kekuatan liukiim mengiknl mulaliii Putusnn MK Nomor 6(i/PUU-XV/20t7.

4* Pasal/ayal tersebui belum diuml.iklaiijiiti dengan perubalian undang-undangim.
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LAM IMRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHlG^MAH KONSTITUSI

1. Pasal 10 ayat (3)

Baliwa dalam Putusaii Noinor 3B/PUU-XVI/201H, MK mcmbcrikan pcrtimbangan 
hukum terhadap Pasal lU ayat (3) sepanjaiig I'rasa "dan jumlah anggota KPU 
Kabupaten/Kaia'' dan Lampiran I sepanjang rincian label "Jumlah Anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" UU Pemiiu seliagai berikul:

a. Bahwa dalam Putusan Mahkamali Konsiiiusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, 
bertanggal 23 Juli 2013. yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan 
Pasal 10 ayal (1) hurul' c UU Pemiiu berietilangan dengan UUD Tahun 1945 
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuaian hukum mengikat sepanjang 
frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang". sementara 
Penjolasan Pasal 10 ayal (1) huruf c UU Pemiiu telah dinyatakan 
inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupatcn/kota harus 
dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga Trasa "dan jumlah anggota KPU 
Kabupaten/Kota' harus disesuaikan dengan jumlah scbagaimana dimaksudkan 
dalam Putusan Mahkamah Konsiiiusi Nomnr 3 l/PUU-XVl/2018.

b. Bahwa Apabila UU Pemiiu dibaca secara kompreliensif, terutama yang terkait 
dengan Lampiran 1, secara suhsunsial Umpiran I tersebut merupakan label 
wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemiiu yang menyatakan, "Jumlah 
anggota KPU provinsi dan Jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari undang-undang ini". Dalam batas penalaran yang 
wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) hurul'c UU Pemiiu telah dinyatakan 
berientangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai 
kekuaian hukum mengikat sepanjang frasa ”3 (tiga) alau 5 (lima) orang" tidak 
dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 
Pemiiu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 
ayat (3) UU Pemiiu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 
Pemiiu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsiiiusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. 
Oleh karena ilu, keberadaan Lampiran 1 UU Pemiiu sepanjang rincian label
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"jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" tidak relevan lagi 
dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU 
Pemiiu sepanjang I'rasa "jumlah anggota KPU Kahui>aien/Kola" dan Umpiran 1 
sepanjang rincian label “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota" adalali beratasan menuruLliukum.

2. Pa.sal 173 ayat [1) dnn ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK memberikan pcrtimbangan 
hukum terhadap Pasal 173 ayal (1) frasa "telah ditetapkan/" dan ayat (3) UU 
Pemiiu sebagai berikut:

a. bahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayal (1) UU 
Pemiiu mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa "telah ditetapkan/" 
disejajarkan dengan frasa "lulus verifikasi" dengan menggunakan tanda baca 
"/" (garis miring). Frasa "telah ditetapkan/" merupakan tindakan administratif 
mcnetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya sebatas basil pengecekan 
terhadap keterpeniihan sesualu syarai yang ditentukan Undang-Undang, di 
mana basil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya 
tindakan penetapan. Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak 
dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayal (1) UU Pemiiu. 
Oleh karena itu benar hainva keberadaan frasa "telah ditetapkan/" telah 
menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab 
lerjadinya perlakuan berbeda antar panai politik peserta Pemiiu sehingga tidak 
dapat dipertahankan;

b. bahwa frasa "tidak diverifikasi ulang dan" dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemiiu 
dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta 
Pemiiu sebelumnya yaitu Pemiiu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa 
tersebut, maka keseluruhan norma yang lermuat dalam Pasal 173 ayal (3) UU 
Pemiiu menjadi kchilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, 
bilamana hanya frasa "tidak diverifikasi ulang dan" saja yang dinyatakan 
bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemiiu akan menjadi sama 
dengan rumusan norma yang terdapai dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemiiu;
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c. bahwa terkaii pcmhodaan perlakuan icrliadap calon peserta Pemilu, 
Mabkamah dalam Puiiisan tcrdahulu yaitu Puiiisan MK No, 52/PUUX/2012/. 
Tanggal 29 Agustus 2012 telah menyaiakao norma yang mengatur Iial yang 
sama yaitu Pasal 0 ayai (1) UU 8/2012 hcriuuangan dengan UUD Ta)iun 1945 
dengan pertiinbangan haliwa pada ranali kepesertaan dalam koniestasi politik 
sopcrti Pemilu, perlakuan berbeda lidak dapai riibcnarkan. Olch karena ilu 
perimbangan MK dalam Putusan MK No. 52/PUU-X/2012/ masih relevan, 
sehingga norma dalam Pasai 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas lelali 
menghidupkan kembali norma yang idah dinyaukan inkonstitusional oleli MK.

d. bahwa norma UU Pemilu tidak boleli menuiai norma yang pada pokoknya 
mengandung perlakuan berbeda lerliadap calon peserta Pemilu karena 
bertentangan dengan liak atas kesempatan yang sama di dalam hukiim dan 
pemerintahan, Kemudian MK juga memperhatikan keadilan bagi setiap calon 
peserta Pemilu, pemekaran dacrah dan perkembangan demografi, partai politik 
sebagai badan hukum yang dinamis dan verifikasi menyeluruh terhadap 
keterpenuhan syarat peserta Pemilu. Oieh karena itu perlakuan berbeda dapat 
dihindari dengan cara setiap partai politik calon peserta Pemilu harus 
mengikuti verifikasi dalam rangka uniuk menyederhanakan jumlali partai 
politik peserta Pemiiu sesuai dengan desain konstitusional dalam UUD Tahun 
1945.

3. Pasal 557 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut:

a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebiitkan adanya pencabutan terhadap 
Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal 557 ayat (2) UU 
Pemilu dengan sendtrinya telah mcncabui pasal yang berkenaan dengan 
Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571 huruf ri UU Pemilu telah mengubah 
subsiansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan 
penyclenggaraan pemilu di Aceh;

b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, moskipun KIP dan Panwaslih
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inerupakan tembaga yang dibentuk sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, 
kuberadaan lembaga-lembaga torscbui bukanlah bagian bagian dari leinbaga 
yang msnjalankan keislimewaan Aceh, Kemudian KIP sebagai pcnyelenggara 
Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dengan dari 
pcnyelenggara Pemilu di daerah lain, demlkian pula dengan keanggotaan KIP, 
lormasuk proseduralau lata cara pengisian kcanggotaannya. Namun selcalipun 
icrriapat perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu 
sendiri. Berdasarkan Pasai 22K UUD Tahun 1945 yang menyauikan hanya KPU 
yang memiliki kewenangan sebagai pcnyelenggara Pemilu, maka dapat 
dikonstruksikan secara konstutiona! bahwa KIP sebagai bagian dari KPU. 
Selelah KPU, KIP dilempaikan sebagai bagian dari KPU dimana KIP diberi 
kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan 
Pemiiu dan Pilkada di Aceh. Dalam konleks demikian, KIP Aceh dan KiP 
Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula balnya dengan Panwaslih 
yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;

c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerinialian Acch telah menegaskan bahwa KIP 
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh karena itu 
kewenangan KIP biikan diberikan oleli UU Pemerintahan Aceh, melainkan 
merujuk kepada koiucks sejarah keberadaan KPU dan kelahiran serta 
keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota: dan

d. bahwa jika lial-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta 
prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota hendak 
dilakukan perubahan hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan 
hierarkis pcnyelenggara Pemilu yang hersifat nasional. perubahan itu 
memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. 
Dalam hal ini. apabila pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan 
yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal iiu mengacu kepada UU 
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur 
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya 
berhubungan langsung dengan kekhususan aiau keislimewaan yang diatur 
dalam UU Pemerinialian Aceh maupun yang mengubah ketentuan UU

PllSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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Pemerinialian Aceh akan bordampak pada terjadtnya ketldakpastian hukuin 
bagi pemeriiuahan Aceh maupun rakyai Aceh secara keseluruhan, yang berarti 
dengan sendirinya berientangan dengan Pasal 20D ayal (1) UUD Tahun 1945.

4. Pasal 571 hunif d

Bahwa dalam Putiisan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan

pertimbangan hiikum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu sebagai

berikut:

a. baliwa bcrlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu lelah mengubah substansl UU 
Pemeriniahan Aceh yang herkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan 
pemilu di Aceh dimana MK iclah menyalakan pendiriannya sebagaimana 
tertuang dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017;

b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh bukan 
merupakan bagian dari kekhususan dan keistimcwaan Aceh, namun konteks 
ihstods dari kebcradaannya harus tclap dihormaii. Olch karena itu apabila 
hendak dilakukan perubalian berkcnaan dengan nama maupun komposisi 
keanggotannya, maka proses aiau tala caranya memerlukan konsultasi dan 
pertimbangan DPRA sebagaimana riiletuukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncio 
Pasal 269 UU Pemeriniahan Aceh;

c. baliwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak 
lerpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional, Oleh 
karena itu, perubahan terbadapnya dl masa yang akan datang sangat mungkin 
dilakukan apabila terdapat kebutuhan uniuk itu. Namun perubahan itu pun 
dilakukan sesuai dengan proses dan lata cara dalam UU Pemeriniahan Aceh; 
dan

d. bahwa MK lidak memperoleh cukup bukii yang dapat menyakinkan bahwa 
proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan 
konsulusi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur pembentukan dan 
perubahan UU Pemeriniahan Aceh berdasarkan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 
269 UU Pemeriniahan Aceh. Sehingga Pasal 571 huruf d UU Pemilu 
bertentangan dengan Pasal 201) ayat (1) UUI) Tahun 1945,
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KATA PENGANTAH DAFTAR ISl

I

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Taliun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga uniuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan poliiik 
luar ncgeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalali inclakukan pcmaniauan 
dan peninjauan tcrhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Poiaksanaan Undang- 
Undang di Badan Kealilian DPR RI ineniberikan 
dukungan kcaiilian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan lersebul dengan memantau dan monginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah KonsUtusi yang mcnyaiakan pasal/ayal dalam undang- 
undang berteniangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Taluin 2003 icniang Mahkamah Konsiiiusi (UU 
Mahkamah Konstitusi) yang mcnjadi landasan luikum atas penyelenggaraan peradilan 
konstltusi telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, Satu pasal dalam UU 
Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mcmpunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Talmn 1945, baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstilusional bcrsyarat. yang kcmudian ditampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen ini lerdiri dari pembukaar undang-undang, batang tubult 
undang-undang, Informasi undang-undang yang meiaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang herisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayal yang dibacalkan.

Marapan kami dengan adanya dokumen ini dapai memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kcpala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

KATA PENGANTAR..................................................................................................................2

DAFTAR ISl..............................................................................................................................3

PASAL/AYAT YANG DiBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
1. Pasal 55....................................................................................................................21

LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI...................................30

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2003 

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

Dcngan Perseiujuan Bcrsama 
DEWANPERWAKII.ANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENCAN RAMMATTUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa Negara Kesaiuan Republik Indonesia merupakan negara 
hukum yang bordasarkan Pancasila dan Undang* Undang Dasar 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk 
mewujudkan lata kehidupan bangsa dan negara yang lertib, bersih, 
makmur, dan berkeadiian;

b. bahwa Mahkamah Konsiitusi sebagai salah satu pciaku kekuasaan 
kehakiman mcmpunyai peranan penting dalam usaha menegakkan 
konstiiusi dan prinsip negara hukum sosuai dengan tugas dan 
wewenangnya sobagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan keteniuan Pasai 24C ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur 
tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusl, hukum 
acara, dan keicnluan lainnya tentang Mahkamah Konsiitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasai II! Aturan Peralilian Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu membenluk Undang-Undang tentang 
Mahkamah Konsiitusi;

Mengingat ; 1. Pasai 7A. Pasai 7H. Pasai 20, Pasai 21, Pasai 24, Pasai 24C, dan Pasai
25 Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ic-ntang Ketentuan-ketentuar. 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2951) sebagaimana teiali diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3B79):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;
1. Mahkamah Konstiiusi adalah salali satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahunl945.
Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjulnya disehul DPR adalah Devvan 
Perwakiian Rakyat sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik IndonesiaTahun 1945.
Permohonan adalah perminuan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah 
Konstiiusi mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

IndonesiaTahun 1945;
b. sengketa kewenangan iembaga negara yang kewenangannya diberikan olch 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. pembubaranpartai poliiik:
d. perselisihan tentang basil pemilihan umuin; atau
e. pendapal DPR bahwa Presiden dan/alau Wakil Presiden diduga telah 

molakukan pelanggaran hukum berupa pengkliianaun terhadap negara. 
korupsi, penyuapan, lindak pidana beral lainnya, atau perbuaian tercela, 
dan/atau tidak lagi memenulii syarai sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

3.

PUSATPEMANTAUAN PELAK.SANAAN UNDANG-UNDANG 
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jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) had kcrja scjak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan
Pengujian Undang-Undang terhadap 

Undaiig-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan uniuk diuji adalah undang-undang yang 
diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,

kewenangan

Pasal 51
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 

konsliuisionalnya dirugikan oleli berlakunyaundang-undang yaitu:
a. pcrorangan warga negara Indonesia:
b. kesaiuan masyarakai liiikum adai sepanjang masili hidup dan sesuai dengan 

pcrkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yangdialur dalam undang-undang:

c. badan hukum publik aiau privat; aiau
d. Icmbaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jeias dalam permohonannya tentang hak 
dan/atau kewenangan konsiitusionainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib 
menguraikan dengan jeias bahwa:
a. pembentukan undang-undang tidak mcmenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; dan/atau 
maleri muatan daiam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap 
hertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

b.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyainpaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konsiitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (lujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53
Mahkamah Konstitusi memberilahulcan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan

pengujian undang-undang dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54
Mahkamah Konstitusi dapal mcminta kelerangan dan/aiau risalah rapat yang 
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperlksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakiian Dacrah. dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undaiigan di bawah undang- undang yang 
sedang dilakukan Mahltamah Agung wajib fHlivniil:;!!) apabila undang-undang 
yang menjadl dasar pengujian peraturan tensebut sedang dalam prose.s 
pengujianMahkamah Konstitu.sj sampai ada putu.san Mahkamah Konstitusi.1

Pa.sal 56
(1) Dalam hal Malikamaii Konstitusi l)erpendapat liahwa pemolion dan/aiaii 

permohonannya tidak memonuhi syarai sebagaimana dimaksud dalam Pasai SO 
dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permolionan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamah KunsLiUisi berpeiulapai baiuva permolionan boralasan, 
amar putusan menyatakan permohonan dikabuikan.

(3) Dalam hal permohonan dikabuikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Matikamah Konstitusi menyaukan dengan togas materi muatan ayat, pasal, 
dan/atau bagian dad undang-undang yang bortentangandengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,

(4) Dalam lial pembentukan undang-undang dimaksud tidak memonuhi ketentuan 
pemhontukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan 
dikabuikan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak borcenlangandongan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan 
maupun materinya sebagian atau keselurulian, amar putusan menyatakan

Mahkamah Konstiiusi menyatakan frasa "dlhentlkan" dalam Pasal 55 bertentangnn dengan UUD 
Tahiin 19-15 dan tidak memiliki kckiiacati Imktim mengiknt sepanjang ddalt dlmaltnal "Pentjujian 
peraturan perundang-unduntjan di bawuli undang-undang yang sedang dtlakuknn Mulikitmuh Agung 
dltunda pemeriksaannya apabilu undang-undang yang menjadi dosar pengujian peroturor? lerseliut 
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstiiusi sampai odii putusan Malikwnah Konstitusi" 
melalui Putusan MK Nonior 93/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut beluni diiindakianjuci dengan perubahan undang-undang ini.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 55

Bahwa dalam Puiusan Nomor y3/PUU-XV/i>0i7, MK memberikan pertimbangan

iiukum tcrhadap pengujian PasaE 55 UU Malikamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Bahwa sccara ickstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah 
untuk menghcniikan semeiitara. Hal itu dapac dipahami dari penggunaan kata 
"dilientikan" dan frasa "sampai ada puiusan Mahkamah Konstitusi". Kedua 
rumusan dalam norma torsebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian

b. proses pengujian peraturan porundang-unriangan di bawah undang-undang oleii 
Mahkamah Agung adalah untuk sementara waklu, Dnngan Uonslruksl demikian, 
tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang- 
undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar 
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata "dilientikan" membuka peluang 
ditafsirkan untuk dijaluhkannya pulusati akhir bcrupa permohonan tidak dapat 
diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata "dihentikan" telah 
menycbabkan tcrjadinya ketidakpastian liukuin. Ketidakpaslian liukum terscbut 
baik lerkatl siibstansi norma Pasal 55 UU MK scndiri mnupun ketidakpastian 
hukuin bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil 
sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, danbiayarlngan:

c. Bahwa oleh karena sumber ketidakpaslian Iiukum terscbut adalah keberadaan 
kata "dihentikan", maka beralasaii hukum untuk menyaiakan kau tersebul 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda 
pemeriksaannya". Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal 
perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. 
Bahkan, makna demikian jauh Ichih memberikan kepastian Iiukum terhadap teks 
norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian Iiukum bagi pencari keadilan yang 
mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang;

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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OLEH PUTUSAN MK

DAN BKOp

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

MAJELJS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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KATA PENGANTAK
DAFTAR ISl

DPR R1 memiliki 3 (tiga) fungsi ucama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga uniuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR R! adalah melakiikan pemantauan 
dan poninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemaniauan Pelaksanaan Undang- 
Unclang di Badan Keahllan DPR R1 memherikan 
dukungan koahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyacakan pasal/ayat dalam undang- 
undang borteniangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(UU MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas pcnyelenggaraan 
legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiii olch Mahkamah Konstitusi. Beberapa 
pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua telaii dinyatakan bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan lidak moinpunyai kekuaian hukum mengikal oleh Mahkamah 
Konstitusi.

Dokumcn ini merangkum pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, balk dinyatakan Inkonsiiiusional 
maupun konstitusional hersyaral, yang kemudian diiampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen ini icrdiri dari pembukaan undang-undang. batang lubuh 
undang-undang. tnformasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkail. dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Ilarapan kami dengan adanya dokumen ini dapat membertkan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggnta DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemaniauan Pelaksanaan Undang-Undang,

KATA ....................................................................................................................................... 2

DAFTAR ....................................................................................................................................3

Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan MK

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)................................................... 7

2. Pasal 122 hurufi......................................................................................................13

3. Pasal 245 ayat Cl).................................................................................................... 17

LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI................................... 25

Rudi Roclimansvah. S.H.. M.H,
NIP. 196902131993021001



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 201U 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN Z014 TENTANG 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMATTUllAN YANG MAMA ESA

Majelis Pormusyawaraian Uakyal, Dewati Perwakilan Rakyal, Dewan 
Pei-wakilan Dacrali, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Meiigingal: a. Pasal 19 ayal (2). Fasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Rcpublik Indonesia Taimn 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 centang Majelis 
Permusyawaraian Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taluin 2014 Nomor 102, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 lentang 
Perubahan aus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tenlang Majelis 
Permusyawaraian Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bcrdasarkan 
keralq-atan yang dipimpin nich hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaraian/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat 
yang mampu menyerap dan menipei-juangkan aspirasi rakyat untuk 
mewujudkan Uijuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara 
Kesaluan Repu!)!ik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaraian rakyat, lembaga 
perwakilan rakyal, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlii menata Majelis Permusyawaraian 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah. dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

c bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaraian Rakyat. Dewan Perwakilan 
Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaraian Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah lidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum 
dalam masyarakai sehingga porlu diubah;

0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang lentang 
Perubahan Ketiua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 lentang

Mcneiapkaii;

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN;

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUUAllAN KEDUA ATA-S UNDANG- 
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKIUN RAKYAT 
DAERAH.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaracan RakyaU Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taluin 2014 
Nomor 182, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 lentang Majelis



Permusyawaraian Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyai, Dewan Peiwakilan Dacrah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerali (Lcmbaran Negara Uepublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 383, Tambahan Lcmbarati Negara Repiibiik Indonesia Nomor 5650) diubah 
sebagai berikul:

1. Ketentuan Pasal 15 ayai (1) diubah seliingga Pasal 15 bcrbunyi sebagai berikut:

"Pasai 15

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang kciiia dan 7 (tujuli) orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleb anggota MPR.

(2) Pimpinan MPR scbagaimana dimaksud pacia ayat (1) dipilih dari dan oleb anggota 
MPR dalam satu paketyang bcrsifat tetap,

(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari Iraksi dan/atau kelompok anggota 
disampaikan di dalam sidang paripurna.

(4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.

(5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah 
untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapal paripurna MPR.

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemunguian suara dan yang memperoleh 
suara lerbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR.

(7) Selaina pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 
sidang MPR pertama kali untuk menelapkan pimpinan MPR dipimpin oleb 
pimpinan sementara MPR.

(8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari 
anggota MPR yang tortua dan termuda dan fraksi dan/atau kelompok anggota 
yang berbeda.

(9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.

(10) Ketentuan leblh lanjut mengonai lata cara pemililian pimpinan MPR diatur dalam 
peraturan MPR tentang taia tertib."

b. memberikan perseiujuan aiau tidak memberikan persetujuan terhadap 
peraturan pemeriniah pengganti unriang-undang yang diajukan oleh Presiden 
untuk menjadiundang-undang;

c. membahas rancangan uiuiatig-undangyang diajukan oleli Presiden atau DPR;

d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai oionomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah. pengelolaan sumber daya alam dan sumbor daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah:

e. membahas bersama Presiden dengan memperbatikan pertimbangan DPD dan 
memberikan persetujuan atas rancangan undang“,undang tentang APBN yang 
diajukan oleb Presiden:

r. membahas dan menindaklanjuli liasil pengawasan yang disampaikan olcii DPD 
alas peiaksanaan undang-undang mengenai oionomi dacrali, penibonlukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan dacrah, 
pengelolaan sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lainnya, peiaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, rianagama;

g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan 
membuat perdamaian dengan negara lain;

h. memberikan persetujuan atas perjanjian inlernasional terlcntu yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan 
atau pembentukan undang-undang:

i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan 
abolisi;

j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar 
dan menerima penempatan duta besar negara lain;

k. memilih anggota BPK dengan memperbatikan pertimbangan DPD;
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudislal;
m. memberikan [>ersetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk ditetapkan sebagai liakiin agung oleb Presiden; dan
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitiisi dan mengajukannya kepada Presiden 

untuk diresmikan dengan keputusan Presiden."

2. Ketentuan Pasal 71 diubah seliingga berbimyi sebagai berikut:

"Pasal 71
DPR berwenang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama;

3. Pasal 73 diubah seliingga bcrbunyi sebagai berikut;

"Pasal 73
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan lugasnya, berhak meinanggil setiap 

orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggiian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!)■
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4. Ketentuan Pasal 74 diubah schingga berbunyi scbagai berikut:

■Pasal 74
(1) DPR dalam melaksanakan wewenatig dan Uigasnya, berhak memberikan 

rokomendasi kepada .sellap orang melalui mokanlsme rapat kerja, rapat dengar 
pendapal, rapat dengar pcndapai umum, rapat paniiia khusus, rapat panllia kerja. 
rapat tim pengawas. aiau rapat tim lain yang diljcnluk oleh DPR demi kcpentingan 
bangsa dan negara.

(2) Setiap orang wajib menindaldanjuli rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l).

(3) Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana

Mahkamali Kunsmusi menyaiakan Pasal 73 ayat (3), ayat {4j, ayai (5). dan ayac (6) bertenungan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak menipunyai kekuatan hukum menglkat melalui Putusati MK 
Nomor 16/PUU-XVI/20IB.

4» Pasal/ayat terscbut belum diUndaklanjuti dengan perubaban uiidang-undang ml.

dimaksud pada ayal (1) pejabat negara aiau pojaliat Pemci-intali, DPR dapal 
mcnggunakan liak inierpelasi, hak angkei, hak menyatakan pendapal, aiau liak 
anggota DPR mengajukan perlanyaan.

(4) DPR dapat meminta Presidcn untuk memberikan sanksi adminisiratif kepada 
pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden aiau pejabat 
pemerintali yang tidak melaksanakan aiau mengabaikan rekomendasi DPR.

(5) Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau 
pcnduduk, DPR dapat meminta kepada insiansi yang berwenang untuk 
memberikan sanksi."

5. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai herikut:

"Pasal 83
(1) Alai kolengkapan DPR terdiri atas:

a. pimpinan:
b. Badan Musyawarah;
c. komisi;
d. Badan Legislasi;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;

g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
h. Mahkamah Kehormaian Dewan;
i. Badan Urusan Rumah Tangga;
|. panitia khusus; dan

(2) anggota DPR dalam satu paketyang bersifat tetap.

(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat 
pari puma DPR.

(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) 
orang bakal calon pimpinan DPR.

(.S) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipilih secara mu.syawarah 
untuk inufakat dan dilelapkan dalam rapat pari puma DPR,

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungiitan suara dan yang memperoleh 
suara terbanyak ditetapkan scbagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk.



sidang DPR periama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin olei» 
pimpinan sementara DPR.

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayal [7) berasal dari 
anggoia DPR yang icrtiia dan lermuda dari fraksi yang berbeda.

(9) Pimpinan DPR dileiapkan deiigan kepulusan DPR.

(10) Ketentuan lehih lanjul mcngonai tata cara pcmililian pimpinan DPR diatur dalam 
peraturan DPR lenlang tala lortib."

6. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal lOSberbunyi sebagai berikut;

•Pasal 105

(1) Badan Legislasi bertugas:

a. mcnyusun rancangan program iegislasi nasional yang memuat daftar urutan 
rancangan undang-undang beseria alasannya untuk 5 (lima) tahun dan 
prioritas tahunan di lingkungan DPR;

b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat 
daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) 
tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pomcrintah, dan DPD;

c. mengkoordinasikan penyusunan naskali akademik dan rancangan undang- 
undangyangdiajukan oleh anggota DPR, komisi, dangabungankomisi;

d. menyiapkan dan mcnyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi 
dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah 
ditetapkan;

e. melakukan pengharmonisaslan, pembulatan, dan pemantapan konsep 
rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi. atau gabungan 
komisi sebclum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada 
Pimpinan DPR;

f. memberikan pertimhangan terhadap rancangan undang-undang yang 
diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar priorius 
rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang 
terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam 
program legislasi nasional perubahan;

g. melakukan pembahasan, pengubalian, dan/atau penyempurnaan rancangan 
undang- undang yang secarakhusus diiugasi oleh Badan Musyawarah;

h. melakukan pcmaniauan dan peninjauan terhadap undang-undang;

i. mcnyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

mated muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi 
dan/atau paniliakhusus;

k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolcgnas 
perubahan;

l. membuai laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang* 
undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan 
DPR; dan

m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang- 
undangan pada akhir masa keanggoiaan DPR untuk dapat digunakan oleh 
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi mcnyusun rencana kerja dan anggaran untuk pciaksanaan 
tugasnya sesuai dengan kcbutulian, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan 
Urusan RumahTangga.”

7. Di amara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan saiu paragraf.yakni Paragraf 5A dan 
di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 7 (lujuh) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 
112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal 112F, dan Pasal 112G, yang berbunyi 
sebagai berikut:

"Paragraf 5A
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

Pasal 112A
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh 
DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa 
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai 
dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas u.siil fraksi yang ditetapkan dalam rapat 
part puma pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Pasal 112C

(1) Pimpinan BAKN merupakan satii kesaluan pimpinan yang bersifat kolektif dan 
kolegial.

(2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang vvakil ketua 
yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyaNvarab 
untuk mufakat dan proporsional menurui pcrimfaangan jumlah anggota liap-tiap 
fraksi.

(3) Peneiapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakukan dalam



rapat 13AKN yang dipimpin oieh pimpinan DPR sctclali penetapan susuiian dan 
keanggoiaanBAKN.

8. Ketentuan Pasal 12! ayal (2) diubah seliingga Pasal 12! berbunyi sehagai bcrikut;

Pasal 112D

b.

d.

(1) BAKN bertugas:

a. melakukan penelaalian Lerliadap leiiuian basil pemeriksaan BPK yang 
disampaikan kopada DPI!;

menyampaikan basil penelaahan sebagaimana dimaksud dalatn buruf a 
kepada komisi;

mcnindaklanjiiii basil pembahasan komisi terhadap temuan basil 
pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan

memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kor|a pemeriksaan 
tahunan, hambacan pemeriksaan, serta penyajlan dan kualitas laporan.

(2) Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayac (1) tiuruf c, BAKN 
dapat meminta pcnjelasan dari BPK, PemeriiUah, pemerinlah daerah, lembaga 
negara Jainnya, Bank indonesia, badan usaha milik ncgara, badanlayanan umum, 
badan usaha milik daerah. dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara.

(3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan 
lanjuta n.

(4) llasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a, huruf b, dan huruf d 
disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Pasal 112E
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayai (1), BAKN 
dapat dibantu oleh akuntan, ahli luikum, analis keuangan, dan/atau peneliti.

Pasal 112F
BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pciaksanaan tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 112G
Ketentuan lebih lanjut mengenai uia cara pembenlukan, susunan, tugas, wewenang, 
dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraiuran DPR teniang tata lertib."

(1)

(2)

(3)

C4)

(5)

(6)

“Pasal 121

Pimpinan Mahkamah Keliormalan Dcwan merupakan satu kesatuan pimpinan 
yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Mahkamah Kchormatan Dewan icrdiri alas 1 [satu) orang kelua dan 
paling banyak 4 [empal) orang wakil kelua yang dipilih dari dan olch anggota 
Mahkamah Keliormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tolap bcrdasarkan 
usuian fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Seiiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 [satu) 
orangbaka! calon pimpinan Mahkamali Keliormatan Dewan.

Dalam hal pemilihan pimpinan Malikamali Keliormatan Dewan bcrdasarkan 
musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, 
kcputusan diambii bcrdasarkan suara terbanyak.

Pemilihan pimpinan Mahkaman Kchormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kchormatan Dewan yang dipimpin 
olcii pimpinan DPR setoiah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah 
Keliormatan Dewan.

Pimpinan Mahkamah Keliormatan Dewan diictapkan dengan keputusan pimpinan 
DPR.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Malikamah 
Keliormatan Dewan diatur dalam peraiuran DPR teiitang tata tertib."

9. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A yang 
berbunyi sebagai berikut:

'Pasal 121A
Malikamah Keliormatan Dewan melaksanakan fungsi:

a. pencegahan dan pengawasan; dan
b. penindakan.”

10. Ketentuan Pasal 122 diubah .scliingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah 
Keliormatan Dewan bcitugas:



a. melakukan pencegahan terjadiMya pelaiiggaran Koile lilik;

b. melakukan pengawasan icriiadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota 
DPR;

c melakukan pengawasan icrliaclap ucapan, sikap, periiaku, dan tindakan sistem 
pendukung DPR yang bcrkaitan dengan tugas dan wewonang anggota DPR;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 
peraturan perundang-undangan, dan Kode lilik;

e. melakukan penyeliriikan porkara pelanggaran Kodo lilik;
f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode lilik sistem pendukung yang 

berkaiian dengan pelanggaran Kode Etikyang dilakukan sistem pendukung DPR;
g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode litik;
h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang 

bcrkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem 
pendukung Pegawai Negeri Sipii;

i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
j. melakukan peiiinjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
k. mengevaluasi peiaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
l. meagaiiiuil iiKiuiin daii/aci-i i i.tiu lui-Iunlap ;>rang

pcr.s<MMajigau, licnuapa!- .uan;-, aii.u 'f.n!,-.!! iiukiin: yung mereiidahkan 
keSionnatan DPR dan DPR;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tala beracara 
Mahkamali Kehormatan Dowan kepada Fitnpinan DPR dan Pimpinan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencana kerja dan anggaran scliap lalmn sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan 
rumalitanggaDPR."

11. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 122A dan 
Pasal 122B yang berbunyi sebagai berikui:

a. melakukan kegiatan sural menyurat di internal DPR:

b. memberikan Imbauan kepada anggota DPR unuik mematuhi Kode Etik;
c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik 

sistem pendukung DPR;

d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengavvasi ucapan, sikap, 
perilaku, dan tindakan anggota DPR;

e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode elik sistem 

pendukung DPR:

g. meminla data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka ponyolcsaian perkara 
pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;

h. mcmanggii pihak terkait dalam rangka penyeiosaian perkara pelanggaran kode etik 
DPR;

i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik 
sistem pendukung DPR;

j. memeriksa dan meinulus perkara pelanggaran kode etik DPR;
k. memeriksa dan memuius perkara pelanggaran kode etik sisiem pendukung DPR;
l. menglienlikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode clik DPR 

dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
0. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipii negara terkait 

pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode 
Etik anggota DPR.

Pasal 122B
Mahkamah Kehormalan Dewan da>am melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 
dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakitan.“

"Pa.sal 122A
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah 
Kehormalan Dewan berwenang:

J Mahkamah Konstitiisi menyatakan Pn.sal 122 huruf I bertentangan dengan UUO Talmn 1945 dan lidak 
mempunyaj kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Notnor 16/PUU-XVI/201B.

❖ Pasal/ayai tersebut lieiumdilindak!an]iilideiig;ui perulialian imdaiig-ujidang mi.

12. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pa.sal 164 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 164

(1) Usui rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, 
gabungan komisi, atau Badan Legislasi.

[2) Usui rancangan undang-undang disampaikan secara terlulis oleh anggota DPR. 
pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR discrlai



dafiar nama dantanda tangan pengusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan urdang-undang sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) dalam rapat paripurna, berupa:

a. persetujuan:
b. persetujuan dengan pcngubahan; aiau
c. penolakan.

(4) Dalam hat persetujuan dengan pengubalian, DPR menugasi komisi, Badan 
Legislasi, aiau paniiia khiisus uniuk menyempurnakan rancangan undang-undang 
tersebul.

(5) Rancangan undang-undang yang lelah disia)5i<an oleh DPR disampaikan dengan 
Surat pimpinan DPR kopada Presiden."

13. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 180A yang 
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 180A
Sehelum pengambilan kepulusan Rancangan Undang-Undang tencang AP13N antara 
Badan Anggaran dan Pemeriniab pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajlb mengkonsultasikan dan melaporkan hasil 
pembahasan atas Rancangan Undang- Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan 
DPR."

14. Ketentuan Pasal 204 diubali schingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 204
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara 

Indonesia dan/atau orang asing yang hertompat lingga! di Indonesia untuk 
dimintai keterangan.

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)wajib memenuhi panggilan panitia angket.

(3) Daiam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setdah dipanggil 3 (liga) kali berturut- 
turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan 
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kopada Kepaia Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

(5) Permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat [4) diajukan secara 
tertulis kepada Kepaia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang paling soclikit 
memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pihak yang 
dipanggil paksa.

(6) Kepaia Kepolisian Negara Republik Indonesia memcrintahkan Kepaia Kepolisian 
Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3).

(7) Dalam tial menjalankan panggilan paksa seiiagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan luikuni 
dan/atau warga jnasyarakat paling lama 15 (lima bclas) Hari.

(0) Ketentuan lebih lanjui mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan penyandoraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan 
Peraiuran Kepolisian Negara Rcpuldik Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 224 diubah scliingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 224
(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

perianyaan, dan/atau pendapatyang dikemukakannya baik secara lisan maupun 
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan 
fungsi serta wewenang dan lugasDPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, 
kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang sumaca-maia kai-ena 
hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, portanyaan, 
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di 
luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 
yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan."

16. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 245
(1) Pemanggilan itan jjerupjniaan keivnijit'un Uupada anggota DPR .sdiubuiigan 

(iengaii lerjadlnya ttml.ik piikma yang tidak .selnil»(i:gai> deiigan 
psialo.atiaan tugas st'ijagaisr.atta il.ttn.tk.svui ilalaitt P.is.sl 224 bani.s



k-rU:!f. ^ r: -uMv-Saii mi-sulop.it
(HTri'iiijaiigan ihtri -i

(2) Persetujuan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila 
anggoiaDPR:

a. tertangkap langan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan lindak pidana kejal.ataii yang diancam dengan pidana 
mat! atau pidana penjara seumur liidup atau tindak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan ncgara herdasarkan bukti permulaan 
yang cukup; atau

c. disangka melakukan lindak pidana kiiusus."

17. Ketenluan Pasai 2W ayai (1) ditambaii 1 (sniu) Imi'ut', yakni huruf j schingga Pasal 
249 berbunyi sebagai berikuL;

"Pasal 249
(1) DPD mempunyai wewenang dan Uigas:

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerab, hubungan pusai dan daerah, pembeniukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumhor daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah kepada DPR;

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal 
scbagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menyusun dan menyampaikan daftar invenlaris masalah rancangan undang* 
undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaiun dengan hal 
scbagaimana dimaksud dalam huruf a;

Mahkamali Konstltusi inenyatakan Pr.isa ‘Pemangyilon <lan permimaun ketemngan kepada anggota 
DPR sehubungan dengan icrjarilnya tindak pidana yang tidok sehubungan dengan pelaksonaan tugos 
sehagaitnana dimaksud dalam Pasal 22d haras mondapaikon penxtujuan certulis dari Presiden" dalam 
Pa.wl 24S ayai (1) berteiuangan dengan UUD Taliun 19-1S dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang ddak dlmaknal dalam kontcics scinata-mata pemanggilan dan peraiintaan 
keterangan kepada anggota Dewan Penvakllan Rakyat yang dtduga melakulian tindak pidana 
melalui Putusan MK Nomor lG/PUU-XVI/2018.

Mahkamali Konstltusi menyatakan frasa "setelah mendopatperctmbangan dan Malikamah Keliormacan 
Dewan" dalam Pasal 24S ayai (1) berientangan dengan UUD Tahun 1945 dan ddak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/201B.
Sehlngga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadl:
'Pemanggilan dan permimaan keterangan kepada anggota DPR yang dtduga melakukan tindak 
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksonaan tugas sebogaimnna dimaksud dalam Pasal 224 
harus mendupaOtan persetujuan tertulis dari Presiden."
❖ Pasal/ayal tersehut belunidiUndnklanjiiiidenHaii perubahan undang-undang im.

d. memberikan perlimhangan kepada DPR aias rancangan undang-undang 
tentang AP13N dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, danagama;

e. dapal melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembontukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
liubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumher daya alam, dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembeniukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. 
liubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumher daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan 
agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuli;

g. monerima liasil pemeriksaan atas keuangan negara dari IIPK sebagai balian 
membuat perlimbangan kepada DPR lentaitg rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan APBN;

h. memberikan pcriimhangan kepada DPR dalam pemilihan anggoia BPK;
i. menyusun program legisUsi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

liubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerali, pengelolaan sumber daya alam dan sumlior daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah; dan

j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan 
peraluran daeraii.

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, anggota DPD dapal melakukan rapai dengan pemerintah daerali, DPRD,
dan unsur masyarakat di daerali pemilihannya."

18. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diiibah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

"Pa.sal 250
(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

249. DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke 
dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan 
ketentuan peraluran perundang- undangan.

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1). untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus 
dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibalias bersama.

(3) Pengelolaan anggaran DPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Sekretariai Jenderal DPD di bawali pengawasan Panitia Urusan Rumah 
Tangga sesuai dengan ketentuan peraluran per undang-undangan.



[4) DPD menelapkan pertanggungjawaban pengclolaan aiiggaran DPD dalatn 
peraturan DPD sesuai dengan ketentuan pcraluran pcrundang-undangan.

(5) DPD melaporkan pengelnlaan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada publik dalam taporan kinerja tahunan."

bcrtanggung jawab kepada alat keleiigkapan dewaii yang melaksanakan fungsi 
pengawasan.”

21. Ketentuan Pasal 424 diubah scliingga berbunyi sebagai berikut:

19. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga herhunyi sebagai berikut:

"Pasal 260

(1) Pimpinan DPD terdiri aus 1 (satu) orang keiua dan 3 (tiga) orang wakil ketua 
yang dipllih dari dan oleli anggoia DPD dalam sidang paripurna DPD.

(2) Dalam hal pimpinan DPD scbagaimana dimaksud pada ayat [1) belum terbentuk, 
DPD dipimpin oleli pimpinan sementara DPD.

(3) Pimpinan sementara DPD scbagaimana dimaksud pada ayat [2) terdiri atas 1 
(satu) orang ketua sementara dan 1 (sale) orang wakil ketua sementara yang 
merupakan anggota tertua dan anggota termuria usianya.

(4) Dalam lial anggota tertua dan/atau anggota termuda scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalali anggota tertua dan/atau 
anggota termuda bcrikulnya.

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan kcpuiusan DPD.

(6) Pimpinan DPD sebcluin momangku jabalannya mcngucapkan sumpah/janji yang 
teksnya scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 250 yang dipandu oleh Ketua 
MahkamahAgung.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemililian pimpinan DPD diatur dalam 
peraturan DPD tentang tata lertib."

20. Di anlara Pasal 413 dan Pasal 414 disisipkan 1 (saiu) pasal, yakni Pasal 413Ayang 
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 413A

(1) Badan Keahlian DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukimgan pclaksanaan fungsi logislasi DPR berkoordinasi dan 
berlanggung jawab kepada Badan Legislasi.

(2) Badan Keahlian DPR .scbagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukungan pclaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan 
bcrtanggung jawab kepada Badan Anggaran.

(3) Badan Keahlian DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukungan pclaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan

"Pasal 424

Peraturan pclaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditelapkan paling lama 6 [enam) 
bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

22. Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 427A, Pasal 
427B, Pasal 427C, Pasal 427D, dan Pasal 427E yang berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 427A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. pimpinan MPR dan DPR yang herasal dari fraksi yang sedaiig monjabat tetap 
melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya poriode keanggotaan MPR dan 
DPR hasil pemiiihan umum Tahun 2014;

b. penambalian kursi pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 
pimpinan DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 04 untuk jabatan wakil 
ketua; dan

c. penambalian wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diherikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam 
pemiiihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga). serta 
urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di 
DPR dalam pemiiihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

U)

(2)

Pasal 4270

Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A berlaku sampai 
berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemiiihan umum tahun 2014.

Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT 
sebagaimana diatur dalam Pasal 97. Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan 
Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil pemiiihan 
umum tahun 2014.



Pasal 427C

(1) Susunan dan mekanismo pemililian piinpitian MHR masa keanggoiaan MPR
setelah hasii pemililian umum tatiun 2010 dilaksanakan dengan keientuan sebagai
berikut:

a. pimpinan MPR lerdiri alas 1 [satu) orang koiua dan 4 (empat) orang wakil 
keiua yang dipilih dari dan oleh anggoia MPR;

h. pimpinan MPR scbagainiana dimaksiid pada liuruf a dipilih dari dan oleh 
anggota MPRdalamsalu pakciyang bersifatlclap;

c. bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/ai?.u kelompok anggota 
disampaikan di datam sidang pari puma;

d. tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat 
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR;

e. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih secara 
musyawarali untuk mufakat dan ditetapknn dalani rapat padpurna MPR;

f. dalam ha! musyawarali untuk mufakat scliagaimana dimaksud pada huruf e 
tidak tercapai, pimpinan MPR dipilili dengan pemungutan suara dan yang 
memperoleh suara terbanyak diteiapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat 
paripurna MPR;

g. sclama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a belum lerbentuk, 
sidang MPR perlama kali untuk menelapkan pimpinan MPR dipimpin oleh 
pimpinan sememara MPR;

h. pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada huruf g berasal dari 
anggota MPR yang teriua dan lermuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota 
yang berbeda;dan

i. pimpinan MPR dltetapkan dengan kepuiusan MPR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengonai tata cara pemililian pimpinan MPR diatur dalam

peraturan MPR tentang taia tertib.

Pasal 427D

(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah 
hasii pemilihan umum tatiun 2019 dilak.sanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut;

a. pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil 
ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 
terbanyak di DPR;

b. ketua DPR ialah anggota DPR yang lierasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;

c. wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, koempat, dan kelima;

d. dalam hal terdapat lebili dad 1 (satu) partai politik yang memperoleh kui'si

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dan iiuruf c diteniukan berdasarkan urutan liasil perolehan suara terbanyak 
dalam pemililian umum; dan

e. dalam hal terdapat Icliili dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 
sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada liuruf b dan liuruf c 
diteniukan berdasarkan persebaran peroleltan suara.

(2) Kcicniuan lebih lanjut mengenai mckaiiisine |>cneiapan pimpinan DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR icnlang tala 
teriib.

Pasal 427E
(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan 

Anggaran, BKSAP. Mahkamali Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan 
DPR setelah hasii pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:

a. pimpinan komisi. Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamali 
Kehormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat koiektif dan kolegial;

b. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Maiikamah 
Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang diteiapkan dari dan oleh anggota 
komisi, Badan Legislasi. Ifadan Anggaran, ilKSAP, Mahkamali Kelinrmaian 
Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarali untuk mufakat dan 
proporsional menurul perimbangan jumlali anggota tiap- tiap fraksi; dan

c. penetapan pimpinan komisi, Badan I,egis!asi, Badan Anggaran, BKSAP, 
Mahkamali Kehormatan Dewan. dan BURT sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diiakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi. Badan Anggaran, BKSAP, 
Mahkamali Kehormatan Dewan, dan BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR 
setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi. Badan Legisla.si, Badan 
Anggaran, BKSAP, Malikarnah Kehormatan Dewan, dan BURT.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komi.si, Badan 
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamali Kehormatan Dewan, dan BURT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
terlib.,,

Pasal II
Undang-Undang ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahulnya, memerinlahkan Pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalani Lcinbaran Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayal (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018. MK memberikan periimbangan 
liukuin terijadap pengujian Pasal 73 ayat (3). ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 
Perubahan Kedua sebagai berikul:

a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang 
secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 
dikenal dalam proses penegakan luikum yang konkretnya adalah hukiim pidana 
yang salah satunya lembaga kopolisian mempunyai kewenangan untuk itu di 
samping lembaga pencgak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, 
scdangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum 
akan tetapi hampir semuanya berada dalain ranah hukum privai, kecuali yang 
berkaitan sandera riengan periniah hakim lerhadap saksl aiau ahli yang lanpa 
alasan yang sah menolak uiuuk bersumpali atau berjanji di persidangan [vide 
Pasal 161 ayat [1) KUHAF] yang kevvonangannya bukan pada lembaga 
kepolisian.

b. Bahwa sebelum memperiimbangkan hal lersebut di atas, terlebih dahulu pcnting 
bag! Malikamah untuk menjelaskan bahwa apabila diielusuri lebih cermat, maka 
akan dlperoleh fakia rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) UU MD3 Perubalian Kedua merupakan tindak lanjut dari rumusan 
norma dalam Pasal 73 ayat [1) dan ayat [2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 
karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 lersebut haruslah 
secara kumulatif yang berarii antara saiu ayat dengan ayat yang lainnya 
mempunyai liubungan erat dengan konsekuonsi hukum yang saling berkaitan. 
Dengan kata lain bahwa penfabaran yang berisi tentang teknis darl tata cara 
pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang 
dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayal (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), 
ayal [5}, dan ayal [6). Dari penelusuran lersebut ditemukan fakta bahwa 
ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadirl 
suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 aval [1) UU MD3 Perubahan Kedua 
icrsebut tidak disebuikan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam 
Pasal a quo, scliingga menurut Mahkamali Liduk jclas identinkasi jenis rapalyang 
berkorelasi dan rclcvan atau tidak uniuk mcnghadirkan sescorang dimintai 
kctcrangannya olcli DPR. Olch karcna ilu dapat dimaknai scolah-olali dalam 
sctiap kegiatan rapat, DPR dapat mclakukan pcmanggilan sescorang. Dalam 
batas pcnaiaran yang wajar tatkala tdcniinkasi tersebut tidak ditcniukan secara 
jelas maka dlmungklnkan untuk memanggil plhak-plnak sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayai (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang 
dilakukan di DPR.

c. Bahvva fenomena ini peniing dikemukakan karcna dari sinilah sebcnarnya dapat 
dilakukan penelusuran tali-temalinya .scjaulimana relevansinya DPR dapat 
menggunakan kewcnangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang 
yang kewenangan itu kcmudian dapat disubstitusikan kcpada lembaga 
kepolisian, sebingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk 
ditindaklanjuli dcngan pcmanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya 
penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pcmanggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut l)crkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan 
DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap 
rapat DPR. yang lebih peniing bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan 
sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat 
yang di dalamnya melckai pula kewenangan pcmanggilan paksa dan balikan 
penyanderaan dlmana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga 
kepolisian.

d. Bahwa dengan inendasarkan pada deskripsi yang lelah Malikamah uraikan pada 
pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah 
proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah 
tegaskan yaitu di aniaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan 
persidangan, sedangkan upaya sandera juga mcrupakan proses penegakan 
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat Kalaupun 
ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demlkian hingga 
saat ini yang sudah pasli ada pada kewenangan hakim untuk menyandcra saksi 
atau ahli yang menolak hersuinpah atau berjanji di Uadapan persidangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUHAF], Fakta ini membuklikan bahwa adalaii sulit bagi 
Mahkamah untuk mencrima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 
dapat melakukan pemanggilan paksa terliadap setiap orang dalam rapat apapun. 
Padahai hingga saat ini ina.sih belum jelas apakali rapat DPR merupakan bagian 
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan 
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun lial demikian diserahkan kepada 
lembaga kepolisian. Penegasan demikian inenjadi persoalan mendasar 
mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak luikum. Lebih 
laiijut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan 
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, 
maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang 
diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena 
lembaga kepolisian sendiri sebagal institusi penegak hukum ham mendapaikan 
kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan 
untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga 
kepolisian.

e. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah lentang pcnilaian 
konstituslonalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 
MD3 Perubahan Kedua, sebagalmana yang dipermasalahkan para Pemohon, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPRyang pada 
pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada 
sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 lentang Majelis Permusyawaraian 
Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Porwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disehut UU 17/2014), sebelum ada 
perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. 
Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya 
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaraian Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Porwakilan 
Rakyat Daerah (selanjutnya dlsebut UU 22/2003) yang oleh Pulusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor C14/PUU-1/2003 lelah dinyatakan bahwa tindakan paksa 
hadan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan 
diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR
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hanyalah sebatas mengcnai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak 
angket dapat benar-benar hadir dalam persidaiigan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut, scielalt Mahkainah mencermati Putusan 
Mahkamah Konslitusi Nomor 014/PUU-1/2003, ternyata amar pulusannya 
menyaiakan permohonan para Pemnhon tidak dapat diierima dengan alasan 
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing] dan penimbangan Mahkamah yang menyinggung 
mengenai upaya panggil paksa dan penyandoraan terbatas menjelaskan secara 
tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayai (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada 
saai itu norma dari pasal tersebut adalah mencgaskan panggilan paksa dan 
penyanderaan dilakukan monurut keteiuuan pcrundang-undangan yang berlaku. 
Boleh jadi apabila norma pasal yang mengalur tcntang panggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat Inl, dimana telah sccara 
rigid mengatur tentang laia cara pemanggllan paksa dan lembaga yang 
berwenang melakukan pemanggiian paksa dan penyanderaan, maka akan 
ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah 
yang telah diuraikan tersebut di atas. Tcrichili penekanan pendapat Mahkamah 
dalam Putusan tersebut baliwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak 
dalam perstdangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak 
angket. Hal ini jclas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (L) UU MD3 Perubahan 
Kedua yang hakikatnya adalah pemanggiian sotiap orang dalam rapat DPR tanpa 
ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggiian tersebut dilakukan. 
Dengan uraian penimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat 
dengan argumen keterangan DPR a quo. Bcgiiu pula dengan keterangan DPR 
iainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan f>enyanderaan tersebut 
merupakan implemenlasi konsep hak memanggil secara paksa scseorang yang 
dipandang perlu didengar keterangannya {hak subpoena) yang juga dianut oleh 
lembaga legislatif di beberapa negara scpcrii Amerika Serikai dan Selandia Baru. 
di mana dengan alasan itu menurul DPR hak subpoena dirasa penting untuk 
dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan 
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan 
kchidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan 
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia) 
[sic!]. Terhadap argumontasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 
subpoena secara hisloris hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan 
persidangan pengadilan dan itu jelas seria tegas dalam konsep penegakan 
hukum. Oleh sebab itu apabila komudian DPR ingin menggunakan 
kewenangannya untuk memanggil setiap orang lentunya konteksnya bukan 
pada rapat DPR akan Ictapi yang masih mempunyai relevansi adalah kclika akan 
menggunakan penyelidikan dengan hak angkcL Namun demikian lontang modus 
untuk menghadlrkan setiap orang yang akan diminta] keterangan yang disertai 
dengan sanksi-sanksi, hal tersebut inemerlukan kccermatan dan kchaii-ltatian 
mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dialur dalam Pasal 73 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memilikt 
masalali konstitusionalitas, balk permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat 
DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum 
maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil 
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya 
mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 
sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3). ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 
MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang 
menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam mcnilai konstitusionalitas Pasal a 
quo. Bitamana DPR mcmang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka 
terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian 
penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan 
penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu 
apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil 
penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya Indikasi 
atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat dltindaklanjuii untuk 
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap hams dilakukan 
penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut 
dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan meniinbulkan 
permasalahan baru sebagaimana yang telah diperiimbangkan oleh Mahkamah 
sebeiumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa
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dalam tindakan yang borkaitan dengan pcoscs penegakan liukum dan 
merupakan bagian dari kewonangannya yang secara genuine memang kepolisian 
sedang melakukan proses penegakan hiikum, bukan dalam konteks menerima 
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih 
kewenangan kepolisian dalam tindakan ponyanderaan, yang menurut 
Mahkamah liingga saal ini belum incndapaikan rujukan dasar kewenangan 
kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 
hukum.

g. Terhadap kekbawatiran DPR .sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan 
babwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan 
fungsi legislasi, yang dengan demikian diporlukan keseinpatan yang lerbuka bagi 
DPR unluk berinieraksi dengan rakyat sciiingga Pasal a quo diperlukan sebagal 
penyeimbang unuik melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan 
selalu melakukan pengawasan terbadap pemerintah serta Pasal ini penting 
raemberi penguatan kepada lembaga Pariomen di tengah penguatan slsiem 
presidensial akan teiapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak 
menghadiri panggilan DPR lorsebut, menurut Mahkamah kekbawatiran tersebut 
dapat dieliminir dengan meningkatkan parlisipasi masyarakat dalam setiap 
proses di DPR, Scandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang 
dengan ilikad tidak baik. aiau dengan sengaja lidak mendukung panggilan DPR 
dan hal tersebut terkategori sobagai perbuatan tr.elanggar hukum, maka tidak 
terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkali hukum sesuai 
dengan mekanisme hukum yang berlaku.

li. Mahkamah berpendapai kewenangan DPl^ meminia banuian kepolisian utuuk 
memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas 
memiliki pcrsoalan konslitusionalitas, sehingga kekbawatiran yang berujung 
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan 
liuhungan kemltraan secara horizontal aniara DPR dengan rakyat sebagal 
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleli karena itu lebih jauh apabila hal 
ini dihubungkan dengan dalil para Peinchon sebagaimana terurai dalam 
permohonan a quo. maka menurut Malikamah permoiionan para Pcmohoii
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mengenai inkonstiuisionalilas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

Z. Pasal 122 hurufl

Baliwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV!/20t», MK memberikau periimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 122 Imruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut;

a. Bahwa terkait dengan inslitusi MKD yang diberi tugas untuk "mengambil 
langkali hukum dan/ataii langkah lain teriiadap orang perseorangan, kelompok 
orang, atau badan hukiitn". hal demikian liarus dilimbang dengan meiijclaskan 
posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salati satu alal kclengkapan DPR. 
Dalam hal ini, Mahkamah mompertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD 
merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifaL ictap dan 
dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan keliormatan dan 
keiuhuran martahat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, 
misatnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 
(GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif 
adalah dokumen formal yang mengaiur perilaku legislator dengan 
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diierima clan 
apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan 
budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, 
transparansi, dan kojujuran perilaku anggoia parlemcn. Namun, kode eiik 
tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya. 
Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaiikan dengan Pasal 119 UU MD3 
Perubahan Kedua. dalam batas penalaran yang wajar. lehili tepat untuk 
dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPRyang 
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 
perilaku/etik bagi anggota DPR.

2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 
17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak 
ceik dinilai celali memenuhi satu kesatuan pengaiuran. Namun ketika UU
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17/2014 ctiubal) fiicnjadi UU MD3 Pcruhalian Kedua, ruang lingkup tugas 
MKD uniuk nienjaga kchormatan dan koluhuraii martabat DPR cliperluas 
sehingga mencakup lugas mengambil langkah hukum dan langkah tainnya 
terhadap orang pernrangan dan badan luikum di luar DPR.

3) Batiwa perluasan ruang lingkup tugar MKD sebagai alat kelengkapan DPR 
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagal 
lembaga penjaga dan pencgak kode eiik. Profesi atau pekerjaan mana pun 
yang mengaiur standar kode etik terientu. maka institusi yang diberi tugas 
menjaga dan menogakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya 
memiliki kewenangan untuk menjaga eiika dan perilaku anggota dan 
menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 
demikian, lembaga pcnegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi 
tidak dapat diurik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga pcnegak etik 
tetap dibatasi untuk bckerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk 
menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum 
sebagai lembaga ponjaga etik internal organisasi.

4) Bahwa dalam prakiik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga- 
lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga 
penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika 
profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika 
profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokal, Begitu juga 
dengan profesi lainnya, etika yang discpakaii hanya berlaku secara internal 
masing-masing prolesi iiu saja. Adapun pihak oksternal satna sekali tidak 
terikat dan tidak dapat ditunlut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang 
dibentuk untuk menegakkan kenuingkinan terjadinya pelanggaran etik 
dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

5) Bahwa adanya pcmbalasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan 
penegak etika profesi adalah untuk memasiikan bahwa tugas-tugas lembaga 
tersebut tidak berbcnuiran dengan lugastugas lembaga lainnya dalam 
penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di 
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehortnatan atau 
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku 
ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik
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untuk menjalankannya, melainkan meiijadi lugas lembaga penegak hukum 
menindaklanjuiinya. Apabiia tugas lembaga penjaga dan penegakan 
kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan 
atau badan hukum yang herada di luar institusi tersebut, hal itu akan 
menyebabkan terjadinya tumpang lindiii pemberlakuaii norma dan tumpang 
tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan 
rumusan sebagaimana lorluang dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat 
ditafsirkan bahwa MKD mclakukan langkal) hukum terhadap pihak oksternal 
yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga 
seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran 
demikian bukan hanya lelah keluar daii hakikat MKD sebagai lembaga 
penegak etik yang diiiijukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimhulkan 
pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

b. Bahwa melalui Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD 
diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya 
terhadap orang perorangan, keinmpok orang, atau badan hukum yang dinilai 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamali 
mompertlmbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang 
dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakitan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkaii 
sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang 
perorangan yang dinilai teiali merendahlon martabat DPR atau anggota 
DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik 
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan 
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas 
tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagl 
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak 
etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sobuah 
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi 
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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mcnjaga kehortnatan insiiiusi tiari ancjmaii keriisakan internal. Dengaii kata 
Iain, fungsi MKl) hanya lerbaias pada vvilayali penegakan etik dan lidak 
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana 
DPR dan anggota OPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak 
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah 
hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau 
mengajukan gugatan secara keperdataan.

2) Bahwa runtuli atau rusaknya martabai dan keiiormatan suatu insUtusi 
sangai mungkin dlscbabkan oleh faktor interna] maupun eksternal. Segala 
perbuatan/tindakan yang benujuan untuk merusak martabat dan 
kchormatan siiaiu inslitusi dari piliak luar stsungguhnya telah tersedia 
norma hukum berikui mekanisme penegakannya, sedangkan untuk 
mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang 
membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam 
konteks ini, MKD setjagai salah satu alai keiengkapan DPR adalah dibentuk 
dengan tujuan pokoknya menjaga mariabai dan kchormatan DPR yang 
disebabkan dari internal DPR. Oleh karena ilu, penambahan tugas MKD 
hingga dapat mengambil langkah hukum hagi pihak di luar anggota DPR dan 
pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan 
martabat DPR jelas lidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga 
dan penegak eiik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD 
yang demiklan dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam turut serta mcnccgah terjadinya pelanggaran kode etik 
yang diiakukan oleh anggota DPR.

3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkahlangkah 
liukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi anggota DPR untuk inenempuh upaya serupa apabila yang 
bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh 
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada 
MKD metalui Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua dapat 
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut 
menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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dapat diproses melaiui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara 
anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya scolah- 
olah keliilangan kescmpaian untuk inenempuh langkah secara perorangan; 
kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 luiriif 1 lJU MD3 Perubahan Kedua 
menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, scorang anggota 
DPR menjadi sangai lergantung dari upaya yang diiakukan MKD, sementara 
di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa 
dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai 
anggota DPR keliilangan kesempaian melakukan upaya, lermasuk 
mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang 
lidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut Terbukanya 
dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua, pada satu sisi. menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD 
dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersencliri bagi anggota 
DPR karena scolah-olah menjadi kchilangan kemandirian untuk dapat 
mengambil langkah hukum maupun tidak terliadap tindakan yang dinilai 
merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, 
norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat 
untiik ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

4) Bahwa sementara ilu, dan konstriiksi perumusan norma, apabila suatu 
perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya 
dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur 
perbuatan tersebut liarus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai 
dengan prinsip lex stricta dan lex certa. Dalam arti, harus jeias dan tidak 
mullitafsir. Kelika suatu jenis atau bentuk perbuatan lertentu hendak 
dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu 
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam 
sesuai kehendak piliak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya 
terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

5) Bahwa dengan menelaali secara seksama rumu-san Pasal 122 huruf 1 UU MD3 
Perubahan Kedua, kliususnya frasa "mercndalikan kehormaian DPR dan 
anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak 
jelas dan multilafsir. Frasa "merendahkan keiiormatan" sangat flekntbel
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uniuk dimaknai dalam bcniukapapun. iJahkai^ hila ditolisik rumusan norma 
tersebui, tidak lerdapai penjelasan yang membcrikan ukuraii dan batasan 
mengenai ihwal apa saja dari perbuaian atau perkataan yang dapat 
dikalegorikan sebagai iclah merendahkan kehormatan DPR.

6) Baliwa mulliiafsirnya rumusan norma lersebiit dapat menjadi lebih 
merugikan bagi pihak eksternal jika discriai pcnafsiran yang terkait dengan 
fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD scbagaimana diatur dalam Pasal 
121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan 
dalam pasal a quo yang sesunggulmya dilujukan terhadap anggota DPR yang 
melanggar ctik potensial uniuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang 
dinilal merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. 
Dengan kata lain, hat demikian akan membuka ruang tcrjadinya 
kesewenang-wenangan dalam pcnegakannya. MKD akan dengan leluasa 
menafsirkan perbuaian dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah 
merendahkan martabai DPR dan anggoia DPR, sehingga dapat mengancam 
hak konstitusional warga negara untuk monyampaikan kritik, pondapat, dan 
aspirasinya kcpada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 
yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak 
seliap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap 
regulaslyang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kaiah mendasarnya dalam 
perumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan 
dengan frasa "mengambil langkah hukum". Apakah dengan frasa tersebut 
berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti 
sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan 
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kcpada 
instilusi penegak hukum. Secara normalif, tidak terdapal penjelasan yang 
pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 
Perubahan Kedua yang scharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai 
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup 
jelas". Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keierangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah 
kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.
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namun penjelasan demikian tidak cukup kuai karena .secara normatif tidak 
diiemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik 
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalatn pernbahasan perumusan norma 
a quo yang sebagian risaialmya dilampirkan oleh DPR kepada Malikamah 
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan 
bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada 
fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

8) Bahwa m'akna dari Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut 
dapat menimbulkan keiidakpastian hukum karena rumusan norma demikian 
dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil 
alih fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga 
MKD seiiingga dikhawatirkan lerjadi penyeiundupan fungsi penegakan 
llukum sebagaimana yang lerjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayai (4), ayat 
(5), dan ayat [6) UU MD.3 Perubahan Kedua yang telah dipenimbangkan 
sebeiumnya. Teriebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma 
Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedopankan 
langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian. secara sistematis, 
seolah-olah langkah lain tersebut juslru menjadi pilihan lerakhir apabila 
langkah Imkum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

c. Bahwa seiain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan 
norma Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 
17/2014 menjadi rumu-san dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak 
saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal 
menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telali menyebahkan 
bergesernya subjek ulama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai 
poianggar etik DPR yang menyebahkan kehormatan DPR menjadi berkurang. 
yaitu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua 
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama 
yang diatur, melainkan juga memasukkan piltak-pihak di luar DPR yang sama 
sekali tidak dapat diluntui oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya 
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 
1945. Bahkan. norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAULIAN DPR R] 137



Iiukum sebagai pihak yang dianggap juga dapai ikul merendahkan keliormatan 
dan martabai DPR. PadaluU, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubalian Kedua. 
pcrorangan dan badan hukum adalali subjck Iiukum yang ikut membanlu MKD 
dalam menjaga kehonnaian DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada 
MKD. Dcngan demikian, pcrgeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 
huruf I UU MD3 Perubalian Kedua jusirii mcnimbulkan kelidaksinkronan 
antarnorma UU MD3 Perubalian Kedua, kliusus matcri muatan lerkait MKD 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Olcli karena itu, apabila hal demikian 
dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleli para Pcmnhon 
sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah 
permohonan para Pctnolion mengenai inkonstiuisionalUas Pasal 122 huruf t UU 
MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Dahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/201B, MK memberikan pcrlimbangan 
Iiukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut:

a. jika diliubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika 
yang secara umum terkandung dalam rumiisan Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua adalah bahwa hak imuniias seorang anggoia DPR, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, henar-bcnar dijamln secara kuaL Selama 
pernyauan, pertanyaan, pendapat, sikap, lindakan. atau kegiatan seorang 
anggota DPR berkalt dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata- 
mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/auu anggota 
DPR. maka oleh undang-undang a quo hal itu bukan hanya dikesampingkan dari 
kemungkinan lahirnya tuntutan hukum letapi juga dikesampingkan dari 
kemungklnan pergantian antarwaktu. Perianyaannya kemudian, jika hak 
imunitas anggota DPR lelah dijamin sodomikian kuat dalam undang-undang a 
quo, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan krberadaan Pasal 245 ayat (Ij UU MD3 
Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari
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Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sehelumnya, yaiiu UU 17/2014, yang 
mcnyatakan, "Pemanggilan dan permintaan ketorangan uiuuk penyidikan 
terhadap anggota DPR yang diduga mclakukan tindak pidana harus mendapat 
pcrsetujuan tertuiis dari Mahkamah Keliormatan Dewan.” Terhadap Pasal 245 
ayat (1) UU 17/2014 terscbui lelah dimohonkan pengujian konstitiisionalilasnya 
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan 
pendiriannya sebagaimana tertiiang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-X1I/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah 
menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional 
hagi anggota DPR dalam tnelaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu 
perlunya persetujuan tertuiis Presiden, bukan pcrsetujuan tertuiis Malikamah 
Keliormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintal 
koterangan berkalt dengan suatu tindak pidana. 

c. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
76/PUU-XII/2014 terschut heberapa hal penting telah monjadi jelas, di 
antaranya:

1) Perlama, bahwa dalam tnelaksanakan hak-hak konstitusionalnya .sebagai 
anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional 
kelembagaan DPR, anggota DPR tidak bnleh dikriminalkan dan karena itu 
dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan 
proporsional itu iaiah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan 
dimintai ketorangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan 
tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertuiis dari Presiden;

3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya 
dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertuiis 
terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai 
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 
pidana karena MKD adalah lembaga ctik yang keanggotaannya berasal dari 
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

4) Keempai, secara a contrario, syarat persetujuan tertuiis dari Presiden hanya 
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai 
keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suaiu lindak pidana, seliinp,f>a terhadap hal-lial lain di luar iiu 
tidak dibuiuhkan perselujnan tertuiis dari Presiden.

d. Bahwa subscansi dan pengenian yang terkandung dalain Pasal 245 ayat (1) UU 
MD3 Perubahan Kcdua sangai berbeda dcngan Pasal 2^55 ayat (1) UU 17/2014 
sebagaimana telah diputus konsliiiisionaliiasnya berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konsiiiusi Nomor76/PUUXll/2(n4 di atas.

e. Bahwa secara kontekslual, maksiid pemhcnluk undang-undang merumuskan 
norma sebagaimana tcrmuat daiam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah 
dalam koiueks pcmcnuhan hak imunilas a.iggoia DPR sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 20A ayai (3) UUD 1945. Dalam kalian ini, meskipun secara lersirat 
telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas 
terhadap anggoia DPR sebagai hak konsUlusional bukaniah dimaksudkan 
melindungi anggoia DPR yang melakukan lindak pidana dan membebaskannya 
dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam 
melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstkusionalnya lidak mudah 
dikriminaikan. Namun, dengan rumusan yang lertuang dalam Pasal 245 UU MD3 
Perubahan Kedua yang mcngandung subsiansi dan pengertian sebagaimana 
diuralkan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak 
konstiiusional anggoia DPR menjadi keliiar dari niosofi dan liakikatnya sobab 
dengan rumusan demikian berarti;

1) hak Imunitas tersebui juga mencakup atau beriaku terhadap bukan hanya 
jlka seoranganggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam kerangka 
proses penyidikan sebagai tersangka suatu lindak pidana melainkan juga 
tatkala seorang anggoia DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal 
yanglalnnya;

2) hak imunitas tersebui bukan hanya beriaku untuk proses penyidikan 
melainkan untuk semua proses dalam si stem peradilan pidana;

3) hak Imunitas Itu diejawantahkan bukan lerutama oleh diharuskannya 
persetuluan tertuiis dari Presiden toriebih dahulu untuk riapat mcmanggil 
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 
sebagai saksi) dalam suaui tindak pidana melainkan diejawantahkan oleli 
keharusan adanya peilimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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pertimbangan MKD, persetujuan icriulis dari Presiden ildak dapat 
dikeluarkan.

r. Konstruksi pengertian yang lerbangun dari penafsiran teksiual terhadap Pasal 
245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua lei-sebul bukan hanya leiah 
bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai 
pongejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A 
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

1) bertentangan dengan fungsi MKD. sebagaimana diatur dalam Pasal 121A 
UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya 
fungsi demikian.

2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali lidak menyebutkan adanya tugas 
demikiaivmeskipun hanya secara implisiL

3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekali tidak menyebutkan 
adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisii.

g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tcriuang dalam Pasal 245 ayat 
(1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagl Mahkamah haliwa Pasal 245 
ayat [l) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena 
kontradiktif dengan filosot! dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR 
yang secara koncekstual seharusiiya menjadi dasar pemikiran atau latar 
beiakang peinbentukan MKD.

h. Meskipufi Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan 
para Pemdlton beralasan menurui hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma 
yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU ,MD3 Perubahan Kedua 
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki 
pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasl dalam 
sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun 
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau 
hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa 
-syarat adanya pertimbangan MKD lerlcbih dahulu untuk memanggil anggota 
DPR dapat menjadi penghamhat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan 
tertuiis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

PIISAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANC-tJNDANC 
BADAN KEAHLIAN DPR lU |41



76/PUU-XI1/2014, seliingga terhadap persoalan inkonslilusionalitas norma 
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan 
putusan yang dipandang lebiU lepat scbagaiinana lermuat dalam amar puiusan 
ini.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
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KATA PENGANTAR DAFTARISI

DPR R1 memiliki 3 (tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyal dan juga uniuk mcndukung 
upaya Pemerintab daiam melaksanakan polilik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah molakukan pcmanlauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusai Pemamauan Pelaksanaan Undang*
Undang di Badan Keahlian DPR Rl membcrikan 
dukungan keahlian kepada DPR Rl daiam 
menjalanlian fungsi pengawasan tersebut dcngan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Putiisan Mahkamah Konstiiiisi yang menyaiakan pasal/ayal daiam undang- 
undang bertentangan dongan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tcniang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 
IPS) yang menjadi landasan liukum atas pcnyelenggaraan kelembagaan penjamin 
simpanan celah dilakukan uji matcriil oleh Mahkamah Konslitusi. Satu pasal daiam UU 
IPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasai/ayat daiam UU IPS yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional 
bersyarat, yang kemudian dilampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. 
Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang. baiang tubuh undang-undang, 
informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. 
dan disertai lampiran yang berisi pcrlimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas 
pasal/ayat yang dlbatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggola DPR Rl pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

KATA PENGANTAR.................................................................... 2

DAFTARISI.............................................................................................................................. 3

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

1. Pasal 6 ayat (1) liurufc........................................................................................... 7

LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI...................................41

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001



UNDANG-UNDANG REPUBLIK [NDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2004 

TENTANG

LEMDAGA PENJAMtN SIMPANAN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk meiuinjang ccTWiijudnya perekonomian nasional 
yang stabil clan tangguh. dipertukau suatii sistem perbankan yang 
schatdunstabil;

b. bahwa untuk mandukung sistcni parbankan yang sehat dan stabil 
diperlukan panycmpurnuan tcrhadap program penjamlnan 
simpanan nasabah bank;

c. bahwa datam rangka mciaksanakan program penjaminanterhadap 
simpanan nasabah bank tersebut perUj dibentuk siiatu lembaga 
yang indeponden yang diberi tugas dan wewenang untuk 
melaksanakan program dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan hurul c, ju rlu membentuk Uiidang-Undang 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasai 23, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Taiiun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taluin 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Noraor4357);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambalian Lembaran Negara Nomor4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);

Dengan persetujiian bers-ama 
DEWAN PERWAKILAN RAiO'AT REPUBLIK INDONESIA 

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mcnetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENIAMIN SIMPANAN.

BAB]
KETENTUAN UMUM 

Pasal1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;
1. Simpanan adaiah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan.
2. Bank adaiah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adaiah Bank 

Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia adalali Bank Soniral Republik Indoticsia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

5. Nasabah Penyimpan adaiah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud datam 
Undang-Undang tentang Perbankan.

6. Nasabah Debitur adaiah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang tentang Perbankan.

7. Bank Gagal {failing bank) adaiah bank yang mengalamikesulitan keuangan dan 
mejubahayakan kelangsimgan usahatiya serta dinyatakan tidak dapat lag! 
disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjamlnan, 
adaiah penjaminan yang diiaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas 
simpanan nasabah bank.

9. Komite Koordinasi adaiah Uomite yang beranggotakan Mentcri Keuangan, LPP.



Bank Indonesia, dan Lerabaga Pcnjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan 
penyelesaian dan peiianganan suatu Bank Cagal yang ditengarai berdampak 
sistemik

10. Cadangan Penjaminan adalali dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga 
Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa 
yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga 
Penjamin Simpanan.

11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga 
Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau 
pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peratiiran yang ditetapkan oleli 
Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan 
penanganan Bank Cagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini.

13. Dewan Komi Stoner adalah organ tertinggi I.embaga Penjamin Simpanan.
14. Kepuiusnn Dewan Komisioner adalah kcputusan yang ditetapkan oleh Dewan 

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan Intern.
15. RUPS adalah Papal Umutn Pemegang Saliain sebagaimana diaiur dalam peraturan 

perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN. STATUS, DAN TEM PAT KEDUDUKAN 

Pasal2

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang
selanjutnya disebutLPS.

(2) LPS sebagaimana diinaksud pada ayat (1) adalah badan luikum.

(3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan. dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas danwewenangnya.

(4) LPS bertanggung jawab kepada Presirien.

Pasal3

(1) LPS berkedudukan di ibul<ota Negara Rcpublik Indonesia.

(2) LPS dapat mempunyai kanior perwakilan di wilayah Negara Republlk Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan taca cara pembentukan kantcr
perwakilan diatur dengan Kcputusan Dewan Komisioner.

BAD in
FUNGSI, TUGAS. DAN WEWENANG 

Pasal 4
Fungsi LPS adalah:
a. menjamiu simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 

kewenangannya.

Pasal5

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS 
mempunyai tugas;
a. Merunmskan danmenetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 

simpanan; dan
b. melaksanakan penjaminan simpanan.

(2) Dalam menjalankan fung.sl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS 
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menecapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 

memelihara stabilitas sistem perbankan;
b. merumuskan, nienetapluin, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian 

Bank Gagal [bank resolution) yang lidak berdampak sistemik; dan
c. melaksanakan petianganan Hank Cagal yang berdampak sistemik.

Pasal6
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS 

mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan dan memungutpremi penjaminan;
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali 

menjadi pcserta;
C. lurfhikukivti pengelul.iiin iick.JVii.U} ihm U'S';1
d. mendapatkan data simpanan nasabah, data keschatan bank, laporan 

keuangan bank, dan laporan basil penieriksaan bank sepanjang tidak 
melanggar kerahasiaan bank;

e. metakukan rekonsiliast, vorifikasi. dan/atau konfirmasi atas data

Mahkamah KonsUtusi nicnyatakan Pasal fi ayat (Ij hurufcbertenuiiipan dengan UUDTahun 191.I dan 
tidak mempunyai kekuaun bukum mcngilot sepanjang tidak dimaloiai "termasuk dapat 
melakiikan tindakan hapus buku dan hapiis tagih lerhadap aset benipa piiitang sepanjang 
memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (S) Undang-Undang Nomor 9 Tahim 2016 tentnng 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" melnliu Putasan MK Nomor 1/PlIU- 
XVI/2018.

Pasal/ayat tersebul belum ditindaklanjuti dengan periibahan Undang-Undang ini.



sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. menetapkan syarat, tata cara, daii ketentuan pembayaran klaim;
g. menuniuk, menguasakan. dan/atau mcnugaskan pihak lain untuk 

bertindak bagi kepcntingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan 
sebagian tugas tcrtentu;

h. melakiikan penyululian kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan

i. menjatuhkan sanksi administratif.

(2) LPS dapat melakukan ponyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan
kewenangan:
a. mengarabil alib dan mcnjalankan segala hak dan wewenang pemegang 

sahani, tennasuk hak dan wewenang RU PS;
menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; 
meninjau ulang, inembatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap 
kontrakyang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga 
yang merugikan bank; dan
menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur 
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan krcditur.

b.

d.

(1)

(2)

Pasal7
tugas dan wcwenani'nya. LPS dapat meminta data.Dalam menjalankan 

informasi, dan/atau dokumen kepada pibaklain.

Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib meraberikannya kepada LPS.

BAB IV
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Ragian Pertama 
Kepesertaan

Pasal8
(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib menjadi peseria Penjaminan.
(21 Kewajiban bank menjadi pcserta Penjaminan sebagaimana tlimaksud pada 

ayat(l) tidaktermasuk Badan KreditDesa.

Pasal 9
Sebagai pcserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib;

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1] salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
2) salinan doloimcn perizinan bank;
31 surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang 

dilengkapi dengan datapendukung;
41 surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang 

memuat:
i. komitmen dan kesediaan direksi. komisaris, dan pemegang saham bank 

untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetaptan dalam 
PeraturanLPS;

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian 
dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan 
kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank 
menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau 
dilikuidasi;

meinbayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribul dari modal 
seiuiiri (ekuitas) bank pada akhir tahun Rskal sebeiumnya atau dari modal 
diseiorbagi bankbaru; 

c membayar premi Penjaminan:
d. menyampaikau laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkaii dalam rangka 

penyelenggaraan Penjaminan; dan
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau 

tempat lainnya sebingga dapat diketahui dengan nuidah oleh masyarakat.

Bagian Kedun 
Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito. scrtiflkat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11
(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada sum bank paling 

banyak RplOO.000.000,00 (seratus jutarupiahl.

(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau 
lebih kriteria sebagai berikut;

b.



1999 tcntang Pencahutan 1/in Usaha, Pembutjaran, dan Likuidasi Bank tidak 
berlaku untuk likuidasi bank yang cerjadi sctelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal103

Undang-Undang ini mulai berlaku efekcif 12 (dua belasj bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetaliuinya, memerincalikan pangundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lemharan Negara Republik Indonesia.

Disahkandi Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRHSIDEN RRPUBLIK INDONESIA

ltd

Ml-GAWATI SOEKARNOPUTRl

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAliUN 2004 NOMOR 96,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet 

Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nabalta

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTfTUSf

1. Pa.sal 6ayat (IJ liurufc
Baliwa dalam Puiusan MK Nomor l/PUU-XVl/2(nB, MK incinberikan pertirnbangan
hukum lerhadap pengujian Pasal 6 ayat(l) liurul c UU LPSsebagai berikui:
a. Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam 

l.ikuidasi (BDL) lerhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hakyang 
dimiliki oleh BDL lerhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk 
piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan 
BDL terliadap debitornya oleh LPS. Baliwa pada saai LPS menerima pengalihan 
piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penaglhan 
dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena 
adanya perhitungan bunga dan denda, seliingga semakin kccil kcmungklnan 
debitur bank gagal aiau BDL melakukan pembayaran ulangnya. Upaya 
penaglhan dan penyelesaian utang atau kredil bermasalah yang dilakukan LPS 
menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan 
biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waklu dan tenaga, sedangkan 
jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilalyang tercatat pada neraca 
hank yang heluin lenlu akan dilerima oleh I.PS. Bahwa kenyataannya dalam UU 
LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di 
sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang 
antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 
ayat [1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 01 ayat (3) UU LPS],
Bahwa kewenangan liapus buku dan hapus tagih oleli LPS teisebut kemudian 
diatur dalam undang-undang lain yailu Pasal 46 ayat (5j Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 leniang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sisiem 
Kouangan (UU PPKSK) yang menyaiakan, "untuk menyclesaikan aset dan 
kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS 
memiliki wewenang untuk mengliapus liuku dan menghapus tagih asol".

b. Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan 
hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar 
untuk menyaiakan baliwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak 
dalam menjalankan lugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS ilu sendiri. 
Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku 
dan hapus tagih lerhadap sisa aset berupa piutang lerhadap debitur hank 
sistemik setelah Program Restrukturisasi Pcrliankan (PRPj dialdiiri. Meskipun 
UU PPKSK diberlakukan dalam keadaaii krisis, akan tetapi konsep liapus buku 
dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudali 
berakhir, karena Presiden lelah inenuiluskan untuk mengakhiri PRP
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sebagaiinana dilegaskan dalan; Pasal -16 ayai (1) UU PPKSK, maka pasca PRP 
keadaan suclah tidak krisis lagi.

c. Menimbang bahwa bila diijandingkati dengan pcmbcrlakuan UU LPS lerhadap 
bank sistcmik dan non sistemik, apakali kcwcnangan liapus buku dan liapus 
tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS 
momiliki kewenangan liapus buku dan liapus tagih dalam UU LPS, Mahkamali 
memperlimbangkan sebagai berikut:
1) Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan 

mengclola kekayaan dan kewajiban LPS serta bcrtanggung jawab atas 
pengelolaan dan penatausahaan scinua asei [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c 
dan Pasal fU ayat (3) UU LPS]. Sccara umum, pengelolaan plutang darl 
pihak yang berplutang (pcrseorangan inaupun badan hukum) melekat 
kewenangan untuk melakukan pengelolaan plutang lersebut, yang di 
dalamnya tcrmasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan 
demikian herdasatkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, 
sebagaimana telah diperlimbangkan di alas, olch karena UU PPKSK itu 
berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, 
yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara 
seria-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal 
sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku 
balk terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.

2) Terhadap persoalan tersebut apabila dikailkan dengan dalil Pemohonyang 
menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi 
kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula 
untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila 
diringkaskan adalah alasan cfisiensi dan kepastian hukum, menurut 
Mahkamali, secara umum dalil PemoUon tersebut memiliki landasan 
argumentasi yang cukup. Namun, oieli karena aset yang dikelola oleh LPS 
tersebut adalah berkailan dengan kekayaan tiegara dan adanya hak 
masyarakai di dalamnya, inalca kewenangan hak hapus buku dan hapus 
tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas 
seperti jika hal itu menjadi piutangyang dikelola oleh pcrseorangan atau 
badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan 
demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam 
keadaan normal sepanjang masili berkaitan dengan keadaan krisis dan 
dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

3) Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini 
LPS harus berpedoman pada prinsip ke.hati-hatian dan menganut asas 
transparansi serta prudeii, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku 
dan hapus tagih adalah merupakaii upaya teraklur [uliinium remedium) 
dan tidak boleh dilakukan sembarangan, teriitama untuk menghlndarkan 
tindakan moral hazard. Kchati-liaiian doiriikian relevaii dengan tahapan-

PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UMDANG-UNOANG 
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tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasai 46 ayat (5) UU
PPKSK yaitu bahwa tindakan liapus buku hams dilakukan melalui
beberapa taliapanyakni:
a) Upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;
b) Pengkondisian kembali {reconditioning):
c) Penjadwalan Kembali {restructuring):
d) Restrukturisasi {restructuring):
e) Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan 

dikeluarka n;
Q Upaya penagilian tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat 

(5) UU PPKSK]
d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap 

permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat [1) Huruf c UU LPS dinyatakan 
inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan 
dan kewajiban LPS" tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan 
hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa plutang", nienurul 
Mahkamali Iial tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamali 
mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih 
berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU 
PPKSK sebagaimana lermuat dalam amar putiisan ini. Oleh karena itu 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4635]:

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

: f:

f

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
' (t

1 ■■‘i j

;■ MEMUTUSKAN: VC ;'
:■ \r''

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANAANAKi

\'i |i/C''\

•i »• <"

BAB I
KETENTUANUMUM

./■ \ It-- '■
: ' ■] r' ;
• '■

vV?}

■-.) / . ■

I f '

/
Pasal1

Dalam Undang-Undang ini yangdimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 
Anak yang berhadapah dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampal dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 
yang telah berumur 12 [dua belas] tahun, tetapi belum berumur 18 [delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban 
adalah anak yang belum berumur 18 [delapan belas] tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

f.-v

Mengingat:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang memiliki harkatdan martabatsebagai manusiaseutuhnya;

b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum 
dalam sistem peradilan;

c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak 
Anak [Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberlkan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum;

• d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
, Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat karena belum secara komprehensif 
memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan 
hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

■ e.' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
- huruf a, hurufb, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang* 

■: UnidangtentangSistem Peradilan Pidana Anak;

1. Pasal 5 ayat [1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28G, dan 
Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235);

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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KATA PENGANTAR

m

DPR RI memiliki 3 (tiga) fimgsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu flingsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut 
dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (UU 
SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyeienggaraan sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun 
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang 
aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- 
undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001
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BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94
(1] Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak 

melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

(2] Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 
sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian 
administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasisosial.

(3] Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilakukan oleh kementerian dan komisiyang menyelenggarakan urusan di bidang 
perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] (4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

!t
A‘;i. \ iX/"
' ■■■:■■ y V,- ;
; ■< f '

BAB XI
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal 95

_i'’ ■ . I( ... v r^ ‘ tir- •.

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3], Pasal 27 ayat (1) 
dan ayat [3), Pasal 29 ayat [1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1} ^dan ayat (4), Pasal 55 
ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. ' I ,.'i

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Peiiyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
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v-d

RpZOO.OOO.000,00 (dua ratus juta rupiah).1

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
[1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 [lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat [3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 [dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun.2

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal HS ajmt (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.3

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun.4

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 96 ber^ntangan dengan DUD Tahun 1945 dan tidak 
mempiinyai kekuatari hukum mengikat'melalui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayattersebutbelum ditindaklanjuti dengan perubahanundang-undangini.,

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 99 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 100 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

4 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 101 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikatmelalui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.
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BAB xm
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:
a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutanatau yangsudah dilimpahkan ke 

pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum 
acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan 
hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang 
masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
a. orangtua/Wali;
b. LPKS/keagamaan; atau ............
c. - kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidangsosial. ) .• ■ 
:i 1..

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. '

Pasal 104
Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi 
LPKA sesuai dengan Undang-Undangini paling lama 3.(tiga] tahun.- ^.

‘fi -jiA.

«•
f>;. :v..

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

> y: /
/

(1) Dalam waktu paling lama 5 [lima) tahun setelah diberlakukannya Undang- 
Undang ini:

•> Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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a. setiap kantor kepoiisian wajib merniliki Penyidik;
b. setiap kejaksaan wajib merniliki PenuntutUmum;
c. setiap pengadilan wajib merniliki Hakim;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 

wajibmembangnn Bapas di kabupaten/kota;
e- kementerian yang monyoienggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- Provitlsi; c*an

ke ............

r9, . , ;u,Lnt01'>an vang menU.i 7 Provmsi; dan uan§ ‘urkuin
[2) Kete#^?yi{n|jieg|feiia^ dan LPKS sebagaimana

dimaksud pada afai11(1i,|-Sliuruf d dan hurufnf
provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

[3J Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan unisan pemerintahan di bidang 
hukum tidak merniliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan 
lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat-Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 ;Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan 
tidakberlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling.lambat 1 (satu) 
tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan. " ''-••C

Pasal 108
,> .jVv

r;'vu.

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 [dua] tahun terhitung5^ sejak tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 30 juli 2012
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PRESIDEN REPUBLFK INDONESIA,

ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30Juli2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIRSYAMSUDIN

... \ iV" '<•
V » : .

'‘■-■■'v-ii'/

r i
-• //- / y

■c;' -'4 ^

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153 '

.........

«W3;-

ivv*'
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LAMPIRAN
PERTIMBANGANHUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101

Bahwa dalam Putusan Nomor llO/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Praktik 

Kedokteran sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan konstitusional mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk 

meruinuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka 

memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam 

rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai 

pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat 

khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, 

penyidik, dan penuntutumum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan 

sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan 

terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh kareha yang 

dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi 
sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan 

daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut 

maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka 

keadilan restoratif;

b. Bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman 

pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA,. yaitu, hakim, 

pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan 

saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang 

terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak], yakni memberikan jaminan 

hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga 

telah melakukan kriminalisasi terhadap peianggaran administratif dalam 

penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap 

pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut 

adalah dampak psikoiogis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan
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kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal 

demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat [1) DUD Tahun 1945 dan kontra produktif 

dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif 

dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

2. Pasal 99

Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 99 UU SPPA sebagai berikut: 

a. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA] adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana 

[vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Daiam SPPA, penuntut umum merupakan salah 

satu pejabat khusus daiam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai 

ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak 

melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dilakukan 

perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, 

Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor llO/PUU-X/2012, 
bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Paso! 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 
yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam 
penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan 
penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan 
ketentuon-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan 
kehokiman don independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut 
umum, dan penyidik anak), yakni memberikan Jaminan hukum bagi 
penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi iebih dari itu Juga telah 
melakukan kriminaiisasi terhadap pelanggaran odministratif dalam 
penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap 
pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif 
tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa 
ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam 
mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk 
menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam 
rangka keadilan restoratif:''
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b. Bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang 

dimohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yangsaling 

berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang 

telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor llO/PUUX/2012, bcrtanggal 28 Maret 2013, yang 

merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya 

sifat khusus darl keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai taliap 

pembimbingan setelah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh 

karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tcpat 

bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses 

SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan 

dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan 

perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas 

dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh 

komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat 

khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan 

independensi dalam pengertlan yang universal di dalam menerima dalil-dalil 
para Pemohon a quo. Dengan demikian penring ditegaskan bahwa sekalipun 

Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon a quo 

inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan 

tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu 

yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja 

merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak 

mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap 

orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat 

termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan 

untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan 

ketentuan Pasal 333 ayat [1} KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan 

sengaja don dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau 

meneruskon perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana 

penjaro paling lama delapan tahun”.
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